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ABSTRAK 
Sri Untari, Pertarungan Dua Mata Uang: ORI dan NICA pada Masa Revolusi di 
Jakarta (1946-1950). Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Sejarah, 
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2018. 
Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh sejarah perjuangan revolusi di Jakarta 
melalui penggunaan mata uang yang belum tercatat dengan sempurna. Tujuan dari 
penulisan skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana konflik penggunaan 
mata uang ORI dan NICA pada masa Revolusi di Jakarta (1946-1950). Secara teoritik 
meskipun tidak melahirkan teori baru, tetapi diharapkan penelitian ini memberikan 
sumbangsih bagi kajian Sejarah Sosial dan Ekonomi, mengenai kajian perkembangan 
sejarah uang di Indonesia, sekaligus menambah perspektif Sejarah Awal 
Kemerdekaan Indonesia, yaitu mengenai kajian perjuangan kemerdekaan dalam 
bidang ekonomi. 
Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah menurut Kuntowijoyo. 
Adapun tahapan-tahapan penulisan antara lain: 1) Heuristik, yaitu pencarian dan 
pengumpulan sumber-sumber sejarah; 2) Verifikasi (kritik sumber), dengan 
melakukan melakukan kritik ekstern dan kritik intern, untuk mengetahui otentisitas 
dan kredibilitas sumber; 3) Interpretasi, yaitu penafsiran fakta yang telah diuji 
kebenarannya, kemudian menganalisa sumber-sumber yang menghasilkan suatu 
rangkaian peristiwa; 4) Historiografi, yaitu penulisan, pemaparan hasil penelitian 
sejarah yang telah dilakukan. 
Jakarta pada masa revolusi merupakan salah satu wilayah perebutan antara 
Republik Indonesia dan Belanda yang kembali datang di Indonesia. Jakarta menjadi 
wilayah yang secara administratif dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia, 
namun secara militer diduduki oleh tentara Sekutu yang diboncengi tentara Belanda 
(NICA). Jakarta sebagai kota diplomasi, tidak dianjurkan untuk dilakukannya perang 
terbuka, sehingga hanya gejolak-gejolak revolusi yang muncul pada masa itu. 
Kondisi Jakarta pada masa revolusi menunjukkan situasi yang kacau, baik dari segi 
politik, sosial maupun ekonomi. Hiperinflasi (Inflasi yang sangat tinggi), kosongnya 
kas negara, menipisnya devisa, dan tingginya harga kebutuhan merupakan kondisi 
ekonomi yang berdampak pada kekacauan sosial masyarakat Jakarta. Pemerintah 
Republik Indonesia berusaha memperbaiki kondisi ekonomi melalui penerbitan 
Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). Pada saat yang bersamaan pula, tentara NICA 
menerbitkan uang NICA/uang merah. Jakarta sebagai kota multietnis dan 
multukultural membuat kepentingan dan keberpihakkan terhadap sistem yang 
berkuasa pada masa itu beragam pula. Penggunaan mata uang baik ORI maupun 
NICA merupakan representasi keberpihakkan dan perjuangan mempertahankan 
kemerdekaan, khususnya bagi rakyat kalangan bawah, seperti petani dan pedagang. 
Dualisme penggunaan mata uang di Jakarta merupakan pertarungan serta peang 
revolusi dalam memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia. 
Kata kunci: Jakarta, mata uang, NICA, ORI, dan pertarungan       
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ABSTRACT 
Sri Untari, Two Currency Fights: Republican Money and NICA Money on the 
Revolution Period in Jakarta (1946-1950). Thesis. Jakarta: Historical Education 
Studies Program, Faculty of Social Sciences, State University of Jakarta, 2018. 
The writing of this thesis is based on the history of the revolution struggle in 
Jakarta through the use of currency that has not been recorded perfectly. The purpose 
of the thesis is to describe how the conflict of use of ORI and NICA currency during 
the Revolution in Jakarta (1946-1950). Theoretically, although it does not give birth 
to the new theory, it is hoped that this research will contribute to the study of the 
Social and Economic History, the study of the history of money development in 
Indonesia, as well as the perspective of Early History of Indonesian Independence, 
concerning the study of the struggle for independence in the economic field. 
This thesis using historical method according to Kuntowijoyo. The stages of 
writing include: 1) Heuristics, namely the search and collection of historical sources; 
2) Verification (source criticism), by conducting external criticism and internal 
criticism, to determine the authenticity and credibility of the source; 3) Interpretation, 
is the interpretation of facts that have been tested truth, then analyze the sources that 
produce a series of events; 4) Historiography, is writing, presentation of historical 
research results that have been done. 
Jakarta at the time of the revolution is one of the struggles between the 
Republic of Indonesia and the Netherlands that came back in Indonesia. Jakarta 
became a territory administratively controlled by the government of the Republic of 
Indonesia, but was militarily occupied by Allied soldiers who were battled by the 
Dutch army (NICA). Jakarta as a city of diplomacy, it is not recommended for open 
war, so only the revolutionary turmoil that emerged at that time. Jakarta's condition 
during the revolution shows a chaotic situation, both politically, socially and 
economically. Hyperinflation (Inflation is very high), empty state coffers, depletion 
of foreign exchange, and high demand prices is an economic condition that affects the 
social chaos of Jakarta society. The Government of the Republic of Indonesia seeks 
to improve economic conditions through the issuance of Oeang Repoeblik Indonesia 
(ORI). At the same time, NICA soldiers issued NICA / red money. Jakarta as a 
multiethnic and multicultural city made the interests and sustainability of the ruling 
system of that time varied. The use of both ORI and NICA currency is a 
representation of the sustainability and struggle for the independence, especially for 
the lower classes, such as farmers and traders. Dualism of the use of currency in 
Jakarta is a battle as well as a revolution war in the struggle for the sovereignty of the 
Republic of Indonesia. 
Keywords: Jakarta, currency, NICA, ORI, and fight 
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
v 
 
MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Hidup berarti itu, memuliakan Allah SWT dengan menjadi insan yang berintegritas 
dan bermanfaat 
_Penulis 
 
Menulislah kamu, maka sejarah akan mengukir namamu diperjalanannya 
_Penulis 
 
 
 
 
 
 
Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, 
yang senantiasa menjadi tempat ternyaman pulang, meski sejauh apapun kaki ini 
melangkah 
 
 
 
 
 
vii 
 
KATA PENGANTAR 
Ketika sampai hari ini sebagian besar manusia menjadikan uang layaknya Tuhan, 
menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, anda akan menemukan makna 
uang dari sudut pandang yang berbeda dalam tulisan ini. Rasa syukur tiada terkira 
penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menghadiahkan aksara sebagai 
media manusia mengenali sejarah dan jati dirinya. Shalawat seiring salam ke 
pangkuan Nabi Muhammad SAW yang telah membebaskan umat manusia dari 
kegelapan zaman kebodohan.  
Bak salju yang tampak indah meski karena hanya memiliki satu warna, laut juga 
nampak cantik karena permukaannya datar-datar saja. Padahal laut dan salju sama-
sama dalam dan tahu kualitasnya masing-masing. Terlepas dari semua kualitas dan 
kesederhanan tulisan ini, tidak luput dari semua dukungan dan bantuan. Oleh karena 
itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Syukur, M.Hum, 
selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah. Bapak M. Hasmi Yanuardi, 
SS, M. Hum. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan masukan, 
bimbingan, dukungan dan motivasi, serta senantiasa menjadi teman diskusi yang 
menyenangkan, dalam proses penulisan skripsi ini. Bapak Drs. Abrar, M. Hum selaku 
Dosen Pembimbing II, atas saran, masukan, dan berbagai ilmu baru (sejarah 
ekonomi) dalam proses penulisan skripsi ini. Ibu Nur’aeni Marta, SS., M. Hum, 
selaku Dosen Pembimbing Akademis. Seluruh dosen Program Studi Pendidikan 
Sejarah Universitas Negeri Jakarta. 
viii 
 
Kepada pihak-pihak luar seperti Sahabatku Reza Ulfa Rosiana, yang telah 
membantu mencarikan data skripsi “mata uang” di Kota Lama, Semarang. Kepada 
Husna, Riska, Riri, Oji, Desy, Vanessa dan kawan-kawan Sejarah 2014 C, yang 
selalu menjadi rumah untuk mediskusikan masa lalu, sekarang, dan masa depan. 
Nuram, Eka, Umami, Sinta, Riyan, dan keluarga besar Pusat Studi Mahasiswa 
(PUSDIMA) yang selalu menjadikan diri ini pribadi yang selalu ingin belajar. Vicky, 
Ipeh, Eno, BPH dan semua rekan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial 
(BEMFIS), yang selalu menyediakan tempat yang hangat berjuang bersama. Dody, 
Anto, Chandra, Diah, Kunti dan punggawa Education Watch (EDUWA UNJ) Garda 
7,8,9 yang membuatku senantiasa mencintai dunia pendidikan. Ka Nur Hayati dan Ka 
Diana, selaku Murrobiku yang selalu menjadi charging ketika aku sedang lemah. 
Kedua Orang Tua saya, Ibu Waimah dan Bp Sodir, yang senantiasa memberi 
dukungan materi dan moril serta doa yang tiada putus-putusnya kepada penulis. 
Adiku tercinta Frian Aldo, yang selalu siap sedia mengantarkanku mencari data.  
Serta, kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan doa, yang tidak 
dapat disebutkan satu persatu, terima kasih semoga Allah membalas dan 
melimpahkan karunia-Nya. Aamiin  
Jakarta, 4 Januari 2018 
 
Penulis 
 
ix 
 
DAFTAR ISI 
 
HALAMAN JUDUL  .......................................................................................  i 
HALAMAN PERSETUJUAN  ........................................................................  ii 
HALAMAN PENGESAHAN  .........................................................................  iii 
HALAMAN PERNYATAAN  ........................................................................  iv 
MOTTO DAN PERSEMBAHAN  ..................................................................  v 
ABSTRAK  ......................................................................................................  vi 
KATA PENGANTAR  ....................................................................................  vii 
DAFTAR ISI  ...................................................................................................  ix 
DAFTAR TABEL  ...........................................................................................  xii 
DAFTAR GRAFIK  .........................................................................................  xiii 
DAFTAR LAMPIRAN  ...................................................................................  xiv 
DAFTAR SINGKATAN  ................................................................................  xvi 
DAFTAR ISTILAH  ........................................................................................  xviii 
BAB I PENDAHULUAN 
A. Dasar Pemikiran  ................................................................................  1 
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah  ...............................................  13 
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian  ......................................................  14 
D. Metode Penelitian dan Sumber Bahan  ..............................................  16 
a. Heuristik  .....................................................................................  16 
b. Verifikasi  ...................................................................................  19 
c. Interpretasi  .................................................................................  20 
d. Historiografi  ...............................................................................  21 
BAB II LATAR BELAKANG KONFLIK PENGGUNAAN MATA UANG DI 
JAKARTA PADA MASA REVOLUSI (1946-1950)  
A. Munculnya Mata Uang Republik  ...................................................  22 
x 
 
a. Kedatangan NICA Membonceng Sekutu  ................................  24 
b. Pencetakan dan Peredaran Oeang Repoeblik Indonesia (ORI)  29  
B. Mata Uang NICA: Infiltrasi Ekonomi di Wilayah Republik  ..........  50 
C. Representasi Keberpihakkan Rakyat Jakarta melalui Penggunaan  
Mata Uang  ......................................................................................  58 
BAB III KONDISI SOSIAL EKONOMI JAKARTA PADA MASA  
PEMBERLAKUAN OEANG REPOEBLIK INDONESIA (ORI)  
DAN MATA UANG NICA (1946-1950) 
A. Jakarta: antara Kota Diplomasi dan Pendudukan  .........................  62 
B. Masyarakat Jakarta yang Multikultural pada Masa Revolusi  ......  76 
C. Ekonomi sebuah Kota Pendudukan Masa Revolusi  .....................  81 
1. Hiperinflasi (Inflasi sangat tinggi)  ........................................  84 
2. Menipisnya Cadangan Devisa  ...............................................  98 
3. Kekosongan Kas Negara  .......................................................  93 
4. Melambungnya Harga Kebutuhan  ........................................  95 
BAB IV DAMPAK SOSIAL EKONOMI PENGGUNAAN ORI DAN  
NICA TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT JAKARTA 
A. Bidang Ekonomi 
1. Mata Uang sebagai Lambang Kemerdekaan Secara Ekonomi .  98 
2. ORI Merupakan Alat Pembiayaan Revolusi  ...........................  108 
3. Dualisme Alat Pembayaran di Daerah Pendudukan  ................  112 
4. Hilangnya Uang Kecil dari Peredaran  .....................................  114 
a. Pemerintah hanya satu kali mencetak/mengedarkan 
 uang kecil  .........................................................................  116 
b. Munculnya para pedagang penimbun uang kecil  .............  117 
c. Munculnya pedagang yang memihak Belanda  .................  118  
B. Bidang Sosial 
1. Perspektif Masyarakat Jakarta terhadap Penggunaan  
xi 
 
Mata Uang ................................................................................  120 
a. Menggunakan uang NICA dianggap suatu pengkhianatan 121 
b. Kharismatik Presiden Soekarno  .......................................  122 
c. ORI Alat Perjuangan revolusi  ..........................................  124 
2. Munculnya Mafia Uang ............................................................  126 
3. Kerusuhan Penggunaan Mata Uang  ........................................  131 
C. Penarikan ORI dan NICA dari Peredaran .......................................  133 
BAB V KESIMPULAN  ..................................................................................  137 
DAFTAR PUSTAKA  .....................................................................................  144 
RIWAYAT HIDUP PENULIS  .......................................................................  200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xii 
 
DAFTAR TABEL 
 
Tabel 2.1 Uang yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dalam  
Periode I (1945-1949)  .....................................................................  40 
Tabel 3.1 Wilayah Batavia  ..............................................................................  64 
Tabel 3.2 Posisi Uang Beredar Tahun 1938-1950  ..........................................  86 
Tabel 3.3 Faktor yang Mempengaruhi Meningkatnya Peredaran Uang  .........  87 
Tabel 3.4 Hutang Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia  
1 Januari 1950  .................................................................................  94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xiii 
 
DAFTAR GRAFIK 
Grafik 3.1. Devisa Indonesia Tahun 1936-1949 ..............................................  89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xiv 
 
DAFTAR LAMPIRAN 
 
Lampiran 1 : Peta Batavia November 1945 .....................................................  160 
Lampiran 2 : Contoh Uang ORI Emisi I  .........................................................  161 
Lampiran 3 : Contoh Uang ORI Emisi II  ........................................................  164 
Lampiran 4 : Contoh Uang ORI Emisi III  ......................................................  166 
Lampiran 5 : Contoh Uang ORI Emisi IV  ......................................................  169 
Lampiran 6 : Contoh Uang ORI Emisi V  .......................................................  172 
Lampiran 7 : Contoh Uang ORIDA  ................................................................  176 
Lampiran 8 : Contoh Uang NICA/Uang Merah  ..............................................  177 
Lampiran 9 : Contoh Uang Jepang  .................................................................  178 
Lampiran 10 : Contoh Uang De Javasche Bank  .............................................  179 
Lampiran 11 : Makloemat Presiden Repoeblik Indonesia No. 1/10 tentang  
Penetapan Matjam Oeang sebagai Alat Pembajaran  ...............  180 
Lampiran 12 : Makloemat Pemerintah Repoeblik Indonesia tentang  
Tidak Berlakoenya Oeang NICA .............................................  183 
Lampiran 13 : Arsip Nasional Republik Indonesia, Peratoeran Pemerintah  
Pengganti Oendang-Oendang No. 10 Tahun 1946  ..................  184 
Lampiran 14 : Peratoeran Pemerintah No. 14 Tahoen 1948 tentang Peredaran  
Oeang Palsu ..............................................................................  185 
Lampiran 15: Peratoeran Kementrian Keoeangan No. PON 4-1-32  
tentang Pengendalian Oeang ....................................................  188 
Lampiran 16: Kesan
2
 Sekitar Beredarnja Oeang Repoeblik ............................  189 
Lampiran 17: Samboetan Atas Oeang Repoeblik ............................................  192 
Lampiran 18: Rakjat Menjamboet Peredaran Oeang Repoeblik......................  193 
Lampiran 19: Penahanan Oeang Ketjil ............................................................  194 
Lampiran 20: Pemakaian Oeang Hindia Belanda di daerah Serikat dan  
Peminggir ditentoekan ..............................................................  195 
Lampiran 21: Djagalah Harga Oeang Repoeblik! ............................................  296 
xv 
 
Lampiran 22: Oeang Repoeblik dipalsoe  ........................................................  197 
Lampiran 23: Keadaan Oeang Repoeblik di Djakarta  ....................................  198 
Lampiran 24: Keroegian Pendoedoek Kota Djakarta  .....................................  199 
Lampiran 25: Sikap Belanda terhadap “Oeang Repoeblik” dan “NICA”  
Mengatjau di Pasar Baroe  ........................................................  200 
Lampiran 26 : Neraca Perdagangan Indonesia Tahun 1936-1949  ..................  201 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xvi 
 
DAFTAR SINGKATAN 
AFNEI  : Alied Force in the Netherlands East Indies  
API   : Angkatan Pemuda Indonesia  
APWI  : Allied Prisoners of War and Interness  
ANRI  : Arsip Nasional Republik Indonesia 
BFO  : Bijeenkomst voor Federaal Overleg,  
BKR  : Badan Keamanan Rakyat  
BNI  : Bank Negara Indonesia  
BRI  : Bank Rakyat Indonesia  
DJB  : De Javasche Bank 
DIVI  : Deviezen Instituut Voor Indonesie 
EIC  : East India Company  
FKI  : Fonds Kemerdekaan Indonesia 
VOC  : Vereenigde Oost-Indische Compagnie  
KTN   : Komisi Tiga Negara  
KMB   : Konferensi Meja Bundar 
KNIL   : Koninkljke Nederlands Indische Leger  
LRDR  : Laskar Rakyat Djakarta Raya  
NICA   : Netherland Indies Civil Administration 
NIDI   : Nedelandsch Indisch Deviezen Instituut  
NIMEF  : Nederlands Indische Metaalwaren en Emballage Fabrieken 
ORI   : Oeang Repoeblik Indonesia  
ORIDA  : Oeang Repoeblik Indonesia Daerah 
PNKD  : Pemerintah Nasional Kota Djakarta  
PPKI   : Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia  
PP   : Peraturan Pemerintah  
RRI   : Radio Republik Indonesia  
RAPWI  : Recovery of Allied Prisoners of War and Interness  
xvii 
 
RIS   : Republik Indonesia Serikat  
SEAC   : South East Asia Command  
TRI   : Tenata Republik Indonesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xviii 
 
DAFTAR ISTILAH 
Aluvial : Tanah yang dibentuk dari lumpur sungai yang mengendap di 
dataran rendah yang memiliki sifat tanah yang subur dan cocok 
untuk lahan pertanian. 
Autarki  : Kedaulatan mutlak, baik dalam pemerintahan maupun dalam 
ekonomi, dengan menetapkan kebijakan nasional untuk 
menghindarkan ketergantungan kepada negara lain.  
Besek : Tempat yang terbuat dari anyaman bambu bertutup bentuknya 
segi empat. 
Blokade : Pengepungan (penutupan) suatu daerah (negara) sehingga 
orang, barang, kapal, dan sebagainya tidak dapat keluar masuk 
dengan bebas. 
Diplomasi : Urusan atau penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu 
negara dan negara yang lain. 
Diplomasi Beras :Pengiriman beras ke India pada November 1945 yang sedang 
mengalami bencana kelaparan pada saat itu. 
De facto : Pengakuan tentang kenyataan adanya suatu negara. 
Defisit : Kekurangan dalam anggaran belanja. 
Defisit financing  : Praktik di mana pemerintah mengeluarkan lebih banyak uang 
daripada yang diterima sebagai pendapatan, perbedaannya 
dibuat dengan meminjam atau mencetak dana baru. 
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De jure  : Pengakuan dari negara lain berlaku untuk selama – lamanya 
setelah melihat adanya jaminan bahwa pemerintahan negara 
baru tersebut akan stabil dalam jangka waktu cukup lama. 
Devisa  : Alat pembayaran luar negeri yang dapat ditukarkan dengan 
uang luar negeri. 
Distribusi : Penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang 
atau ke beberapa tempat; pembagian barang keperluan sehari-
hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada 
pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya;  
Ekonomi demokratis: Kerakyatan yang mengutamakan keadilan sosial yang 
demokratis bagi kesejahteraan bersama. 
Ekonomi mikro : Ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan 
perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas 
faktor input, barang, dan jasa yang diperjualbelikan. 
Ekonomi makro  : Perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak 
masyakarakat, perusahaan, dan pasar. 
Ekspansi moneter  : Perluasan wilayah suatu negara dengan menduduki 
perekonomian (sebagian atau seluruhnya) wilayah negara lain. 
Ekspor  : Pengiriman barang dagangan ke luar negeri. 
Emisi  : Pengeluaran mata uang logam atau kertas oleh bank 
sentral/pemerintah. 
Finansial : Mengenai (urusan) keuangan. 
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Garis  Meridian  : Garis khayal pada permukaan bumi, tempat kedudukan titik-
titik dengan bujur yang sama, menghubungkan kutub utara dan 
kutub selatan. 
Gulden  : Satuan mata uang Belanda. 
Infiltarasi ekonomi : Penyusupan musuh dengan cara mengacaukan ekonomi suatu 
wilayah. 
Inflasi  : Kemerosotan nilai uang (kertas) karena banyaknya dan 
cepatnya uang (kertas) beredar sehingga menyebabkan naiknya 
harga barang-barang. 
Impor : Pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri. 
Interniran : Orang atau kelompok orang (tawanan perang, pelarian, dan 
sebagainya) di suatu tempat tinggal tertentu, diasingkan atau 
dipenjarakan. 
Invasi : Perbuatan memasuki wilayah negara lain dengan 
mengerahkan angkatan bersenjata dengan maksud menyerang 
atau menguasai negara tersebut; penyerbuan ke dalam wilayah 
negara lain. 
Khaki : Warna kain cokelat muda yang dikenali rakyat Jakarta 
merupakan pakaian tentara NICA 
Komersial  : Bernilai untuk perdagangan atau niaga. 
Komoditas : Barang dagangan utama; benda niaga: hasil bumi dan 
kerajinan setempat dapat dimanfaatkan sebagai – ekspor. 
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Kontingen : Rombongan (olahragawan, pramuka, pasukan militer, dan 
sebagainya) yang dikirim untuk bergabung dengan kelompok 
yang lebih besar. 
Kredit   : Cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai 
(pembayaran ditangguhkan atau diangsur) 
Kurs   : Nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dengan nilai 
mata uang negara yang lain. 
Legitimasi  : Keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa 
pemegang keterangan adalah betul-betul orang yang dimaksud; 
kesahan; pernyataan yang sah (menurut undang-undang atau 
sesuai dengan undang-undang); pengesahan. 
lingua franca : Bahasa pengantar. 
Litografi : Metode untuk percetakan di atas permukaan licin, salah 
satunya dalam mencetak uang. 
Madjiker  : Orang Portugis yang berkulit hitam. 
Mafia uang  : Perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan 
(kriminal) uang. 
Moor   : Sebutan untuk kaum muslim India yang berasal dari 
pelabuhan Surat yang ramai di Gujarat, anak Benua India 
Neraca perdagangan : Perbedaan antara nilai ekspor dan impor suatu negara pada 
periode tertentu, diukur menggunakan mata uang yang berlaku. 
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Operasi pounce : Operasi yang dilakukan Inggris dengan membentuk lingkaran 
penjagaan disekitar kota, menduduki gedung-gedung umum 
yang penting, menyita semua mobil milik orang-orang sipil, 
menangkapi polisi Indonesia, dan orang-orang Indonesia yang 
dianggap ekstrem, serta memulai serangkaian penggeledehan 
kampung-kampung untuk menumpas kekuatan badan 
perjuangan. 
Pajak perang  : Pungutan atau iuran yang dibayarkan masyarakat kepada 
pemerintah untuk keperluan perang dan dilakukan selama masa 
perang. 
Pasar gelap : Sektor kegiatan ekonomi yang melibatkan transaksi ekonomi 
ilegal, khususnya pembelian dan penjualan barang dagangan 
secara tak sah 
Produksi : Proses mengeluarkan hasil barang atau jasa. 
Prostitusi : Pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah 
sebagai suatu transaksi perdagangan atau pelacuran. 
Slametan : Acara syukuran untuk mengungkapkan rasa bahagia terhadap 
suatu hal. 
Sporadis : Keadaan penyebaran suatu hal di suatu daerah yang tidak 
merata. 
Stagnasi : Keadaan terhenti (tidak bergerak, tidak aktif, tidak jalan); 
kemacetan 
xxiii 
 
Surplus : Jumlah yang melebihi hasil biasanya. 
Swasembada : Usaha mencukupi kebutuhan sendiri. 
Transaksi  : Persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak 
Tripartit : Daerah dengan 3 kekuasaan sekaligus dalam waktu yang 
bersamaan. 
Trem   : Kereta yang dijalankan oleh tenaga listrik atau lokomotif 
kecil, biasanya digunakan sebagai angkutan penumpang dalam 
kota. 
Uang Federal : Uang yang dicetak De Javasche Bank sebagai pengganti mata 
uang ORI dan NICA 
Uang Giral  : Uang yang dikeluarkan oleh bank umum berupa surat-surat 
berharga 
Uang Invasi : Disebut juga uang Jepang karena dicetak oleh pemerintah 
Jepang  
Uang Kartal : Alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat 
dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari berupa uang 
logam dan uang kertas 
Uang Ketjil : Mata uang ORI yang bernilai kecil, yaitu yang bernilai 1 Sen, 
5 Sen, 10 Sen, ½ Rupiah, dan 1 Rupiah. 
Uang Merah : Sebutan masyarakat Jakarta untuk uang NICA 
Valuta Asing : Mata uang yang dapat dipakai atau mudah diterima oleh 
banyak negara dalam perdagangan internasional. 
1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Dasar Pemikiran 
Sejarah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan merupakan 
objek yang menarik untuk dikaji. Sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan 
atau sering kita sebut sejarah revolusi, lahir dengan berbagai perspektif yang 
merupakan mata rantai sejarah perjuangan bangsa. Berbagai perjuangan dilakukan 
rakyat Indonesia di berbagai daerah baik melalui jalur diplomasi maupun melalui 
perang kemerdekaan. Perjuangan dilakukan oleh berbagai kalangan mulai dari 
pemimpin bangsa Indonesia, kalangan Tentara Republik, Laskar-laskar maupun 
kalangan sipil. Perang kemerdekaan segera terjadi setelah perubahan politik militer 
dalam tatanan internasional. Setelah negara-negara Fasis dikalahkan pihak Sekutu, 
beberapa daerah jajahan menghadapi tatanan tanpa kendali hingga memerdekakan 
diri, salah satunya Indonesia. Berita proklamasi yang meluas di Jakarta, segera 
disebarkan di seluruh Indonesia,
1
 disiarkan melalui seluruh radio Domei Indonesia. 
Revolusi Indonesia segera dilancarkan dan mendapatkan reaksi hebat di seluruh 
pelosok Nusantara.
2
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Namun, setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menghadapi tiga 
masalah utama, yaitu datangnya tentara Sekutu untuk menerima penyerahan dari 
Jepang, perbedaan-perbedaan pendapat para pemimpin bangsa dan perundingan-
perundingan dengan Belanda.
3
 Tentara Belanda yang tergabung dalam Netherland 
Indies Civil Administration (NICA) datang ke Indonesia dengan membonceng 
pasukan Sekutu pada akhir September 1945, dalam upaya merebut kembali 
koloninya. Semakin gencarnya serbuan tentara Belanda terhadap Indonesia, membuat 
situasi politik, sosial dan ekonomi di Indonesia mengalami masa krisis. 
Kondisi ekonomi pada awal kemerdekaan dapat dikatakan mengalami 
kemandegan, baik secara mikro maupun makro.
4
 Selain mengalami stagnasi yang 
berarti, ekonomi Indonesia juga mengalami inflasi yang tinggi pada awal tahun 1946 
dan rendahnya cadangan devisa negara. Tantangan di bidang ekonomi sangat berat 
baik dari segi produksi, distribusi maupun perdagangan. Fokus utama pemerintahan 
dan rakyat Indonesia adalah mempertahankan kemerdekaan, maka pada masa 
revolusi tidak ditemui kebijakan ekonomi yang berencana dan berjangka panjang.
5
 
Penekanan program ekonomi masih berfokus pada pemulihan dan perbaikan keadaan, 
dalam rangka menghadapi masa krisis yang diperkeruh dengan usaha blokade 
ekonomi oleh Belanda. Belanda melarang hasil bumi atau komoditas Indonesia 
diekspor dan melarang negara lain untuk melakukan impor ke Indonesia. Tindakan 
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blokade ekonomi yang dilakukan oleh pasukan Belanda menyebabkan terjadinya 
penumpukan barang yang seharusnya diekspor dan kelangkaan barang kebutuhan 
yang seharusnya didapat dengan impor. Sehingga, sebagian barang-barang Indonesia 
yang tidak dapat diekspor  terpaksa dibumihanguskan.
6
 Akibatnya, ekonomi menjadi 
tidak stabil karena jumlah uang yang beredar tidak sesuai dengan barang kebutuhan 
yang tersedia. Disisi lain, Indonesia dihadapkan dengan berbagai perjuangan baik 
secara diplomasi maupun militer untuk mempertahankan kemerdekaan. 
Perjuangan yang dilakukan pada masa revolusi fisik tidak saja membutuhkan 
tenaga manusia, taktik dan strategi perang, melainkan juga membutuhkan dana untuk 
mendukung perjuangan tersebut. Terkait dengan membutuhkan dana tersebut, 
pemerintah Republik mengeluarkan uang sebagai salah satu usaha pembiayaan 
perang. Uang merupakan alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) 
yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak atau 
logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.
7
 Perkembangan sejarah 
peradaban manusia, peranan uang dirasakan sangat penting. Hampir tidak ada 
satupun bagian kehidupan ekonomi manusia yang tidak terkait dengan uang. Menurut 
J.P. Cornward, uang merupakan segala sesuatu yang diterima secara luas sebagai 
media pertukaran, sekaligus sebagai standar ukuran nilai harga dan media 
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penyimpanan kekayaan.
8
 Sedangkan, jika dilihat dari fungsinya uang merupakan unit 
perhitungan (Unit of Account), alat pertukaran yang sah (Medium of Exchange), 
gudang penyimpanan nilai (Store of Value), dan standar atau ukuran pembayaran 
yang ditunda (a Standard of Deferred Payment).
9
 Sejarah uang di Indonesia sendiri 
telah dimulai sejak masa Kerajaan Hindu Buddha Kerajaan Jenggala, kira kira pada 
tarikh 12 Masehi dan Kerajaan Majapahit (uang Gobog) pada tarikh 14 Masehi, 
sedangkan di luar pulau Jawa terdapat uang Kerajaan Buton pada abad ke-9 Masehi. 
Kemudian, mata uang bernuansa aksara arab mewarnai Nusantara, ketika Islam 
masuk seperti pada Kerajaan Aceh, Bengkulu, Jambi, Riau dan Goa. Penggunaan alat 
tukar berupa derham, emas, dan tembaga sebagaimana mereka sebut sebagai uang. 
Mata uang dengan lambang Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) atau yang 
dikenal dengan rijkdaalder (Real Belanda) segera menggantikan kepopuleran Real 
Spanyol, yang sempat populer di Nusantara pada masa itu. Ketika tahun 1808-1815, 
ketika Hindia Timur jatuh ketangan Inggris mata uang rijkdaalder ditarik dari 
peredaran dan mulai diberlakukan kembail real Spanyol. Selain itu, diberlakukan pula 
Ropij Jawa, merupakan mata uang yang dicetak di Surabaya berbahan emas, perak, 
dan tembaga.
10
  
Tahun 1817, salah seorang Komisaris Jenderal Hindia Belanda C. T. Elout, 
Buyskes dan van der Capellen memberlakukan uang Gulden (f = florin), yang 
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 Ahmad Hasan, Mata Uang Islam: Telaah Komprehensif Keuanan Islami, (Jakarta:PT Raja Grafindo 
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10
 Data Museum Bank Indonesia 
5 
 
 
 
kemudian mendirikan De Javasche Bank  untuk kepentingan percetakannya. Uang 
Gulden segera ditarik dari peredaran, setelah Belanda menyerah tanpa syarat kepada 
Jepang pada tahun 1942. Uang Jepang/uang invasi mulai digunakan di Indonesia 
sampai tahun 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, kedatangan Belanda 
yang membonceng Sekutu turut pula menyebarkan mata uang. Sehingga, pada masa 
revolusi jumlah mata uang yang digunakan sebagai alat tukar lebih dari satu, yaitu 
uang Jepang, uang NICA, dan Uang Republik. 
 Uang pada masa revolusi tidak hanya sekadar sebagai alat tukar, melainkan 
sebagai simbol negara yang merdeka.
11
 Kesadaran bahwa uang yang dicetak sendiri 
oleh Republik Indonesia menjadi pemersatu perjuangan yang secara langsung 
merupakan manifestasi pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Maka dari itu, 
pencetakan uang oleh bangsa Indonesia sendiri merupakan salah satu perjuangan 
dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Pencetakan uangpun 
ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia.
12
 Rakyat menanti dikeluarkannya mata 
uang Republik mengingat semakin merosotnya harga uang Jepang.
13
 Kajian sejarah 
perjuangan kemerdekaan melalui penggunaan mata uang, menjadi suatu kajian yang 
semakin menarik. Jika, selama ini uang dikenal sebagai alat tukar, alat penyimpanan, 
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van Hoeve, 2012), h. 322 
12
“Rakjat menyamboet Peredaran Oeang Repoeblik”, dalam Majalah Merdeka edisi 337, Djoem’at, 1 
Nopember 1946 
13
 Majalah “Repoeblik”, Edisi 25 September 1946, h. 8 
6 
 
 
 
dan komoditi perdagangan, maka melalui kajian ini kita mengenal uang sebagai alat 
menegakkan kedaulatan suatu bangsa.  
Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia
14
 
secara resmi melalui maklumat presiden
15
 pada 30 Oktober 1946, sebagai alat 
penukar dan alat pembayaran yang sah, dan alat pengukur harga diseluruh wilayah 
yang secara de facto berada di bawah kekuasaan Negara Republik Indonesia, yaitu 
Jawa, Madura dan Sumatra. Namun, pada saat pengeluaran ORI kondisi ekonomi di 
Indonesia dipenuhi dengan kebingungan karena banyaknya mata uang yang beredar. 
Secara teoritis, peningkatan jumlah uang beredar yang berlebihan dapat mendorong 
peningkatan jumlah harga yang diharapkan sehingga dalam jangka panjang dapat 
mengganggu pertumbuhan ekonomi.
16
 Mata uang Jepang atau mata uang invasi yang 
diberlakukan sejak tahun 1942, masih beredar di Indonesia. Bahkan, diperkirakan 
uang Jepang yang beredar saat itu nilainya mencapai f 2 milyar.
17
 Kedatangan tentara 
Belanda yang tergabung dalam Netherlands Indies Civil Administration (NICA) 
kemudian menduduki beberapa kota, merampas uang Jepang dan menghamburkan 
uang NICA atau dikenal dengan uang merah
18
 yang dicetak oleh American Bank 
Note Company. Uang NICA beredar bersamaan dengan uang Jepang atau yang 
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dikenal dengan uang invasi, sebagai usaha merebut kembali tanah jajahannya. Oeang 
Repoeblik Indonesia (ORI) yang dikeluarkan pemerintah ternyata tidak mampu 
disebar ke seluruh wilayah Indonesia akibat sulitnya pengangkutan dan adanya 
pendudukan tentara Sekutu di beberapa daerah di Indonesia. Sebagai upaya dalam 
pemenuhan kebutuhan uang di daerah, pemerintah Indonesia kemudian memberikan 
otoritas kepada masing-masing daerah untuk mencetak uang sendiri yang kelak 
disebut dengan Oeang Repoeblik Indonesia Daerah (ORIDA). Akibatnya pada saat 
itu ada 4 mata uang yang beredar di Indonesia, yaitu mata uang NICA, mata uang 
Jepang, ORI dan ORIDA. 
Tindakan pertama yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia sebelum 
mengedarkan ORI adalah menarik uang invasi Jepang dan uang NICA
19
 yang mulai 
meluas peredarannya di masyarakat. Penarikan kedua uang tersebut dilakukan secara 
berangsur-angsur melalui pembatasan pemakaian uang dan larangan membawa uang 
dari satu daerah ke daerah lain. Karena tujuan pengeluaran/pengedaran ORI tersebut 
adalah untuk menggantikan peranan mata uang NICA dan uang Jepang dalam 
perekomian Indonesia.
20
 Untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia mengambil 
keputusan untuk mendirikan Bank Negara milik negara, dan dalam pelaksanaannya 
berupa pendirian Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) 
pada tahun 1946. Kedua bank milik negara tersebut dan beberapa bank swasta yang 
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ditunjuk pemerintah melaksanakan penukaran mata uang NICA dan Jepang dengan 
mata uang ORI. 
Situasi perang belum memungkinkan bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk 
melaksanakan kebijakan moneter yang terencana secara sistematis dalam menunjang 
tercapainya stabilitas harga. Kebijakan yang ditempuh pada waktu itu lebih banyak 
ditekankan pada pemenuhan kebutuhan uang kartal baik untuk membiayai defisit 
keuangan negara maupun untuk kebutuhan transaksi. Sejarah perjalanan penggunaan 
ORI hanya mencapai usia 3 tahun 5 bulan, sebelum akhirnya ditarik dari peredaran 
dan diganti dengan uang De Javasche Bank (DJB). De Javasche Bank (DJB) nantinya 
diputuskan sebagai bank sentral pada penyerahan kedaulatan Indonesia pada 
pemerintah Indonesia Serikat, melalui Undang Undang Nasionalisasi
21
 pada tanggal 6 
Desember 1951.  
Pengaturan persebaran uang pada masa perang tidaklah mudah, beberapa daerah 
yang berhasil diduduki Belanda dipergunakanlah uang NICA, sementara untuk 
daerah yang dikuasai Republik digunakanlah ORI sebagai alat tukar yang sah. 
Penggunaan ORI pada daerah yang diduduki Belanda dianggap tidak sah sampai 
menunggu hasil perundingan.
22
 Hal ini menimbulkan perang uang di beberapa daerah 
khususnya kota-kota besar yang dikuasai Republik namun diduduki tentara Belanda, 
salah satunya Jakarta. 
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Tahun 1946, Jakarta adalah salah satu daerah yang diduduki oleh Belanda 
dengan dukungan Inggris (Sekutu), tetapi pemerintahannya (urusan administratif) 
tetap dilakukan pemerintahan Republik Indonesia.
23
 Jakarta menjadi daerah 
kekuasaan Republik, sekaligus daerah pendudukan Belanda, serta selama satu tahun 
Inggris bertindak sebagai penengah antara Republik dan Belanda.  Keadaan demikian 
menyebabkan bentuk pemerintahan kota menjadi tripartit.
24
 Bukan hal asing lagi jika 
Belanda kembali ingin menduduki Jakarta, karena kota yang dulu bernama Batavia 
ini, merupakan pusat administrasi dan ekonomi terpenting, lengkap dengan gerak 
napas budayanya yang berkembang subur
25
 bagi orang Belanda. 
Jika dilihat dari perkembangan Jakarta yang pernah dikenal sebagai kota “Ratu 
dari Timur” (Queen of the East), memiliki nilai tersendiri bagi perekonomian Belanda 
sejak dahulu. Jakarta yang dulu dikenal dengan Batavia, merupakan kota heterogen 
dengan jumlah pendatang yang terus meningkat pada abad ke-19. Dilaporkan oleh 
Van der Plas
26
, melaporkan bahwa angka resmi populasi Jakarta adalah 884.000 jiwa, 
atau seperempat juta lebih banyak dari keadaan sebelum perang.
27
 Masyarakat 
heterogen Jakarta terus bertambah hingga masa revolusi kemerdekaan, baik dalam 
peran maupun dalam keberpihakan masyarakat Jakarta terhadap penguasa pada masa 
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 Susan Balckburn, Jakarta: Sejarah 400 Tahun, Terjemahan oleh Gatot Triwira, (Jakarta: Masup 
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tersebut. Pada September 1945, Presiden Soekarno menunjuk Suwiryo sebagai 
walikota pertama Jakarta. Namun, sebulan kemudian, komandan Inggris 
mengumumkan bahwa sejak saat itu, kota Jakarta berada di bawah pemerintahan 
Angkatan Bersenjata Sekutu. Wilayah Jakarta bagian kota terbagi-bagi dan berada di 
bawah kuasa tiga pengendali, yaitu Inggris, Belanda dan Republik Indonesia.
28
 
Meskipun telah dikeluarkan Maklumat Pemerintah Republik Indonesia pada 
tanggal 2 Oktober 1946 mengenai Uang NICA yang tidak lagi berlaku, agar rakyat 
jangan menerimanya dan tidak timbul inflasi.
29
 Namun, keadaan ekonomi di Jakarta 
tidak juga membaik. Berbagai masalah terkait peredaran uang terjadi, mulai dari 
peredaran ORI palsu, hilangnya uang kecil ORI, masalah penukaran ORI pada bank-
bank di Jakarta hingga pemaksaan penggunaan Uang NICA di beberapa pasar seperti 
Pasar Jatinegara, Pasar Manggarai dan Pasar Tanah Abang yang berakhir kerusuhan. 
Ditambah lagi dengan keadaan politik Indonesia yang belum stabil pada masa awal 
kemerdekaan, membuat ekonomi Indonesia menjadi tidak juga membaik. Stabilitas 
politik sangat mempengaruhi dapat tidaknya suatu kebijakan ekonomi diberlakukan. 
Tingkat perkembangan ekonomi sangat menentukan pola pikir dan toleransi di bidang 
politik.
30
 Penggunaan mata uang banyak terjadi konflik terutama dikalangan 
pedagang dan petani pasar tradisional, seperti kerusuhan akibat pemaksaan 
penggunaan mata uang. Meski telah disepakati, sembari menunggu hasil 
                                                          
28
 Op. Cit., Robert Bridson Cribb, h. 209 
29
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perundingan, masyarakat Jakarta boleh menggunakan mata uang apapun yang mereka 
sukai. Namun, Belanda seringkali menyalahi aturan dengan memaksakan penggunaan 
uang NICA.
31
 Masyarakat Jakarta banyak yang terharu dan merasa senang 
menggunakan ORI karena bagi rakyat pada masa itu masih sulit untuk memahami 
makna memiliki bendera sendiri, bahasa sendiri, ataupun lagu kebangsaan sendiri, 
dengan memiliki mata uang sendiri merupakan tanda dan arti mereka telah menjadi 
bagian rakyat dan bangsa yang merdeka.
32
 
Penelitian mengenai sejarah uang pada masa awal kemerdekaan sudah cukup 
banyak dan berkembang. Mohammad Iskandar, misalnya dalam penelitiannya 
“Oeang Repoeblik dalam Kancah Revolusi”33 yang dimuat dalam Jurnal Sejarah 
Vol.6 No.1, Agustus 2004. Mohammad Iskandar mencoba merefleksikan masalah 
moneter diera globalisasi sekarang dikaitkan dengan sejarah peran uang pada masa 
revolusi. Penelitian Mohammad Iskandar menekankan bagaimana peran uang sebagai 
alat kedaulatan dan persatuan bangsa.  
Penelitian juga dilakukan oleh Siti Nur Hadisah Baroroh, dalam skripsinya yang 
berjudul “Pemberlakuan Oeang Repoeblik Indonesia dam Pengaruhnya dalam Bidang 
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Politik dan Ekonomi (1945-1950)”.34 Penelitian Siti mengkaji pengaruh ORI pada 
masa revolusi di bidang Politik dan Ekonomi di seluruh Indonesia. Penelitian cukup 
serupa juga dilakukan oleh Nani Maesaroh yang berjudul “Peranan Oeang Repoeblik 
Indonesia (ORI) dalam periode Revolusi kemerdekaan 1946-1950”. Penelitian 
lainnya dilakukan oleh Jan Bruana Nainggolan dalam skripsinya yang berjudul 
”Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA) di Sumatera Utara.”35 Penelitian Jan 
Bruana mengenai latar belakang pencetakan ORIDA di Sumatera Utara. Penelitian 
mengenai penggunaan mata uang ORI dan NICA sebagai representasi keberpihakan 
masyarakat Jakarta pada periode 1946-1950 belum ada. Sedangkan, penelitian ini 
penting untuk dilakukan sebab sejarah perjuangan kemerdekaan yang dilakukan kaum 
sipil Jakarta mulai dari petani, pedagang hingga semua kalangan menengah ke bawah 
dapat dilihat dengan mata uang yang digunakan pada saat itu. Mengambil sisi lain 
penggunaan uang pada masa revolusi kemerdekaan selain sebagai representasi 
nasionalisme, pembiayaan perang kemerdekaan, sebagai kekuatan ekonomi dan 
politik, hingga konflik sosial yang ditimbulkan akibat penggunaanya. Oleh karena itu, 
peneliti ingin melakukan penelitian ini. 
 
 
                                                          
34
 Siti Nur Hadisah Baroroh, Pemberlakuan Oeang Repoeblik Indonesia dan Pengaruhnya dalam 
Bidang Politik dan Ekonomi (1945-1950), sebuah skripsi, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 
2012) 
35
 Jan Bruana Nainggolan, Oeang Repoeblik Indonesia Daerah (ORIDA) Sumatera Utara 1947-1950), 
sebuah skripsi, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2015) 
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B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 
Penelitian sejarah pada dasarnya ingin membangun suatu struktur tertentu yang 
menunjukkan fenomena tertentu. Oleh karena itu, penelitian tentang penggunaan 
mata uang ORI dan NICA di Jakarta pada masa revolusi ini akan dibatasi baik secara 
temporal maupun spasial. Batasan temporal dalam penelitian adalah dari tahun 1946-
1950. Pertimbangannya adalah pada tahun 1946, pertama kali Oeang Repoeblik 
Indonesia (ORI) diberlakukan. Sedangkan pada tahun 1950 adalah ketika ORI ditarik 
dari peredaran, dan digantikan dengan uang De Javasche Bank (DJB) atau yang 
disebut dengan uang federal. Sedangkan batasan spasial dalam penulisan ini adalah 
meliputi wilayah Jakarta secara administratif, atau yang dikenal dengan nama Batavia 
pada masa Penjajahan Belanda. Pemilihan batasan spasial tersebut, dikarenakan 
Jakarta adalah salah satu daerah tripartit, yaitu daerah dengan 3 kekuasaan sekaligus 
dalam waktu yang bersamaan. Kekuasaan Republik, Belanda, dan Inggris di Jakarta 
menyebabkan peredaran ORI mengalami berbagai masalah. Kondisi masyarakat 
Jakarta yang heterogen juga mempengaruhi sulitnya peredaran ORI di Jakarta, karena 
masyarakat Jakarta banyak pula yang memihak Belanda dan menggunakan uang 
NICA. Hal ini menunjukkan adanya perang mata uang sebagai representasi 
keberpihakan masyarakat terhadap kekuasaan di Jakarta saat itu. Wilayah Jakarta 
secara administratif pada 1946, meliputi dibagi ke dalam 7 wilayah kawedanan, yang 
menyangkut daerah kepolisian pula, yakni Penjaringan, Mangga Besar, Tanah Abang, 
14 
 
 
 
Tanjung Priok, Gambir, Pasar Senen, dan Jatinegara.
36
 Wilayah Jakarta yang 
dimaksud merupakan wilayah dibawah Pemerintah Nasional Kota Djakarta (PNKD) 
yang dipimpin oleh Walikota Suwiryo, yang sebagian wilayahnya telah diduduki pula 
oleh Sekutu.
37
 Batasan materi dalam penelitian ini, meliputi peredaran ORI dan 
peredaran uang NICA serta dinamika pengaruhnya terhadap kedaulatan bangsa 
Indonesia, di Jakarta secara administratif.  
Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Mengapa terjadi konflik penggunaan mata uang di Jakarta pada masa 
Revolusi (1946-1950)? 
b. Bagaimana keadaan sosial dan ekonomi di Jakarta pada masa pemberlakuan 
mata uang ORI dan NICA? 
c. Bagaimana dampak penggunaan mata uang ORI dan NICA terhadap 
kehidupan  sosial dan ekonomi masyarakat Jakarta? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konflik penggunaan 
mata uang ORI dan NICA pada masa Revolusi di Jakarta (1946-1950).  
                                                          
36
 http://www.jakarta.go.id/v2/news/2014/03/perkembangan-pemerintahan-di-
batavia#.WZWz8qJ_lK0, diakses pada 17 Agustus 2017, pada pukul 22:22 
37
 Lihat peta wilayah Jakarta tahun 1945 pada lampiran 1  
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Sedangkan, kegunaan dari penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi. Secara teoritik 
meskipun tidak melahirkan teori baru, tetapi diharapkan penelitian ini memberikan 
sumbangsih bagi kajian Sejarah Sosial dan Ekonomi, mengenai kajian perkembangan 
sejarah uang di Indonesia, sekaligus menambah perspektif Sejarah Awal 
Kemerdekaan Indonesia, yaitu mengenai kajian perjuangan kemerdekaan dalam 
bidang ekonomi. Jika selama ini sejarah perjuangan kemerdekaan selalu diidentikkan 
dengan diplomasi dan perang, maka penulis mencoba melihat perjuangan dari 
perspektif perjuangan ekonomi. Sementara, manfaat praktis penelitian adalah sebagai 
refleksi historis masyarakat Indonesia mengenai perjuangan kemerdekaan melalui 
jalur ekonomi khususnya peredaran uang. Pada masa revolusi, masyarakat harus 
berhadapan dengan konflik karena ingin menggunakan ORI, sebagai bentuk rasa 
percaya terhadap pemerintah Republik. Jika kita melihat keadaan saat ini, 
kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah mulai berkurang. Fenomena 
ini dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya pada aspek ekonomi 
dan penggunaan uang. Masyarakat Indonesia kerap kali lebih suka menyimpan uang 
dalam bentuk Dollar Amerika, daripada rupiah. Sebagian masyarkat Indonesia juga 
lebih menggemari produk luar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dibandingkan 
produk lokal/dalam negeri. Jika keadaan demikian, sebaiknya masyarakat merefleksi 
diri dengan sejarah penggunaan uang pada masa revolusi. Selain itu, dapat pula 
menjadi referensi bahan ajar untuk Sejarah Indonesia kelas XI SMA kurikulum 2013, 
pada Kompetensi Dasar 3.11 yaitu Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia dalam 
upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Sekutu dan Belanda. 
16 
 
 
 
D. Metode Penelitian dan Sumber Bahan 
 Secara etimologi, metode adalah masalah yang menguraikan tentang cara-cara 
atau jalan, petunjuk pelaksanaan teknis.
38
 Kemudian, metode sejarah adalah proses 
menguji dan menganalisa secara kritis rekaman-rekaman dan peninggalan masa 
lampau.
39
 Sejarah juga terikat pada penalaran yang bersandar pada fakta (kebenaran 
sejarah) yang terletak pada kesediaan sejarawan untuk meneliti sumber sejarah 
secara tuntas sehingga diharapkan dapat mengungkapkan sejarah secara objektif. 
Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah kritis dengan tahapan-tahapan 
penulisan sesuai yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo
40
, sebagai berikut: 
 
a. Heuristik 
 Secara etimologis, heuristik berarti mencari atau menemukan dan 
mengumpulkan jejak masa lampau yang dipakai sebagai data sejarah. Heuristik 
juga dapat diartikan sebagai pencarian dan pengumpulan sumber-sumber sejarah. 
Sumber-sumber yang dapat digunakan berupa sumber primer dan sumber 
sekunder. 
                                                          
38
 Lorens Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 635 
39
 Louis  Gottschalk. Mengerti Sejarah. (Jakarta: UI Press, 2006), h. 32 
40
 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, (Jakarta:Benteng Pustaka, 2005), h. 69 
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 Sumber primer sebagai kesaksian seseorang dengan mata akepala sendiri atau 
dengan menggunakan alat mekanik.
41
 Sumber primer yang digunakan penulis 
berupa Arsip dan Surat kabar, adapun beberapa sumber arsip antara lain: 
 ARSIP Sekretariatan Negara Repoeblik Indonesia No. 408, Djakarta, 2 
Oktober 1945 
 ARSIP Nasional Republik Indonesia, Oeang Repoeblik Indonesia (ORI), 
(Jakarta: Penerbitan Naskah Sumber, 2003) 
 ARSIP Sekretariat Negara Republik Indonesia No. 409 
 ARSIP Sekretariat Negara Republik Indoensia No. 408 
Adapun sumber primer dalam bentuk surat kabar, antara lain: 
 Majalah Merdeka. “Beberapa Kesoelitan jang dialami oleh orang Indonesia.” 
6 Nopember 1946: Edisi No. 340. 
 Majalah Merdeka. “Rakjat menyamboet Peredaran Oeang Repoeblik.” 1 
Nopember 1946: Edisi 337. 
 Majalah Merdeka. “Keadaan Oeang Repoeblik di Djakarta.” 29 Nopember 
1946: Edisi 359. 
 Majalah Merdeka. “Kesan-kesan sekitar Beredar Oeang Repoeblik: Oeang 
Kita Memiliki Kekoeatan Gaib Oentoek Rakjat Djelata.” 1 Nopember 1946: 
Edisi 337. 
                                                          
41
Op. Cit.,  Louis  Gottschalk, h. 37 
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 Majalah Pelita Rakjat. “Pengeloearan Oeang Repoeblik, Mendahoeloei 
Persetoedjoean Jang Akan Tertjapa.” 1946 Oktober 1946. 
 Majalah Pelita Rakjat. “Uang Repoeblik lebih Mahal dari Uang NICA.” 2 
Nopember edisi 137, Sabtu 2 Nopember 1946.: Edisi 137, dan sebagainya. 
Sumber sekunder adalah kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi 
pandangan mata
42
, yaitu seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang 
dikisahkan. Sumber sekunder  yang digunakan penulis berupa buku-buku 
pendukung tema skripsi ini, baik buku mengenai sejarah ekonomi masa revolusi 
maupun mengenai metode penelitian sejarah. 
Kajian pustaka yang penulis gunakan didapat dari beberapa tempat sebagai 
berikut: 
a. Arsip Nasional Republik Indonesia 
b. Museum Bank Indonesia 
c. Perpustakaan Nasional 
d. Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta 
e. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial 
f. Perpustakaan Prodi Sejarah UNJ 
g. Perpustakaan Universitas Indonesia 
 
                                                          
42
 Op. Cit., Kuntowijoyo, h. 75 
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b. Kritik Sumber (Verifikasi) 
 Tahap kedua yang dilakukan adalah melakukan kritik ekstern (otentisitas) dan 
kritik intern sumber (kredibilitas)
43
. Kritik ekstern bertujuan untuk mengetahui 
keaslian sumber yang meliputi penelitian terhadap sumber, tanggal, waktu dan siapa 
pembuat/pengarangnya. Sedangkan, kritik intern bertujuan untuk melihat dan 
meneliti kebenaran isi sumber atau dokumen sejarah yang meliputi kebenaran isi 
sumber atau dokumen sejarah yang meliputi kritik terhadap isi, bahasa yang 
digunakan, situasi pada saat penulisan, gaya maupun ide. Hal tersebut dapat dilihat 
dengan penelitian terhadap bentuk sumber, tanggal, waktu pembuatan, serta siapa 
pembuat atau pengarangnya. Kritik ekstern digunakan penulis untuk melihat kertas, 
tanggal, waktu pembuatan dan nama pembuat. 
 Karena sumber primer yang saya gunakan adalah sumber arsip yang terdapat 
dalam Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Perpustakaan Nasional, maka 
kritik ekstern atau autentisitas untuk membuktikan keaslian sumber pada sumber 
arsip relatif tidak dilakukan lagi. Kritik ekstern dilakukan untuk beberapa sumber 
surat kabar yang digunakan sebagai sumber primer.  
 Selain itu, penelitian untuk membuktikan kredibilitas sumber melalui kritik intern 
(apakah sumber dapat dipercaya) dilakukan pula dengan menganalisis hubungan 
kausalitas antara peristiwa sebelum dan sesudah, apakah sesuai atau tidak. Kemudian 
meneliti isi sumber dengan meneliti tulisan atau ejaan, bahasa, dan gaya penulisan 
                                                          
43
 Ibid., h. 77 
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yang digunakan pengarang. Setelah menggunakan kedua kritik tersebut, penulis 
mendapatkan fakta-fakta sejarah.  
 
c. Interpretasi 
 Setelah itu, melakukan penafsiran (Interpretasi) atas fakta yang telah diuji 
kebenarannya, kemudian menganalisa sumber-sumber yang menghasilkan suatu 
rangkaian peristiwa. Menurut Dilthey, interpretasi berarti mengerti (Verstehen, 
verstehen, to understand).
44
 Penulis berusaha mencermati dan mengungkapan data-
data yang diperoleh, serta merangkai fakta-fakta sehingga menjadi kesatuan yang 
harmonis. Interpretasi yang dilakukan dengan membandingkan sumber yang terdapat 
di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan beberapa surat kabar yang 
beredar pada saat itu. Selain itu, penulis juga melakukan verstehen, yaitu pengalaman 
“dalam” yang menembus jiwa dan seluruh pengalaman kemanusiaan.45 Bagaimana 
membuka struktur yang ada dibelakang kertas, tinta, batu dan semua barang-barang 
hasil kebudayaan buatan manusia. Penulis dapat mengerti makna “dalam” dari 
berbagai makna simbolis, salah satunya adalah penciptaan uang, dengan merujuk 
pada arti dibalik pembuatannya. Selain itu penulis melakukan usaha meletakkan diri, 
menghayati kompleks makna-emosi-nilai yang ada. Namun, tanpa menghilanhkan 
objektifitas sebuah penelitian. 
 
                                                          
44
 Kuntowijoyo, Penjelasan Sejarah (Historical Exsplanation), (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), h. 3  
45
 Ibid., h.3 
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d. Penulisan Sejarah (Historiografi) 
Setelah melalui semua tahap tersebut, kemudian dilakukanlah penulisan sejarah 
(Historiografi).
46
 Historiografi adalah rekonstruksi yang imaginatif dari masa 
lampau berdasarkan data yang diperoleh untuk menempuh proses.
47
 Penelitian ini 
disajikan menggunakan deskriptif naratif, yaitu penulisan sejarah yang disusun 
berdasarkan kronologis peristiwa dengan memperhatikan sebab akibat (kausasi) 
pada peristiwa. Menurut Kuntowijoyo, sejarah naratif dapat dikemukakan melalui 3 
syarat, yaitu collegation, plot,  dan struktur sejarah.
48
 
Collegation ditempuh dengan mencari inner connection (hubungan dalam) antar 
peristiwa sejarah. Kemudian melakukan plot, yaitu cara mengorganisasikan fakta-
fakta menjadi satu keutuhan dengan interpretasi dan eksplanasi. Setelah tercapai, 
kemudian penulis mengorganisasikannya, sehingga menjadi sebuah rekonstruksi 
peristiwa sejarah. 
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 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, (Jakarta:Benteng Pustaka, 2005), h. 69-80 
47
 Op., Cit. Gootschalk, h. 32 
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 Op., Cit. Kuntowijoyo, h. 147 
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BAB II 
LATAR BELAKANG KONFLIK PENGGUNAAN MATA UANG DI 
JAKARTA PADA MASA REVOLUSI (1946-1950)  
A. Munculnya Mata Uang Republik 
Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, merupakan 
bunga rampai perjuangan yang sangat penting bagi Indonesia. Secara politis 
pernyataan Indonesia merdeka merupakan suatu bukti bahwa bangsa Indonesia 
berhak bebas menentukan nasibnya sendiri. Berhak membangun dan mengelola 
negara sesuai dengan keinginan dan aspirasi rakyat sendiri. Indonesia menyatakan 
dirinya merdeka dan ingin membangun negaranya secara adil, makmur, dan sejahtera 
serta bebas dari belenggu penjajahan. Upaya mewujudkan cita-cita tersebut, pada 
tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 
mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, serta mengangkat Ir. 
Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden. 
 Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia dihadapkan dengan berbagai 
masalah politik, sosial, dan ekonomi. Pengakuan kedaulatan menjadi fokus utama 
kegiatan politik di Indonesia pada masa awal kemerdekaan, disamping membenahi 
keadaan negara. Selain itu, Indonesia juga dihadapkan dengan berbagai masalah 
sosial dan ekonomi. Masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia pada masa itu antara 
lain, inflasi yang sangat tinggi, stagnasi ekonomi, dan kekosongan kas negara. 
23 
 
Keadaan ekonomi Indonesia semakin diperkeruh dengan kedatangan Belanda yang 
membonceng Sekutu, dan berupaya mengembalikan tanah jajahannya. Kas negara 
juga semakin kosong, untuk pembiayaan perang-perang revolusi. 
Salah satu solusi yang dilakukan pemerintah yaitu dengan mengeluarkan mata 
uang sendiri. Ditinjau dari sudut keuangan negara, percetakan uang akan memperkuat 
kedudukan
1
 Indonesia di mata dunia. Selain itu, pengeluaran mata uang sendiri 
diharapkan mampu menutupi kekosongan kas negara, yang hanya bersumber dari 
dana kemerdekaan. Pencetakan uang sendiri juga diharapkan mampu mengatasi 
kekacauan situasi keuangan yang beredar dalam masyarakat. Situasi keuangan 
masyarakat diwarnai dengan kebingungan karena banyaknya mata uang yang beredar. 
Berawal dari De Javasche Bank (DJB), yang resmi berdiri pada 24 Januari 1828 
dan mulai mencetak uang pada 24 April 1828.
2
 De Javasche Bank  merupakan bank 
sirkulasi di wilayah Hindia Belanda yang memegang monopoli dalam pengeluaran 
uang kertas sekaligus sebagai bank komersil. Masa pendudukan Jepang, untuk 
mengganti DJB pada tahun 1943 Jepang membentuk Nanpo Kaihatsu Ginko
3
 yang 
bertugas sebagai bank sirkulasi. Uang Jepang
4
 atau dikenal dengan uang invasi 
(money invasion) diakui sebagai alat pembayaran yang sah, disamping uang eks De 
                                                          
1
 Arsip Nasional Republik Indonesia, Oeang Repoeblik Indonesia (ORI), (Jakarta: Penerbitan Naskah 
Sumber, 2003), h. 5 
2
Erwin Kusuma, Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia. 1 ed. (Jakarta: Kompas Media 
Nusantara, 2014), h. 15 
3
Hotbin Sigalingging, dkk, kebijakan Peredaran Uang di Indonesia, (Jakarta: Pusat pendidikan dan 
Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2004), h. 19 
4
 Lihat contoh uang Jepang pada lampiran 9 
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Javasche Bank yang berangsur-angsur mulai hilang dari peredaran. Uang yang di 
terbitkan oleh Nanpo Kaihatsu Ginko terdiri dari pecahan 1 sen, 5 sen, 10 sen, 1 
gulden, 5 gulden, dan 10 gulden.
5
 Meskipun pada masa pendudukannya, Jepang 
mengedarkan uang sendiri, uang pemerintah Hindia Belanda lainnnya masih tetap 
berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. 
Pecahnya Perang Dunia II menyebabkan neraca perdagangan di negara-negara 
Asia, kecuali Sri Lanka dan Thailand, mengalami defisit dibandingkan surplus yang 
terjadi pada tahun 1937-1938.
6
 Hindia Belanda (sekarang Indonesia), dengan neraca 
surplus pada tahun 1938 sebesar f 198 juta atau USD 105, telah merosot menjadi 
defisit sebesar f 126 juta atau 14,7 juta pada tahun 1946.
7
 Pada tahun 1945, setelah 
terbentuknya negara Indonesia, negara masih bisa menyelamatkan cadangan devisa 
oleh De Javasche Bank dari tangan tentara Jepang. Setelah Jepang kalah dalam 
Perang Dunia II, Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 
1945. Uang Jepang masih digunakan, karena pada saat itu Indonesia belum mencetak 
uang sendiri.  
a. Kedatangan NICA Membonceng Sekutu 
Jepang yang kalah perang, segera menyerahkan tanah jajahan kepada pihak yang 
menang perang, yaitu Sekutu. Tentara Inggris yang merupakan bagian dari tentara 
                                                          
5
 Ibid., h. 10 
6
 Soedradjad Djiwandono, dkk, Sejarah Bank Indonesia Periode I: 1945-1959, (Jakarta: Bank 
Indonesia, 2005),  h. 68 
7
 Ibid 
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sekutu yang tergabung dalam South East Asia Command (SEAC) di bawah pimpinan 
Laksamana Lord Louis Mountbatten, mendatangi Kepulauan Indonesia setelah 
Perang Dunia II selesai. Kedatangan tentara Inggris tersebut dimaksudkan untuk 
menawan, melucuti dan mengembalikan tentara Jepang ke negaranya beserta 
memulangkan para interniran. Tugas tersebut disebut sebagai Recovery of Allied 
Prisoners of War and Interness (RAPWI).
8
 Kedatangan Inggis ke Indonesia untuk 
melucuti senjata Jepang dipimpin oleh Laksamana Muda Patterson, Komandan 
Skuadron Tempur Kelima Inggris. Patterson, mengumumkan bahwa pasukan-
pasukan Sekutu datang untuk melindungi rakyat dan memulihkan keamanan dan 
ketertiban hingga pemerintah Hindia Belanda yang berwenang berfungsi kembali.
9
 
Akan tetapi, disamping tugas utamanya, Inggris juga membantu Belanda sebagai 
teman Sekutu dalam Perang Dunia II, untuk mengembalikan kekuasaannya di 
Indonesia. 
Pemerintah Belanda pada waktu itu masih merasa berhak untuk kembali 
menguasai seluruh Kepulauan Indonesia karena dalam Undang-Undang Dasar Hindia 
Belanda masih merupakan bagian tak terpisahkan dari Kerajaan Belanda.
10
 Tujuan 
penguasaan Belanda di Indonesia diwujudkan dengan pembentukan Nederlandsche 
Indische Civiele Administratie (NICA) untuk menghidupkan dan menjalankan 
pemerintahan Belanda di Indonesia kembali, yang kemudian membentuk negara-
                                                          
8
 Sidik Suraputra, Revolusi Indonesia dan Hukum Internasional, (Jakarta: UI Press, 1991), h. 35  
9
 George Mc Turnan Kahin, Nasionalisme dan Revolusi Indonesia, (Depok: Komunitas Bambu, 2013), 
h. 206 
10
 Op. Cit., Sidik Suraputra, h. 35 
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negara bagian yang tergabung dalam Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO). 
Pendaratan kontingen-kontingen kecil tentara Belanda dibawah perlindungan Inggris 
terus dilakukan.  
Pasukan RAPWI berhasil mendarat di Tanjung Priok Jakarta pada tanggal 15 
September 1945, dengan menggunakan kapal perang Cumberland  dan Thromp. 
Menghindari kecurigaan rakyat, pendaratan dilakukan dengan tidak mengibarkan 
bendera Belanda, namun menggunakan bendera negara lain seperti Cina, Inggris, 
Australia, Amerika Serikat atau Uni Soviet. Tanggal 29 September 1945, pasukan 
Inggris memasuki kota Jakarta. Tentara Inggris melihat bahwa Republik Indonesia 
telah menjadi sebuah negara merdeka dengan bendera merah putih berkibar di setiap 
gedung, bahkan tidak jarang bendera merah putih berkibar bersama bendera Amerika 
Serikat dan Inggris.
11
 Sehari setelahnya, Presiden Soekarno menulis surat kepada 
Mountbatten yang memperingatkan bahwa Republik Indonesia yang pada tahap 
permulaanya hanya merupakan lambang saja, sekarang telah menjadi kenyataan di 
mata dan perasaan rakyat.
12
 Presiden Soekarno juga mengingatkan bahwa pengiriman 
pasukan Belanda beserta NICA akan menimbulkan kesusahan yang berkelanjutan dan 
dapat menghalangi rekonstruksi dunia baru.  
Oleh karena itu, Jenderal Sir Philips Christison, pimpinan Allied Force in the 
Netherlands East Indies (AFNEI), mengeluarkan suatu pernyataan bahwa tentara 
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Inggris dan India tidak mempunyai tujuan politis, dan tentaranya tidak akan terlibat 
dalam urusan politik nasional.
13
 Kemudian Christison meminta kepada para 
pemimpin Indonesia untuk memperlakukan dia dan tentaranya sebagai tamu, dan 
memberi jaminan tujuan utamanya hanya untuk memulangkan tawanan perang dan 
melucuti tentara Jepang. 
Pada awalnya, pendaratan tentara Inggris berusaha agar tidak terlibat kontak 
senjata dengan tentara Republik dan juga melarang bendera Belanda berkibar di 
gedung-gedung resmi, sebagaimana dengan intruksi Mountbatten pada Oktober 1945. 
Pasukan Sekutupun belum berani membawa pasukan Belanda secara terang-terangan. 
Tentara Belanda yang membonceng Sekutu, menyamar menjadi anggota tentara 
Inggris dan berbahasa Inggris serta bergabung dalam RAPWI, yang kemudian 
dilayani oleh pejabat-pejabat Indonesia secara urusan internasional.
14
 Orang-orang 
Belanda mulai menyusun kekuatan di kamp-kamp interniran untuk segera merebut 
kekuasaan dari Jepang dan mengembalikan tanah jajahannya. 
Namun, karena terus mengalirnya tentara Belanda melalui pasukan RAPWI, 
maka menimbulkan kecurigaan bagi bangsa Indonesia. Insiden demi insiden antara 
Belanda dan Indonesiapun tidak terelakan lagi. Situasi keamanan dengan cepat 
memburuk sebab NICA mempersenjatai Koninklijke Nederlands Indische Leger 
                                                          
13
 Ibid., h. 38 
14
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(KNIL)/Tentara Kerajaan Hindia Belanda yang baru di bebaskan Jepang.
15
 Di kota-
kota yang diduduki Sekutu, seperti Jakarta dan Bandung, anggota KNIL memancing 
kerusuhan dengan provokasi-provokasi bersenjata. Bahkan, mereka juga melakukan 
usaha penculikan dan pembunuhan Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan Menteri 
Penerangan Amir Sjarifuddin. Aksi-aksi teror kepada masyarakat Indonesia, terus 
dilakukan. Hal ini yang antara lain menyebabkan Presiden Soekarno dan Wakil 
Presiden Mohammad Hatta pada tanggal 4 Januari 1946 memindahkan ibu kota 
Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta.
16
 
Insiden tersebut, memicu terjadinya bentrokan senjata, bahkan pertempuran di 
beberapa kota besar di Indonesia. Selama November hingga Desember 1945, 
pertempuran berskala luas terus berkobar di Jawa, Sumatera dan Bali. Diantaranya 
pertempuran Surabaya, Bandung Lautan Api, pertempuran Ambarawa, pertempuran 
Medan Area, pertempuran Padang, dan sebagainya. Pertempuran tersebut tidak lain  
dalam usaha melawan tentara Belanda yang berusaha mengembalikan status 
Indonesia sebagai negara jajahannya. 
Usaha mengembalikan tanah jajahan tidak hanya ditempuh melalui jalur militer, 
namun juga melalui jalur diplomasi, yaitu mengenai perjanjian-perjanjian antara 
Belanda dan Indonesia. Perjanjian dilaksanakan untuk menetapkan prinsip-prinsip 
kesepakatan permasalahan antara Republik dan Belanda. Mulai dari penentuan batas 
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wilayah secara de facto, hak-hak yang diterima oleh Republik atau Belanda, maupun 
mengenai genjatan senjata. Upaya diplomasi tersebuat antara lain meliputi: Perjanjian 
Hoge Valluwe, Perjanjian Linggajati, BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg = 
Pertemuan untuk Musyawarah Federal), Komisi Tiga Negara (KTN), Perjanjian 
Renville, Perjanjian Roem-Royen, hingga menuju Konferensi Meja Bundar (KMB).  
b. Pencetakan dan Peredaran Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) 
Usaha-usaha yang dilakukan Belanda dalam merebut kembali tanah jajahannya, 
membuat Indonesia mengalami krisis hampir di semua bidang, salah satunya bidang 
ekonomi. Krisis ekonomi pada masa awal kemerdekaan seperti hiperinflasi dan 
kekosongan kas negara, semakin diperparah dengan adanya blokade ekonomi oleh 
Belanda. Hiperinflasi  merupakan kenaikan tingkat harga umum yang disebabkan 
karena permintaan akan barang dan jasa. Sedangkan untuk penawaran jumlah barang 
dan jasa yang termaksud tidak meningkat secara seimbang.
17
 Selain itu, sejak 
diproklamasikan kemerdekaan, Indonesia mengalami perununan produksi ekonomi 
akibat rusaknya alat-alat produksi karena perang. Turunnya produksi ekonomi 
masyarakat menyebabkan kekosongan kas negara. Kekosongan kas negara juga 
disebabkan semakin berkurangnya (defisit) neraca perdagangan yang besar selama 
beberapa tahun, defisit anggaran belanja Republik Indonesia, dan terjadinya 
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pengeluaran secara besar-besaran di bidang militer untuk mempertahankan 
kemerdekaan RI.
18
 
Situasi keuangan Republik Indonesia semakin dipersulit dengan adanya blokade 
laut oleh Belanda. Blokade ini menutup pintu masuk-keluar perdagangan RI. 
Tindakan blokade dimulai pada bulan November 1945.
19
 Akibat blokade ini barang-
barang dagangan milik pemerintah RI tidak dapat diekspor. Tujuan Belanda 
melakukan blokade ini adalah untuk mencekik Republik dengan senjata ekonomi. 
Hasil yang terutama diharapkan oleh Belanda adalah timbulnya keadaan sosial-
ekonomi yang buruk dan kekurangan bahan-bahan impor. Barang-barang milik 
Republik diusahakan untuk dihancurkan atau dibumihanguskan. 
Keterpurukan ekonomi bangsa Indonesia berlanjut ketika pada tanggal 6 Maret 
1946, Letnan Jenderal Sir Montagu Stompfort (panglima AFNEI yang baru) 
mengumumkan berlakunya uang NICA pada tempat-tempat yang diduduki Sekutu. 
Uang tersebut dikenal dengan uang NICA atau uang merah.
20
 Uang NICA dicetak 
pada bulan Desember 1942 di Amerika Serikat oleh American Banknote Company, 
yang terdiri dari 9 pecahan, mulai dari 50 sen sampai 500 gulden. Uang NICA atau 
dikenal dengan uang merah beredar bersamaan dengan uang Jepang atau yang dikenal 
dengan uang invasi. Di wilayah Indonesia pada saat itu, diperkirakan jumlah uang 
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Jepang mencapai f  2 milyar.
21
 Jumlah uang NICA juga semakin meningkat karena 
mendapat bantuan dari Inggris dengan menduduki kota-kota besar dan menguasai 
bank-bank Jepang. Usaha untuk menanggulangi kekacauan ekonomi tersebut, belum 
dapat diatasi dengan pengeluaran mata uang baru. Karena terdapat kesepakatan, 
untuk tidak mengeluarkan uang baru sebelum terciptanya stabilitas ekonomi dan 
apabila terdapat uang baru maka itu tidak dibenarkan. Upaya mengatasi situasi 
ekonomi tersebut, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Maklumat Presiden 
Repoeblik Indonesia No1/10 mengenai macam-macam uang sebagai alat pembayaran 
sah. Uang tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 
Pasal 1 
Sebeloem ada peratoeran lain, maka di daerah Djawa dari Reoeblik 
Indonesia oeang jang dianggap sah sebagai alat pembajaran dalam peredaran 
hanjalah matjam oeang jang terseboet dibawah ini: 
A. Oeang Kertas 
1. Oeang kertas dari “Javasche Bank” dahoeloe jang dikeloearkan pada tahoen 
1925 (M) sampai tahoen 1941 (M) terdiri dari 8 matjam: 
- f 1000, -- (Seriboe roepiah ) 
- f  500, -- (Lima ratoes roepiah ) 
- f  200, -- (Doea ratoes  ) 
- f  100, -- (Seratoes  ) 
- f    50, -- (Lima poeloeh roepiah ) 
- f    25, -- (Doea poeloeh lima roepiah) 
- f    10, -- (Sepoeloeh roepiah       )  
- f     5, -- (Lima poeloeh        ) 
2. Oeang kertas pemerintah Hindia Belanda dahoeloe jang dikeloearkan pada 
tahoen 1940 (M) dan 1941 (M) yang terdiri dari 2 matjam, jaitoe: 
- f  2,50, -- (Doea roepiah lima poeloeh sen) 
- f      1, -- (Satoe roepiah    ) 
3. Oeang kertas Pemerintah Balatentara Dai Nippon di Djawa dahoeloe terdiri 
dari 8 matjam, jaitu: 
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- f  100, -- (Seratoes roepiah ) 
- f    10, -- (Sepoeloeh roepiah ) 
- f     5, -- (Lima roepiah  ) 
- f     1, -- (Satoe roepiah  ) 
- f     0,50 (Lima poeloeh sen ) 
- f     0,10 (Sepoeloeh sen  ) 
- f     0,05 (Lima sen  ) 
- f     0,01 (Satoe sen  ) 
B. Oeang Logam jang dikeloearkan oleh pemerintah Hindia Belanda dahoeloe 
sebeloem tahoen 1942 (M) 
1. Dari emas seharga f  10, -- (Sepoeloeh roepiah) dan  
        f   5, -- (Lima roepiah ) 
 
2. Dari perak:  
a. Ringgitan seharga f 2,50 (Doea roepiah lima poeloeh sen) 
b. Perakan seharga   f 1. -- (Satoe roepiah   ) 
c. Tengahan seharga f 0.5 (Lima poeloeh sen  ) 
d. Talenan seharga f  0,25 (Dua poeloeh lima sen  ) 
e.  Pitjisan seharga f 0,10 (Sepoeloeh sen   ) 
3. Dari nekel: seharga f 0,05 (Lima sen) 
4. Dari lembaga atau brons: 
a. Gobangan seharga f 0,025 (Doewa setengah sen ) 
b. Peseran seharga f 0,005 (Setengah sen  ) 
Matjam dua mata oeang jang dianggap sah di daerah Repoeblik 
Indonesia diloear Djawa, akan ditetapkan dengan oendang-oendang lain.
22
 
 
Berdasarkan maklumat tersebut, pemerintah RI menyadari kenyataan bahwa pada 
waktu itu mereka belum mampu menjangkau wilayah di luar Pulau Jawa, sehingga 
langkah pemerintah menyangkut kebijakan moneter-keuangan baru terbatas Pulau 
Jawa. Masyarakat RI yang relatif terbatas, telah meminta agar pemerintah RI 
menerbitkan uang sendiri. Namun, karena keterbatasan sarana, dana, dan langkanya 
tenaga ahli dalam bidang tersebut, maka untuk sementara waktu belum dapat 
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terealisasi. Pemerintah memberlakukan beberapa mata uang dengan tujuan agar 
jumlah uang tidak bertambah dan inflasi tidak semakin tinggi.  
Seiring dengan desakan rakyat Indonesia mengenai penerbitan mata uang 
Republik, maka memasuki Oktober 1945 rencana penerbitan Oeang Repoeblik 
Indonesia mulai dibicarakan secara intensif di kalangan Kementrian Keuangan. Pada 
tanggal 24 Oktober 1945, Menteri Keuangan A.A. Maramis menginstruksikan kepada 
satu tim dari Serikat Buruh Percetakan G. Kolff & Co. Jakarta untuk melakukan 
peninjauan ke beberapa daerah guna menentukan tempat yang cukup memadai dan 
menentukan tempat pencetakan uang. Sebagai hasil observasinya, tim menyampaikan 
bahwa ada dua tempat yang cukup memadai dan memenuhi syarat bagi percetakan 
mata uang yaitu Percetakan G. Kolff sendiri yang waktu itu dikuasai oleh serikat 
buruhnya, dan Percetakan Nederlands Indische Metaalwaren en Emballage 
Fabrieken (NIMEF) di Kendalpayak, Malang, Jawa Timur. 
Rencana penerbitan ORI semakin kuat setelah mendapat desakan dari para buruh 
percetakan G. Kolff & Co. Utusan buruh itu meminta agar pemerintah RI secepatnya 
mengeluarkan mata uang sendiri. Bahkan pekerja percetakan itu sudah 
mempersiapkan desain mata uang yang dimaksud. Desain itu ditolak karena dianggap 
kurang memenuhi syarat, namun wakil dari pemerintah meninjau kondisi percetakan 
yang berada di Surabaya itu. Berdasarkan hasil peninjauan, pemerintah beranggapan 
bahwa percetakan G. Kolff kurang baik sehingga dirasa perlu untuk meninjau 
34 
 
beberapa percetakan alternatif. Peninjauan itu dilakukan di beberapa kota, yaitu 
Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta.    
Sejalan dengan upaya itu, Menteri Keuangan Mr. A. A. Maramis membentuk 
Panitia Penyelenggara Percetakan Oeang Kertas Republik Indonesia dibentuk 
berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan No. 3/RD tanggal 7 November 1945, 
dengan ditetapkannya T.R.B. Sabaroedin dari Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia, 
sedangkan anggota-anggotanya terdiri dari H. A. Pandelaki (Kementrian Keuangan), 
M. Tabrani (Kementrian Penerangan), S. Sugiono (Bank Rakyat Indonesia), E. 
Kusnadi (Kas Negara), R. Aboebakar Winangoen (Kementrian Keuangan), serta 
Oesman dan Agoes (Serikat Buruh Percetakan).
23
 Berdasarkan hasil penelitian tim 
yang pertama, maka percetakan uang akan dilaksanakan di Surabaya. Menurut 
rencana, uang baru itu akan dikeluarkan pada bulan Januari 1946.
24
 Tetapi rencana 
tersebut belum dapat dilaksanakan, karena beberapa hari kemudian pecahlah 
pertempuran pada tanggal 10 November 1945, yang kemudian diperingati sebagai 
hari pahlawan. 
Karena adanya pertempuran tersebut, Surabaya bukanlah lagi tempat yang 
memungkinkan untuk percetakan uang. Segala sesuatu harus dimulai dari awal, 
karena bahan-bahan lama tidak bisa digunakan. Akhirnya pilihan jatuh pada 
percetakan di Jakarta, meskipun tidak selengkap percetakan di Surabaya. Kesulitan 
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mendapatkan bahan baku seperti kertas, tinta, bahan kimia untuk fotografi dan 
zinkografi, plat seng untuk klise, dan alat-alat lain seperti mesin aduk untuk membuat 
tinta. Alhasil untuk mengatasi hal tersebut, beberapa bahan didapat melalui bahan 
bantuan sukarela dari percetaka dan perusahaan asing, sedangkan yang lainnya di 
dapat melalui mencuri pada malam hari di Pabrik Cat Pieter Schoen dan Percetakan 
Kolff & Co,
25
 yang pada saat itu dibawah kendali NICA dan Inggris. 
Pembuatan desain dan bahan-bahan dasar berupa negatif kaca dilakukan di 
Percetakan Balai Pustaka, Jakarta, dan dari percetakan De Unie. Pembuatan gambar 
lithografi dilakukan di percetakan De Unie. Pelukis pertama ORI adalah Abdulsalam 
dan Soerono. Produksi ORI dimulai dan ditangani oleh R. A. S. Winarno dan Joener 
Ramli yang melakukan percetakan setiap hari dari pukul 7.00 sampai denga 22.00. 
Uang yang mula-mula dicetak adalah lembaran pecahan 100 rupiah, meskipun uang 
yang direncanakan dicetak adalah selain pecahan 100 rupian juga uang dengan nilai 
10 rupiah, 5 rupiah, 1 rupiah, ½ rupiah, 10 sen, 5 sen dan 1 sen.  Namun pada akhir 
Desember 1945, kondisi Jakarta semakin tidak memungkinkan untuk percetakan 
uang.  
Proses pencetakan dan penerbitan ORI kemudian dilanjutkan kembali di wilayah 
yang masih dikuasai RI, yaitu di Yogyakarta, Surakarta, dan pencetakan NIMEF di 
Kedalpayak daerah Malang dengan memanfaatkan berbagai percetakan swasta yang 
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relatif modern pada waktu itu.
26
 Percetakan uang di Malang mendapat bantuan kertas 
dari Serikat Buruh Kertas Padalarang yang dipimpin oleh Amat Sumadisastra. 
Mereka berhasil membawa kertas dan peralatan mesin pembuatan kertas yang 
kemudian dipindahkan ke pabrik di Leces, Probolinggo, sebelum pabrik kertas 
Padalarangan di kuasai oleh Belanda.
27
 Kertas inilah yang digunakan untuk mencetak 
uang pertama di Malang dan Yogyakarta. Bantuan bahan-bahan kimia, selain 
didatangkan dari Jakarta, bantuan diperoleh dari dr. Mustafa Zakir yang berkerja 
sebagai dokter di Perusahaan Guladi Kediri dan dari laboratorium-laboratorium 
pabrik gula yang tersebuar di Jawa Timur, selain itu juga didapat dari para apoteker 
Departemen Kesehatan. 
Sebelum uang diedarkan timbul permasalahan tentang jaminan uang yang akan 
diedaran, tetapi Wakil Presiden Mohammad Hatta pada waktu itu berpendapat bahwa 
uang baru yang diedarkan tidak perlu dikeluarkan oleh suatu bank, tetapi oleh 
pemerintah sendiri dengan dasar a-metalisme.
28
 Meskipun pada saat itu telah terdapat 
beberapa bank, dalam hal ini dasar yang terpenting adalah kepercayaan rakyat kepada 
pemerintahnya sendiri. Sehingga uang Republik yang diedarkan merupakan uang 
kertas pemerintah bukan uang kertas bank, dan tidak ada jaminan emas atau barang-
barang berharga lainnya. 
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Tempat-tempat percetakan uang di Kendalpayak, Solo dan Yogyakarta dijaga 
ketat oleh keamanan negara. Pemerintah juga menghimbau kepada kantor-kantor 
polisi di Jawa dan Madura untuk mengadakan pengawasan terhadap perusahaan-
perusahaan pencetakan ORI dengan mengunjungi perusahaan percetakan tersebut 2 
atau 3 kali dalam sebulan. Secara keseluruhan pekerjaan percetakan uang diawasi 
oleh Pusat Perbendaharaan Negara yang berkeduduan di Yogyakarta. Uang yang 
telah berhasil dicetak, segera dikirim secara rahasia ke Kementrian Keuangan di 
Yogyakarta. Uang hasil cetakan dimasukkan dalam “besek” (kotak yang terbuat dari 
anyaman bambu) dan diikat dengan erat. Besek-besek ini kemudian dimasukkan 
dalam karung goni untuk mempermudah pengangkutan. Pengirimannya 
menggunakan gerbong-gerbong kereta api seluruh Jawa, dalam hal ini besar sekali 
peranan Jawatan Kereta Api, Polisi, tentara dan pemuda yang membantu 
pengangkutan, pengiriman dan penjagaan uang. 
Sebelum mengedarkan uang secara resmi, tindakan pertama yang  dilakukan 
pemerintah Republik Indonesia adalah melarang orang membawa uang lebih dari 
1000.- (uang Jepang) dari daerah karesidenan Jakarta, Semarang. Surabaya, Bogor, 
dan Priangan ke daerah-daerah lain di Jawa dan Madura, tanpa meminta izin terlebih 
dahulu dari pemerintah Daerah yang bersangkutan.
29
 Serta melarang membawa uang 
dari luar masuk pulau Jawa dan Madura melebihi 5.000,- (uang Jepang) tanpa izin 
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dari Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Pelarangan ini diberlakukan tanggal 22 
Juni 1946 untuk mencegah “penyerbuan” uang dari daerah lain ke daerah yang 
dikuasai RI, seta mengatur persiapan penggantian uang Jepang dengan ORI.
30
 
Pemerintah juga melakukan pengendalian pengeluaran uang dengan menghimbau 
kepada pejabat-pejabat negara untuk melakukan pembelanjaan sesuai kebutuhan, 
dikarenakan alat dan barang kebutuhan dibeli dengan harga pasar kepada saudagar 
semakin tinggi dan mereka tidak menghendaki pembayaran selain uang tunai. 
Pemasukan keuangan negarapun tidak sebanding dengan anggaran belanja negara.
31
 
Maka, masyarakat, perusahaan dan badan lainnya dihimbau untuk menyimpan 
uangnya di bank-bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah, seperti Bank Negara 
Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Pos, dan lain sebagainya. 
Keharusan ini dimulai tanggal 15 Juni 1946 untuk Jawa dan Madura. Sedangkan uang 
yang tidak wajib disimpan di bank adalah uang sejumlah f 50,- (uang Jepang) bagi 
setiap penduduk untuk kepentingan sehari-hari dan sejumlah uang yang diperlukan 
guna melanjutkan usaha. 
Uang Hindia Belanda dan uang De Javasche Bank juga harus disimpan 
seluruhnya di bank. Sebagian uang Hindia Belanda memang telah hilang sejak masa 
pendudukan Jepang. Uang tersebut menjadi benda perdagangan yang harganya setiap 
kali berubah menurut situasi dan kondisi waktu itu. Selain itu, pada daerah 
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pendudukan Belanda sebagian besar telah ditukar dengan uang NICA. Pemerintah 
selanjutnya mengalurakan undang-undang No 17 tahun 1946 tentang pengeluaran 
ORI. Penetapan undang-undang sebagai berikut, yaitu pasal 1 mengenai penetapan 
pemerintah mengeluaran ORI, pasal 2 yaitu tentang dasar penukaran ORI dengan 
uang yang masih berlaku dan tindakan uang ini akan ditetapkan undang-undang lain; 
Pasal 3 berisi tentang macam, warna, dan jenis harga ORI dan uang kertas ORI 
dikeluarkan dengan jenis harga 100 rupiah, 5 rupiah, 1 rupiah, 50 sen, 10 sen, 5 sen, 
dan 1 sen.
32
 Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 
1946 yang ditetapkan tanggal 25 Oktober 1946 ditetapkan patokan nilai 10 rupiah 
ORI = 5 gram emas murni dan nila tukar 1 rupiah ORI = 50 rupiah Jepang di Jawa 
dan 1 rupiah ORI = 100 rupiah Jepang di Sumatera.
33
  
Demikianlah setelah melalui usaha dan kerja keras selama waktu yang cukup 
lama dengan berbagai hambatan dan rintangan, maka pada tanggal 30 Oktober 1946 
barulah uang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia secara resmi 
dikeluarkan sebagai alat pembayaran dan alat penukar yang sah, serta sebagai alat 
pengukur harga di seluruh wilayah yang secara de facto berada di bawah kekuasaan 
Negara Republik Indonesia. Pertama kali ORI yang diterbitkan adalah emisi Jakarta, 
yaitu mata uang yang telah dipersiapkan dan ditandatangani pada November 1945 di 
Jakarta. Sebelumnya, pemeberlauan ORI di dahului dengan pidato Wakil Presiden 
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Mohammad Hatta melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Yogyakarta tanggal 29 
Oktober 1946. Dalam pidatonya antara lain mengatakan sebagai berikut: 
Besok tanggal 30 Oktober 1946 satoe hari jang mengandoeng sedjarah bagi 
tanah air kita. Rakjat kita menghadapi penghidoepan baroe. Besok moelai 
beredar Oeang Repoeblik Indonesia sebagai satoe-satoenja alat pembajaran 
jang sah. Moelai poekoel 12 tengah malam nanti, oeang Djepang jang selama 
ini beredar sebagai oeang jang sah, tidak lakoe lagi. Beserta dengan uang 
Djepang itoe ikoet poela tidak lakoe oeang Javasche bank. Dengan ini 
toetoeplah soeatoe masa dalam sedjarah keoeangan Repoeblik Indonesia. 
Masa jang penoeh dengan penderitaan dan kesoekaran bagi rakjat kita!
34
 
 
 
 Pidato Wakil Presiden Mohammad Hatta tersebut menggambarkan mulai 
diberlakukannya ORI dan diikuti dengan tidak berlakunya uang Jepang maupun uang 
De Javasche Bank. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah –Pengganti 
Undang Undang No. 10 Tahun 1946, yang berisi larangan pemerintah untuk 
masyarakat agar tidak membawa uang kertas selain uang Republik keluar dari Jawa 
dan Madura, serta sebaliknya. Pelanggar peraturan ini di pandang sebagai kejahatan 
dengan hukuman setinggi-tingginya penjara selama 5 tahun atau denda 10.000,- 
rupiah.
35
 Perusahaan-perusahaan diberikan kesempatan sampai 29 Oktober 1946 
untuk menyimpan uangnya di dalam bank. Sehingga tanggal 30 Oktober 1946 bank-
bank tidak diizinkan menerima uang simpanan lagi.  
                                                          
34 Mohammad Hatta, “Keloearnja Oeang Repoeblik Hari Bersedjarah: Pidato Wakil Presiden Pd Tgl 29 
Okt”, dalam Surat Kabar Merdeka, 31 Oktober 1946. h. 127 
35
 Arsip Nasional Republik Indonesia, Peratoeran Pemerintah Pengganti Oendang-Oendang No. 10 
Tahun 1946, lihat lampiran 13 
41 
 
Pada awal peredaran ORI kepada setiap penduduk diberikan 1 rupiah ORI untuk 
mengganti sisa uang Jepang yang masih dapat dipakai pada 16 Oktober 1946, yaitu 
tanggal yang ditetapkan untuk penukaran simpanan di Bank dengan ORI. Hingga 
akhir tahun 1949 telah diterbitkan lima emisi ORI, yaitu: 
Tabel 2.1. 
Uang yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dalam Periode I 
(1945-1949) 
No 
Seri/Emisi/ 
TT/Pecahan 
Penandatanganan 
Warna 
Dominan 
D: Depan 
B: Belakang 
Desain Utama 
D: Depan 
B: Belakang 
I ORI Emisi I “Djakarta 17 oktober 1945”36 
1 1 Sen Mr. A. A. Maramis  D: Hijau 
B:Hijau 
D: Keris dalam bingkai 
Angka 1 
B: Ketentuan Undang-
undang dan Gambar 
Ornamen 
2 5 Sen Mr. A. A. Maramis D: Violet 
B: Violet 
D: Banteng 
B: Ketentuan Undang-
undang dan Gambar 
Ornamen 
3 10 Sen Mr. A. A. Maramis D: Coklat 
B: Coklat 
D: Keris dan Golok 
Bersilang 
B: Ketentuan Undang-
undang dan Gambar 
Ornamen 
4 Rp ½  Mr. A. A. Maramis D: Hijau 
B: Hijau 
D: Gambar Ornamen 
B: Ketentuan Undang-
undang dan Gambar 
Ornamen 
5 Rp 1 Mr. A. A. Maramis D: Biru Tua 
B: Biru Tua 
D: Presiden Soekarno 
B: Ketentuan Undang-
undang dan Gambar 
Gunung Berapi 
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6 Rp 5 Mr. A. A. Maramis D: Coklat/Hijau 
B: Biru/Hijau 
D: Presiden Soekarno 
dan Padi 
B: Ketentuan Undang-
undang dan Ornamen 
Corak Padi 
7 Rp 10 Mr. A. A. Maramis D: Hijau/Hitam 
B: Coklat 
D: Presiden Soekarno 
dan Pemandangan 
B: Ketentuan Undang-
undang dan Ornamen 
8 Rp 100 Mr. A. A. Maramis D: Hijau/Hitam 
B: Hijau 
D: Presiden Soekarno, 
Keris dan Tanduk 
B: Ketentuan Undang-
undang dan Ornamen  
II ORI Emisi II “Djokjakarta 1 Januari 1947”37 
1 Rp 5 Mr. Sjafruddin 
Prawiranegara 
D: Hijau 
B: Hijau 
D: Presiden Soekarno 
dan Padi 
B: Ketentuan Undang-
undang dan Ornamen 
Corak Padi 
2 Rp 10 Mr. Sjafruddin 
Prawiranegara 
D: Hijau/Hitam 
B: Hijau 
D: Presiden Soekarno 
dan Pemandangan 
Sawah 
B: Ketentuan Undang-
undang dan Ornamen 
3 Rp 25 Mr. Sjafruddin 
Prawiranegara 
D: Coklat 
B:Merah/Coklat 
D: Presiden Soekarno 
dan Pemandangan 
Danau 
B: Banteng dan 
Ketentuan Undang-
undang 
4 Rp 100 Mr. Sjafruddin 
Prawiranegara 
D: Hijau/Hitam 
B: Hijau 
D: Presiden Soekarno, 
Keris dan Tanduk 
B: Ketentuan Undang-
undang dan Ornamen 
III ORI Emisi III “Jogjakarta 26 Djuli 1947”38 
1 Rp ½  Mr. A. A. Maramis D: Merah 
B: Merah Tua 
D: Ornamen 
B: Ketentuan Undang-
undang dan Ornamen 
2 Rp 2 ½  Mr. A. A. Maramis D: Violet D: Ornamen  
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B: Violet B: Ketentuan Undang-
undang dan Ornamen  
3 Rp 25 Mr. A. A. Maramis D: Hijau 
B: Hijau 
D: Presiden Soekarno 
B: Banteng dan 
Ketentuan Undang-
undang 
4 Rp 50 Mr. A. A. Maramis D: Coklat 
B:Coklat/Jingga 
D: Presiden Soekarno 
dan Penyadap Karet 
B: Ketentuan Undang-
undang dan Ornamen 
5a Rp 100 Mr. A. A. Maramis D: Coklat 
B: Coklat 
D: Presiden Soekarno, 
Keris, dan Tanduk  
B: Ketentuan Undang-
undang dan Ornamen 
5b Rp 100 Mr. A. A. Maramis D: Coklat 
B: Hijau 
D: Presiden Soekarno 
dan kebun tembakau 
B: Ketentuan Undang-
undang dan Ornamen 
6 Rp 250 Mr. A. A. Maramis D: Coklat 
B: Coklat 
D: Presiden Soekarno 
dan Petani di Sawah 
Padi 
B: Ornamen dan 
Ketentuan Undang-
undang 
IV ORI Emisi IV “Jogjakarta 23 Agustus 1948”39 
1 Rp 40 Drs. Moh. Hatta D: Ungu/Coklat 
B: Coklat/Hijau 
D: Presiden Soekarno 
dan Wanita Penenun 
B: Ornamen dan 
Ketentuan Undang-
undang 
2 Rp 75 Drs. Moh. Hatta D:Coklat/Jingga 
B:Coklat 
D: Presiden Soekarno 
dan Dua Pandai Besi 
B: Ornamen dan 
Ketentuan Undang-
undang 
3 Rp 100 Drs. Moh. Hatta D: Coklat 
B: Merah 
D: Presiden Soekarno 
dan Kebun Tembakau 
B: Ornamen dan 
Ketentuan Undang-
undang 
                                                          
39
 Lihat contoh mata uang ORI Emisi IV pada lampiran 5 
44 
 
4 Rp 400 Drs. Moh. Hatta D: Coklat/Hijau 
B: Coklat/Hijau 
D: Presiden Soekarno 
dan Kebun Tebu 
B: Ornamen dan 
Ketentuan Undang-
undang 
V ORI Emisi V “Djokjakarta 17 Agustus 1949”40 
1 10 sen Baru Mr. Loekman 
Hakim 
D:Hijau/Hitam 
B: Coklat 
Atau 
D: Merah 
B: Hijau 
D: Ornamen 
B: Ornamen dan 
Ketentuan Undang-
undang 
2 Rp ½ Baru Mr. Loekman 
Hakim 
D: Hijau 
B: Violet 
Atau  
D: Merah 
B: Hijau Tua 
D: Ornamen Bunga 
Teratai 
B: Pohon Beringin dan 
Ketentuan Undang-
Undang 
3 Rp 1 Baru Mr. Loekman 
Hakim 
D:Violet 
B: Merah 
D: Ornamen Guilloche 
B: Ornamen Guilloche 
dan Ketentuan Undang-
undang 
4 Rp 10 Baru Mr. Loekman 
Hakim Mr. 
Loekman Hakim 
D: Violet 
B: Coklat 
Atau  
D: Coklat 
B: Merah 
D: Presiden Soekarno 
dan Daun Pisang & 
Padi 
B: Ornamen Sayap 
Garuda 
5 Rp 100 Baru Mr. Loekman 
Hakim 
D: Violet 
B: Hijau 
D: Presiden Soekarno 
dan Ornamen 
B: Ornamen Guilloche 
dan ketentuan Undang-
undang 
Sumber: Sejarah Bank Indonesia Jilid I (1945-2959)
41
 
Walaupun unsur-unsur pengaman uang dan teknik percetakan yang digunakan 
masih sederhana, namun pada ORI sudah dicantumkan ciri-ciri umum uang secara 
lengkap, seperti tanda tangan, tanggal/tahun emisi, ketentuan hukum dan pernyataan 
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sebagai alat pembayaran sah. Uang yang sederhana inipula yang membuat tidak ada 
seorangpun dari negara lain yang bersedia menerima uang tersebut.
42
  
Pemberlakuan ORI dimaksudkan sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh 
daerah yang masih dikuasai oleh pemerintah RI pada waktu itu, meliputi sebagian 
besar pulau Jawa dan Madura serta Pulau Sumatra. Akan tetapi kendala dalam bidang 
pengangkutan menyebabkan ORI tidak sempat diedarkan di pulau Sumatra. 
Peredaran ORI pada saat itu belum menjangkau segenap wilayah Indonesia karena 
situasi keamanan yang tidak memungkinkan. Oleh karena itu, perlu diambil langkah 
agar kebutuhan alat pembayaran di daerah-daerah dapat terpenuhi agar kegiatan 
perekonomian tidak terhambat. Salah satu kebijaksanaan yang ditempuh adalah 
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1947 pada tanggal 26 Agustus 
1947. Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Pusat memberikan wewenang 
kepada Pemerintah Daerah tertentu di wilayah kekuasaan Republik Indonesia untuk 
menerbitkan uang kertas atau tanda pembayaran yang sah yang berlaku secara sebatas 
di daerah-daerah tersebut, yang disebut Oeang Repoeblik Indonesia Daerah 
(ORIDA). Berikut ini adalah bermacam-macam ORIDA
43
 yang pernah diterbitkan 
dan beredar secara terbatas di wilayah masing-masing: 
1. Uang Orida berupa Bon 
- Bon Pemerintah Republik Indonesia Daerah Kota Blitar (1948) 
- Bon Pemerintah Republik Indonesia Daerah Kota Madiun (1948) 
- Bon Dewan Pertahanan Daerah Kedu (1948) 
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- Bon Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan (1948) 
- Bon Pemerintah Daerah Cepu (1948) 
- Bon Pemerintah Negara Republik Indonesia Daerah Kabupaten Asahan 
(1947) dengan nilai rupiah ORIPS (Oeang Repoeblik Indonesia Propinsi 
Sumatera) atau rupiah ORIKA (ORI Kabupaten Asahan) 
- Bon Republik Indonesia, alat pembayaran buat sementara, kawasan Barus 
(1947) 
- Bon Pemerintah Negara Republik Indonesia Membang Muda, Kewedanaan 
Kualuh Leidong (1947-1948) 
- Bon Pemerintah Negara Republik Indonesia Kewedanaan Panai (1947-1948) 
- Bon Kontan Markas Pertahanan Aceh Timur, Kabupaten Aceh Timur (1949) 
- Bon Sementara Dalam Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Asahan (1947) 
- Bon Kontan Berlaku dalam Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Kerinci 
(1949) 
- Bon, Pemerintah Negara Republik Indonesia Kabupaten Labuan Batu, 
Rantau Prapat (1947) 
- Bon Beras Berlaku dalam Daerah Propinsi Sumatera Selatan, Pemerintah 
Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan (1948) 
- Bon Laku Beredar/Uang Tukaran, berlaku di dalam Kabupaten Karo (1947) 
2. Uang Orida dalam bentuk Surat Tanda Penerimaan Uang 
- Surat Tanda Penerimaan Uang, Pemerintah Daerah Bojonegroro (1948) 
- Surat Tanda Penerimaan Uang, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 
(1948) 
- Surat Tanda Penerimaan Uang, Pemerintah Karesidenan Kediri (1948) 
- Surat Tanda Penerimaan Uang, Daerah Karesidenan Kedu (1948) 
- Surat Tanda Penerimaan Uang, Daerah Kota Surakarta (1948/1949) 
- Surat Tanda Penerimaan Uang, Daerah Karesidenan Surakarta (1949/1950) 
3. Uang Orida dalam bentuk tanda pembayaran yang sah 
- Tanda pembayaran yang sah, pemerintah Republik Indonesia Daerah Militer 
Istimewa Sumatera Selatan (1949) 
- Tanda pembayaran yang sah, pemerintah Republik Indonesia Propinsi 
Sumatera (1947-1948) 
- Tanda pembayaran yang sah berlaku untuk daerah Jambi, Pemerintah 
Republik Indonesia Propinsi Sumatera (1947) 
- Tanda pembayaran yang sah, berlaku untuk daerah Riau (1947) 
- Tanda pembayaran yang sah berlaku untuk Sub-Propinsi Sumatera Selatan 
(1948) 
- Tanda pembayaran yang sah berlaku untuk Daerah Sumatera Timur (1948) 
- Tanda pembayaran yang sah berlaku untuk Daerah Atjeh (1948) 
- Tanda pembayaran yang sah berlaku untuk Daerah Tapanuli (1948) 
- Tanda pembayaran yang sah berlaku untuk Sumatera Barat (1948), dsb 
4. Uang Orida dalam bentuk Mandat 
- Mandat Istimewa, Daerah kabupaten Asahan (1948) 
47 
 
- Mandat PMR (Panitia Makanan Rakyat) Karesidenan Bengkulu (1947) 
dengan nilai dlaam rupiah Jepang 
- Mandat Dewan Pertahanan Daerah Palembang (DPDP) Karesidenan 
Palembang (1947) 
- Mandat Pertahanan Daerah Lampung (1947) 
- Mandat Pertahanan Karesidenan Lampung (1948) 
5. Uang Orida dalam bentuk lain-lain 
- Promesse-Negara, pemerintah Republik Indonesia Daerah Karesidenan Pati 
(1949) 
- Uang Kertas Darurat untuk Daerah Banten, Tanda Pembayaran Yang Sah 
(1947) 
- Coupon Penukaran, Pemerintah Negara Republik Indonesia Daerah Jambi 
(1947-1948) 
- Cek dibayar oleh Brigade Garuda Dempo, Pagar Alam (1947) 
- Cek Daerah Lintang IV Lawang (1949) 
- Coupon Getah, sebagai alat penukaran dan berlaku hanya untuk Koperasi 
Perkebunan Karet Wingfoot (1948)
44
  
 
ORI dan ORIDA merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah kekuasaan 
Republik Indonesia hingga akhir perjuangan revolusi kemerdekaan, pada tahun 1949. 
Awalnya uang ORI digunakan sebagai alat penukar barang. Mula-mula orang 
menjual barang dan karena menjual tadi ia menerima uang. Kemudian. ORI 
digunakan sebagai alat pengukur harga karena nilainya yang tidak mudah berubah-
ubah. Sehingga uang ORI mempunyai arti juga sebagai alat pembayaran bagi 
masyarakat Indonesia. Syarat terpenting agar uang dapat dijadikan sebagai alat 
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penukar, pengukur harga dan alat pembayaran berjalan baik maka harga uang tersebut 
harus tetap dan tidak mudah berubah terhadap harga barang-barang.
45
 
Namun, upaya penerbitan uang Republik bukanlah usaha yang ringan, sebab 
selain keterbatasan bahan dan alat, perjuangan pencetakan uang juga senantiasa 
mendapat halangan dari pihak Belanda. Belanda menerbitkan mata uang sendiri, yang 
dikenal dengan mata uang NICA atau mata uang merah, guna mengacaukan 
perekonomian Republik Indonesia. Pemerintah Republik kemudian menghimbau agar 
rakyat menghindari penggunaan uang NICA yang dapat mengancam keadaan 
ekonomi di tanah air Republik Indonesia. Kemudian, pemerintah RI mengeluarkan 
maklumat pada 2 Oktober 1945, sebagai berikut: 
 
 
 
OEANG NICA TIDAK BERLAKOE 
Makloemat Pemerintah Republik Indonesia 
Oleh pihak Nica telah disebarkan oeang kertas “Nederlands Indie” jang 
baroe, oempamanja oeang kertas f 0,50 jang berwarna merah sebelah dan 
hidjau sebelah. 
Oeang ini kita anggap tidak lakoe; djanganlah diterima, soepaja djangan 
timboel inflasi disini.
46
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Melalui maklumat tersebut, pemerintah Republik Indonesia mempertegaskan 
bahwa uang NICA tidak berlaku di wilayah Republik. Maklumat pemerintah 
Republik mengenai tidak berlakunya uang NICA disambut baik oleh masyarakat 
Republik Indonesia. Berita media cetak pada saat itu pun, beramai-ramai 
mengabarkan bahwa rakyat Republik Indonesia menyambut beredarnya Oeang 
Repoeblik Indonesia (ORI). Di Jakarta misalnya, kehadiran uang ORI bahkan 
disambut dengan cara yang cukup unik, bagi warga yang pro Republik, akan 
mengadakan slametan dan pesta dansa dengan acara membagi-bagikan uang 1 rupiah 
kepada rakyat.
47
  
Meskipun pada masa tersebut, jumlah uang NICA semakin meningkat ketika 
NICA mendapat bantuan dari Sekutu (Inggris) menduduki kota-kota besar Indonesia 
dan menguasai bank-bank Jepang. Mereka juga menguasai Percetakan Kolff & Co, 
Jakarta, tempat percetakan mata uang kertas rupiah Jepang yang diduga masih 
menyimpan 2,5 milyar uang Jepang.
48
 Usaha menyebarluaskan uang NICA terus 
dilakukan Belanda, diantaranya dengan membayar pegawai pribumi yang mau 
bekerja sebagai pegawai NICA, dengan kisaran antara f 500 sampai dengan f 1000 
per bulan.
49
 Angka yang cukup besar jika dibandingkan dengan gaji pegawai pribumi 
yang bekerja sebagai pegawai Republik, dikarenakan kondisi keuangan negara yang 
                                                          
47
 Mestika Zed, dkk, Aspek Sosial Ekonomi Zaman Revolusi, dalam Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 
VI: Perang dan Revolusi, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2012), h. 325  
48
 Mohammad Iskandar, “Oeang Repoeblik dalam Kancah Revolusi”, Jurnal Sejarah Vol.6 No. 1, 
(Jakarta: Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia, 2004), h. 44  
49
 Ibid., h. 44 
50 
 
tidak stabil.  Hal ini dilakukan tidak lain untuk mendapatkan simpati dari masyarakat 
agar lebih simpati terhadap Belanda.
50
 
Hubungan kausalitas antara jumlah uang yang beredar dengan inflasi di 
Indonesia terdapat adanya umpan balik dua arah. Pengaruh ekspansi moneter 
terhadap inflasi bersifat lebih signifikan dan pasti dibandingkan pengaruh sebaliknya, 
yaitu inflasi terhadap ekspansi moneter. ORI yang ditandatangani oleh Menteri 
Keuangan A.A. Maramis dan diberi tanggal 17 Oktober 1945, mulai beredar tanggal 
30 Oktober 1946 dan ditarik kembali pada bulan Maret 1950. Sehingga pemberlakuan 
ORI di Indonesia tidak berlangsung lama yaitu hanya berlangsung selama 3 tahun 5 
bulan. Kemudian, ORI dan ORIDA ditarik dari peredaran setelah Konferensi Meja 
Bundar (KMB). Bersamaan dengan penggantian ORI dengan uang federal (uang baru 
RIS) yang dikeluarkan oleh De Javache Bank yang saat itu berfungsi sebagai bank 
sirkulasi dalam bulan Maret 1950, maka sebagai konsekuensi dari kesepakatan KMB, 
maka jenis-jenis uang yang telah diedarkan oleh pemerintah baik ORI maupun 
ORIDA ditarik kembali. 
Selain sebagai solusi keuangan, yakni sebagai alat pembayaran yang sah di 
daerah Republik, ORI juga berfungsi sebagai alat revolusi yang mendukung dan 
memungkinkan Pemerintah Republik Indonesia yang masih muda untuk mengatur 
administrasinya, membiayai aparatur negara dan sekaligus meletakkan dasar 
kemakmuran rakyat. ORI merupakan uang kepercayaan dalam masyarakat dan 
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merupakan dukungan rakyat terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan 
Republik Indonesia. 
B. Mata Uang NICA: Infiltrasi Ekonomi di Wilayah Republik 
Pernyataan menyerah Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945, merupakan sebuah 
kesempatan bagi Belanda untuk kembali ke bekas Nederlands-Indie terbuka lebar 
tanpa harus melawan Jepang terlebih dahulu. Para pejabat Belanda yang berpedoman 
pada pidato Ratu Wihelmina tanggal 7 Desember 1942 untuk mengurus daerah 
jajahannya. Mereka akan menindaklanjuti gagasan untuk membentuk Uni-Belanda-
Indonesia-Suriname-Curaçao, setelah perang usai.
51
 Maka ketika Sekutu melakukan 
operasi perebutan wilayah Nederlands-Indie, pada tanggal 3 April 1944 di Australia 
dibentuklan sebuah badan pemerintahan baru Belanda yang dinamakan NICA 
(Nederlands-Indie Civil Administration) atau Pemerintahan Sipil Hindia Belanda. 
NICA ini dibentuk untuk menjadi ujung tombak bagi Belanda dalam menegakkan 
dan menghidupkan kembali pemerintahan sipil Belanda di wilayah Nederlands-Indie. 
Badan ini yang nantinya akan diikutkan dalam operasi militer Sekutu. 
NICA akan bergerak di belakang pasukan-pasukan Sekutu, dan akan segera 
menghidupkan kembali fungsi pemerintahan sipil Belanda di daerah-daerah yang 
telah dibebaskan. Disamping menjalankan roda pemerintahan, NICA juga akan 
menegakkan fungsi hukum untuk membersihkan dan menghukum para kolaborator di 
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daerah itu. Para pegawai NICA kemudian dimiliterisasi dan memakai pakaian 
seragam berwarna khaki serta membawa senjata. Pada pakaian seragamnya dipakai 
badge NICA sebagai tanda pengenal. Kemudian diangkatlah Dr. H. J. Van Mook 
sebagai pimpinan NICA, sedangkan wakilnya adalah Dr Ch. O. Van der Plas, mantan 
subernur Jawa Timur semasa pemerintahan kolonial Belanda sebelum masa perang. 
Ketika nanti Jakarta diduduki, van Mook akan bertugas bertanggung jawab selaku 
Kepala Pemerintahan Hindia-Belada kepada pemerintahannya di Den Haag, serta 
bertanggung jawab sebagai Pimpinan NICA (Chief Commanding Officer NICA)
52
 
kepada Mountbatten, selaku Komando Asia Tenggara Inggris. Meskipun sasaran 
Inggris hanya untuk membebaskan para tawanan bangsa Eropa dan menerima 
penyerahan Jepang, tanpa ingin menaklukan Indonesia untuk Belanda.
53
 
Sebenarnya NICA sudah bekerja jauh sebelum Jepang menyerah kalah, karena 
NICA bekerja langsung di belakang Sekutu. Ketika tentara Amerika berhasil merebut 
kota Hollandia di Papua (Irian Jaya), tiga hari kemudian, pada tanggal 25 April 1944 
NICA untuk pertama kalinya menjalankan fungsi pemerintahan di tanah bekas 
jajahan Belanda yang baru direbut itu. Setelah Hollandia berhasil direbut, menyusul 
kemudian kota-kota lainnya yang direbut oleh tentara gabungan Sekutu dari Amerika 
dan Australia serta NICA. Hal ini menyebabkan bendera Merah-Putih-Biru berkibar 
kembali, termasuk di Jakarta. 
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Sejak kedatangan NICA di Jakarta, nama NICA mulai dikenal di kalangan 
penduduk. Maka, oleh masyarakat Jakarta sejak saat itu, semua orang Belanda di 
sebut NICA.  Penduduk pribumi yang membantu Belanda, seperti banyak dilakukan 
oleh orang-orang Ambon, disebut „anjing NICA‟ oleh para pejuang.54 NICA mulai 
dianggap musuh dan dibenci oleh para pejuang, dan siapapun yang dituduh atau 
disebut sebagai NICA, telah di vonis mati. Sebutan NICA untuk orang Belanda dan 
kaki tangannya oleh para pejuang masih terus berlangsung dan tetap berkonotasi 
buruk bagi para pejuang Indonesia hingga akhir perang kemerdekaan tahun 1949. 
Termasuk orang Indonesia yang bermaksud kembali pada keadaan sebelum perang 
untuk menjadi hamba orang-orang Eropa. Jumlah merekapun banyak, terlihat dari 
ratusan orang Belanda mendapat sambutan hangat dari para bekas babu, jongos, atau 
tukang kebun saat kembali dari pengungsian.
55
 Hal ini juga tergambar dalam bahasa 
imaginatif Pramoedya Ananta Toer, yang menggambarkan betapa dunia para babu, 
dan jongos adalah manusia turun-temurun yang setia terhadap tuannya (orang Eropa), 
kesetiaan ini melekat hingga bulu-bulunya.
56
 Para pemuda nasionalis radikal sangat 
mengecam sikap orang-orang yang mengabdikan dan menjual diri dengan sikap 
tersebut.
57
 ungakapan-ungkapan gerampun semakin banyak ditemukan dalam poster, 
spanduk, dan lain sebagainya. Meskipun sebenarnya, pada bulan Oktober 1945 
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Organisasi NICA telah dilikuidasi dan diganti dengan nama AMACAB (Allied 
Military Administration, Civil Affairs Branch)
58
 namun sebutan NICA tetap melekat 
pada pejuang Indonesia. 
Jakarta sebagai “Kota Diplomasi” memudahkan NICA menguasai beberapa titik 
di Jakarta, karena dengan disebutnya kota diplomasi, Jakarta menjadi lebih tenang 
tanpa pecahnya sebuah perlawanan revolusi yang besar. Urusan administrasipun 
dengan cepat dipindahkan dari sebuah kapal di Teluk Jakarta ke istana gubernur 
jenderal, dan kemudian ke kantor-kantor lama pemerintah Hindia Belanda.
59
 NICA 
pun mulai menjalankan fungsi administratif, menciptakan otoritas dan menarik para 
pejabat atau pegawai Indonesia untuk kembali bekerja. 
Di bidang militer, Belanda berangsur-angsur dapat mengungguli para pemuda 
Jakarta dalam bentrokan bersenjata. Di Kebayoran dan daerah selatan, mereka 
menciptakan sebuah zone dan memberlakukan hukum dan ketertibannya sendiri. 
Disisi lain, mereka juga melakukan perekrutan calon anggota tentara. Posisi mereka 
lebih diperkokoh lagi dengan pengangkatan Jenderal S.H, Spoor sebagai panglima 
militer.
60
 Pengangkatannya sebagai panglima militer, merupakan suatu langkah final 
dalam serangkaian pembaharuan: menempatkan militer dibawah otoritas formal van 
Mook. 
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Selain di bidang politik dan militer, NICA juga bergerak di bidang ekonomi. 
Selain melakukan blokade laut seperti yang telah dijelaskan diatas, NICA juga 
menghamburkan mata uang Jepang dan mencetak uang sendiri dalam upayanya 
mengacaukan perekonomian Republik Indonesia. Di wilayah pendudukan Belanda, 
alat pembayaran yang sah adalah sebagai berikut: 
a. Uang De Javasche Bank, uang kertas dan uang logam Pemerintah Hindia 
Belanda, serta uang pendudukan Jepang yang berlaku pada saat proklamasi 
kemerdekaan tetap berlaku di wilayah pendudukan Hindia Belanda. 
b. Uang kertas De Javasche Bank emisi darurat 194661 
Pada tahun 1946, DJB mengeluarkan uang kertas pecahan 5 gulden/rupiah, 10 
gulden/rupiah, dan 25 gulden/rupiah yang bertanda tahun “1946” dan disebut 
sebagai uang emisi darurat 1946. Uang ini menggunakan campuran bahasa 
Belanda dan Indonesia, sedangkan satuan uang dinyatakan dalam gulden dan 
rupiah. Bahkan ketentuan undang-undang dimuat dalam empat bahasa yaitu 
Belanda, Indonesia, Jawa dan Cina. Ketiga pecahan ini nantinya ditarik dari 
peredaran sehubungan dengan kebijakan Gunting Sjafruddin pada tahun 1950. 
c. Uang kertas Pemerintah Belanda 
Pada tahun 1947 penguasa pendudukan Belanda mengeluarkan uang kertas 
pecahan 10 sen dan 25 sen dengan tanggal emisi “Batavia.Djakarta, Desember 
1947” diterbitkan berdasarkan Ordonansi 20 November 1947. Uang kertas ini 
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banyak menggunakan bahasa Indonesia dan yang paling menarik adalah 
pencatuman “INDONESIA” sebagai penerbit uang, tetapi penanda tangan 
uang adalah Direktur Keuangan W.A. Alons dan Pemeriksa Keuangan J. 
Ramaer. Pada uang ini dacantumkan pernyataan “Tanda Pembajaran Jang 
Sah” dan ketentuan hukum dimuat dalam bahsa Indonesia dan Belanda. 
d. Uang kertas NICA62 
Meski Indonesia telah menyatakan merdeka melalui proklamasi, Belanda 
tetap merasa berhak atas wilayah Indonesia dan tidak mengakui keberadaan 
pemerintah Republik Indonesia. Kekuasaan Belanda tersebut, direalisasikan 
dengan mencetak uang NICA.  
Belanda menganut sistem pemerintahan sipil atas militer beranggapan bahwa 
menyerahnya pasukan Sekutu terbatas pada pihak militer, sehingga pihak Belanda 
tetap merasa berhak atas wilayah Indonesia dan tidak mengakui keberadaan 
pemerintahan Republik Indonesia.
63
 Oleh karena itu, Belanda mengambil langkah 
persiapan berupa percetakan uang untuk menggantikan uang Jepang dan mata uang 
lainnya apabila Belanda kembali menguasai Hindia Belanda. Belanda juga 
memperkirakan bahwa De Javasche Bank sulit untuk langsung dapat berfungsi 
kembali. Percetakan uang NICA dilakukan pada tahun 1943, oleh American Banknote 
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Company, yang terdiri dari 9 pecahan, mulai dari 50 sen sampai 500 gulden/rupiah
64
. 
Uang kertas tersebut dikeluarkan berdasarkan Surat Kuasa Ratu (Koninklijk Besluit) 
tertanggal 2 Maret 1943 dan mencantumkan nilai gulden dalam bahasa Belanda 
(Nederlandsch-Indische Gouvernements Gulden) dan nilai rupiah dalam bahasa 
Indonesia.
65
 Ketentuan hukum di bagian belakang juga menggunakan bahasa 
Indonesia dan bahasa Belanda. Semua uang NICA menampilkan gambar ratu 
Wihelmina dan ditanda tangani bersama oleh Pejabat Gubernur Jenderal H. J. Van 
Mook dan Presiden DJB R. E. Smits. Uang NICA sering disebut uang merah, yang 
mulai diedarkan di Indonesia setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada Perang 
Dunia II.    
 Sebenarnya beberapa pimpinan NICA, seperti Dr. Ch. Van der Plas dan Letnan 
Gubernur Jenderal Dr. H. J. Van Mook tidak menyetujui beredarnya mata uang NICA 
karena mengandung risiko tinggi bagi rencana menegakkan kembali pemerintahan 
Hindia Belanda. Namun, karena desakan pimpinan di Belanda yang bersikeras pada 
rencana awal, membuat Van Mook mengedarkan mata uang NICA di luar Jawa 
dengan kurs penukaran 3 sen uang NICA untuk setiap 1 rupiah uang Jepang.
66
 Karena 
semakin menipisnya persediaan mata uang Jepang membuat Direktur Keuangan 
NICA, Gὅsen mendesak Van Mook agar secepatnya mengeluarkan keputusan tentang 
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peredaran mata uang NICA sebagai alat pembayaran yang sah. Desakan masyarakat 
Republik yang menginginkan mata uang sendiri kepada pemerintah Republik juga 
membuat Belanda semakin bersemangat mengedarkan mata uang NICA. Gὅsen terus 
mendesak van Mook agar secepatnya, paling tidak 1 Februari 1946, uang NICA 
secara resmi diterbitkan di daerah-daerah yang telah diduduki tentara Sekutu di Pulau 
Jawa dan Sumatera. Selanjutnya ia menyarankan agar pemerintah Belanda 
menanamkan kepercayaan kepada rakyat untuk menggunakan uang NICA. 
Didukung oleh pasukan Sekutu tanggal 6 Maret 1946, Letnan Sir Montagu 
Stompfort (panglima AFNEI yang baru) mengumumkan berlakunya uang NICA pada 
tempat-tempat yang diduduki Sekutu. Namun berbagai masalah terjadi seiring dengan 
penggunaan uang NICA di daerah pendudukan Belanda. Karena pada umumnya 
rakyat Indonesia lebih suka menggunakan mata uang Jepang yang telah dinyatakan 
sebagau alat pembayaran yang sah oleh pemerintah Republik Indonesia, meskipun 
nilai mata uang tersebut dari waktu ke waktu semakin merosot. Fenomena tersebut, 
mengakibatkan tentara NICA tidak segan-segan memaksakan penggunaan uang 
NICA di daerah pendudukan, seperti Jakarta.  
C. Representasi Keberpihakkan Rakyat Jakarta melalui Penggunaan Mata 
Uang 
Pada masa revolusi penggunaan mata uang tidak hanya sebagai alat ukur tapi 
juga merupakan representasi keberpihakan. Sebagaimana telah dikemukakan, ORI 
59 
 
dinyatakan mulai berlaku sejak 30 Oktober 1946, sedangkan uang NICA berlaku 
sejak Maret 1946. Pada wilayah Republik Indonesia, semua alat pembayaran yang 
sebelumnya dinyatakan sah, setelah itu dinyatakan tidak berlaku lagi. Usaha 
pencegahan uang NICA, DJB, maupun uang Jepang mengalir ke wilayah RI diluar 
pulau Jawa, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1946 
tanggal 29 Oktober 1946 yang isinya antara lain melarang membawa uang tersebut 
keluar dari Pulau Jawa dan Madura. 
Penerbitan dan pengedaran uang ORI dilakukan untuk mengganti rupiah Jepang, 
uang Hindia Belanda, dan uang De Javasche Bank, khususnya di wilayah Sumatera, 
Jawa dan Madura (wilayah yang masih dikuasai RI).
67
 Oleh karena itu pemerintah 
membuat surat edaran yang ditujukan kepada para pejabat daerah dan kantor kas 
negara yang isinya meminta agar para pejabat itu secara serentak mengedarkan ORI. 
Akan tetapi, karena sarana dan prasarana kurang memadai serta kurangnya tenaga 
terampil di bidang moneter-perbankan, telah membuat pengedaran ORI mengalami 
kesulitan. Jangankan mencapai seluruh wilayah Indonesia di luar Pulau Jawa, upaya 
untuk mengedarkan di wilayah Pulau Jawa saja sangat mengalami kesulitan, selain 
karena faktor tersebut adanya upaya pihak Belanda-NICA untuk menghalangi 
penyebaran ORI. Pengacauan ekonomi Republik Indonesia terus dilakukan pihak 
Belanda, mulai dari memalsukan ORI, menghilangkan uang kecil, hingga 
mengedarkan uang NICA secara paksa untuk msyarakat Republik Indonesia. Kondisi 
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yang demikian, membuat Belanda yakin bahwa uang ORI tidak akan disambut oleh 
rakyat. 
Namun, perhitungan Belanda tidak sepenuhnya benar. Dalam realitanya, ORI 
mendapat sambutan yang luar biasa, dukungan tidak hanya terjadi di daerah yang 
dikuasai Republik tapi juga di daerah pendudukan Belanda. Hal ini dapat terlihat di 
beberapa surat kabar yang beredar pada saat itu, ketika rakyat begitu menyambut 
ORI. Bahkan, di Jakarta pada hari pertama peredaran ORI, petugas trem dan kereta 
api mengizinkan orang Indonesia naik dengan tidak membayar, karena belum 
mempunyai Oeang Repoeblik pada saat itu.
68
 Atau tukang es yang menerima bayaran 
sepuluh sen uang NICA (harga yang lebih mahal), sedang dia hanya menerima dua 
sen ORI untuk satu gelas es (harga yang lebih murah dibandingkan membayar dengan 
uang NICA).
69
 Kegembiraan rakyat juga terlihat ketika di pasar, jika ada orang yang 
berbelanja dengan menggunakan ORI, maka akan menjadi sebuah tontonan yang 
mengharukan, membuat semua pedagang ingin dibelinya dengan uang ORI. Ketika 
para pedagang, petani, dan rakyat golongan bawah lainnya benar merasakan negara 
yang merdeka dan berdiri sendiri melalui sebuah penggunaan uang. Hal ini membuat 
Belanda cukup geram, sehingga pecahnyalah beberapa konflik di daerah pendudukan, 
salah satunya di Jakarta.  
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Jakarta sebagai daerah pendudukan yang secara administratif dikuasai Republik 
dengan Suwiryo sebagai walikotanya,
70
 namun tentara NICA terus-menerus berupaya 
menduduki kota Jakarta. Pendudukan tidak hanya dilakukan secara militer tapi juga 
secara ekonomi. Pengedaran uang NICA menjadi semakin digencarkan oleh tentara 
NICA. Namun, rakyat Jakarta begitu menyambut peredaran ORI, bahkan rapat besar 
diadakan diantara para pedagang-pedagang di Jakarta untuk menentukan penggunaan 
ORI, pada tanggal 3 November 1946.
71
 Hasil putusan dari rapat pedagang tersebut, 
antara lain disepakati bahwa hanya ada satu penggunaan mata uang di daerah 
pendudukan, yaitu mata uang ORI.  
Tentu saja tidak semua pendukung kemerdekaan Indonesia mempunyai 
keberanian seperti pedagang es. Penduduk pribumi yang berada di daerah demarkasi 
(perbatasan), sering kali bimbang untuk menerima atau menyimpan ORI karena takut 
diketahui oleh tentara NICA.
72
 Sebaliknya penduduk juga takut menerima mata uang 
NICA karena sewatu-waktu para pejuang atau kaum republikein muncul di 
daerahnya. Walaupun demikian, transaksi menggunakan uang ORI lebih sering 
terlihat di beberapa pasar tradisional di Jakarta, seperti Pasar Tanah Abang, Pasar 
Jatinegara, dan Pasar Manggarai.
73
 Dari transaksi tersebut terlihat kecenderungan 
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nilai ORI yang semakin menguat terhadap uang NICA. Hal tersebut, membuat 
kekhawatiran pihak Belanda.  
Kekhawatiran pihak Belanda membuatnya melakukan pemaksaan penggunaan 
uang NICA, pemaksaan tersebut tak jarang menimbulkan kerusuhan dan kerugian 
masyarakat Jakarta. Menurut laporan-laporan Kementrian Luar Negeri kepada 
Jawatan Political Intelligent dari Markas Besar Serikat di Jakarta, selama bulan 
Oktober 1946 jumlah kerugian penduduk daerah Jakarta disebabkan oleh serdadu 
NICA yang dengan leluasanya menggedor, merampok, dan mencuri hak penduduk, 
adalah sebesar f 49.690,- serta jumlah barang-barang belum ditaksir harganya seperti 
radio-radio, gramophone-gramophone, sepeda-sepeda, beras, pakaian, dan lain 
sebagainya.
74
 Selain itu korban penculikan, penganiayaan, dan penembakan terus 
bertambah. Misalnya, korban penculikan pada Oktober 1946, ialah 26 orang, dan 
pada bulan November 1946 adalah 39 orang. Menurut laporan warga, tentara Belanda 
datang setiap hari untuk menkut-nakuti masyarakat Jakarta
75
 serta memantau 
penggunaan uang NICA.  
Pengedaran uang NICA dan ORI di daerah pendudukan seperti Jakarta, 
merupakan satu peristiwa yang menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan 
kemerdekaan yang dilakukan oleh kaum sipil, seperti para pedagang dan petani. 
Namun, pengunaan ORI sebagai simbol perjuangan terus mengalami tantangan, 
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terutama dari pihak Belanda. Pengedaran uang NICA dan ORI merupakan 
representasi dari perang kemerdekaan Indonesia dan Belanda di bidang ekonomi yang 
tak jarang menimbulkan konflik dan kerusuhan. 
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BAB III 
KONDISI SOSIAL EKONOMI JAKARTA PADA MASA PEMBERLAKUAN 
OEANG REPOEBLIK INDONESIA (ORI) DAN MATA UANG NICA  
(1946-1950)  
A. Jakarta: antara Kota Diplomasi dan Pendudukan  
Sejarah panjang peradaban bangsa ini, tidak pernah terlepas dari bunga rampai 
sejarah lokal yang menyusunnya. Karena sejarah lokal merupakan unit historis yang 
mempunyai ciri khas sebagai kesatuan etnis dan kultural sebagai salah satu dimensi 
dari sejarah nasional bangsa,
1
 salah satunya adalah sejarah Jakarta. Jakarta selain 
merupakan ibu kota negara yang menjadi salah satu kota tersibuk di Indonesia, 
Jakarta juga memiliki sejarah yang berperan penting bagi perjalanan sejarah bangsa 
Indonesia. Terlepas dari perbedaan pendapat antara sejawaran Belanda dan Indonesia 
mengenai sejarah awal Jakarta, tidak mengurangi peran penting sejarah Jakarta dalam 
sejarah perjalanan bangsa.   
Sejarah panjang kota Jakarta, telah dimulai sejak masa prasejarah, telah terdapat 
pemukiman di sekitar muara sungai Ciliwung di Jawa Barat, lokasi kota Jakarta pada 
saat ini. Area ini terbentuk oleh endapan lumpur yang terbawa dari pegunungan 
berapi dari selatan, sebuah daratan aluvial yang membentang dan dilintasi sungai 
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Cisadane, Angke, Ciliwung, Bekasi, dan Citarum.
2
 Selama berabad-abad, sejak abad 
ke-12 M, Jakarta sebagai kota pelabuhan yang kemudian berkembang menjadi pusat 
perdagangan internasional yang ramai.
3
  
Kemenangan Fatahillah dalam mengusir Portugis, membuat pelabuhan Sunda 
Kalapa diubah menjadi Jayakarta yang artinya kemenangan dan kejayaan pada 
tanggal 22 Juni 1527. Tanggal inilah yang kini diperingati sebagai hari lahir kota 
Jakarta. Jayakarta/Jacatra menjadi lokasi yang dipercaya Belanda dalam upayanya 
membangung kemaharajaan kongsi dagang Vereenigde Oost-Indische Compagnie 
(VOC) pada tahun 1602. Kemudian Batavia disulap menjadi miniatur Amsterdam 
oleh para pembesarnya, jalan, bangunan, kanal, dan berbagai gedung pemerintahan 
dibangun menyerupai bangunan di Amsterdam. Kemudian, mereka berdiam diluar 
kastil Batavia, tetapi masih dalam batas tembok kota.
4
 Wilayah Batavia dalam 
beberapa wilayah yang lebih kecil yang disebut afdeling, hingga awal abad dua 
puluh, residen Batavia terdiri dari beberapa afdeling sebagai berikut: 
1. Afdeling Stad en Voorsteden van Batavia 
2. Afdeling Meester Cornelis 
3. Afdeling Tanggerang 
4. Afdeling Buitenzorg 
5. Afdeling Krawang5 
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Dalam rangka menjalankan fungsi sebagai pemerintahan pamong praja, afdeling 
Stad en Voorstden van Batavia, pada tahun 1908, dibagi menjadi 2 distrik dan 6 
Onderdistrik. Dua distrik tersebut adalah Distrik Batavia dan Distrik Weltevreden. 
Sedangkan 6 onderdistrik tersebut adalah: onderdistrik Mangga Besar, onderdistrik 
Penjaringan, onderdistrik Tanjung Priok, onderdistrik Gambir, onderdistrik Senen 
dan onderdistrik Tanah Abang.
6
 Setiap wilayah distrik dipimpin oleh seorang 
Wedana, sedangkan setiap onderdistrik dipimpin oleh seorang Assisten-Wedana. Tiap 
onderdistrik dibagi menjadi beberapa wijk, yang keseluruhannya ada 27 wijk, dan 
masing-masing wijk dibagi lagi atas beberapa kampung. Sedangkan distrik Batavia 
dan distrik Weltevreden dibagi menjadi 6 onderdistrik, dengan ikhtisar sebagai 
berikut: 
Tabel 3.1. 
Tabel Wilayah Batavia 
No Distrik Onderdistrik Wijk Kampung 
1 Batavia Mangga Besar Mangga Dua Jaagpad 
Mangga Dua 
Mangga Besar 
Kebon Jeruk Kebon Jeruk 
Sawah Besar 
Pasar Baru Pintu Besi 
Gang Soentji 
Gunung Sahari Gunung Sahari 
Kebon Kelapa Kebon Kelapa 
Noorwijk 
Pecenongan 
Penjaringan Penjaringan Luar Batang 
Pluit 
Penjaringan 
Pejagalan 
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Jembatan Jembatan Lima Wetan 
Jembatan Lima Kulon 
Blandongan 
Krukut Pecebokan 
Tanah Sereal 
Krukut 
Petojo Ilir 
Gang Chasse 
Angkeduri Angke 
Duri 
Tanjung Kramat 
Petojo sawah 
Tanjung Priok Bangliauw 
Tanjung Priok 
Ancol Ancol 
Sunter 
2 Weltevreden Gambir Gambir Pejambon 
Perapatan Kebon Sirih 
Perapatan Gang Timbul 
Kondangdia Pangarengan 
Kondangdia 
Menteng Cikini 
Menteng  
Pegangsaan 
Tanah Abang Bali Tanah Abang 
Pasar Baru Tanah 
Abang 
Karet Pasar Baru Karet 
Karet Pasar Baru 
Karet Karet Bendungan 
Karet Pendurenan 
Senen Senen Ketapang 
Jagal  
Gang Kadiman 
Kemayoran  Kemayoran Kulom 
Utan Panjang 
Cempaka Putih Cempaka Putih 
Sumur Batu 
Tanah Tinggi 
atau Kwitang 
Oost 
Tanah Tinggi 
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Kramat Kramat Tanah Tinggi 
Kramat Lontar 
Kramat Lontar 2 
Kramat Pulo 
Kwitang  Kwitang  
Salemba Salembabesar 
Tanah Abang Petojo Petojosawah 
Petojoudik 
Kebonjahe 
Gelangbaru 
Slipi Slipi 
Pekembangan 
Jati Kota Bambu 
Petamburan (Jati) 
Jepang Jepang 
Bendungan 
Petundun  
Sumber: Sejarah Sosial Jakarta
7
 
Wilayah Batavia mengalami perluasan kembali pada tahun setelah pecahnya 
gejolak revolusi, yaitu pada tahun 1950. Diangkatnya kembali Suwiryo sebagai 
Walikota Jakarta pada tanggal 15 Maret 1950, Jakarta mengalami penambahan 
wilayah, sebagai berikut: 
1. Pulau Seribu  
2. Onderdistrik Cengkareng 
3. Sebagian Distrik Kebayoran (Onderdistrik Kebon Jeruk, Kebayoran Ilir, dan 
Kebayoran Udik) 
4. Sebagian Distrik Bekasi (Onderdistrik Pulogadung, dan sebagian Onderdistrik 
Cilincing)
8
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Pada tahun 1942, ketika Sekutu kalah Perang Dunia II, wilayah Hindia Belanda, 
termasuk Batavia, diserahkan kepada Jepang. Kemudian Jepang mengubah Batavia 
menjadi Jakarta. Seolah tak berbeda dengan Belanda, kegiatan Jakarta dibawah 
kekuasaan Jepang difokuskan pada kegiatan militer untuk kepentingan perang 
Jepang. Disamping itu, rakyat Indonesia juga dilatih militer oleh Jepang terutama 
pemuda-pemuda Indonesia guna mempertahankan wilayah Indonesia. Ketika titik 
balik perang terjadi, Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia dikemudian 
hari merupakan salah satu usaha propaganda Jepang menarik simpati rakyat 
Indonesia. Bahkan, Jepang rela menjalin hubungan baik dengan tokoh nasionalis 
guna mengumpulkan massa agar massa tersebut terdoktrinasi untuk mendukung 
Jepang dan melawan Sekutu. Namun, ketika Jepang kalah pada perang pasifik dan 
ditugaskan untuk mempertahankan status quo. Para pemimpin Indonesia segera 
memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. 
Proklamasi kemerdekaan bukanlah akhir dari sebuah perang yang 
berkepanjangan. Semangat kemerdekaan semakin menyebar keseluruh pulau, 
menciptakan irama yang menghubungkan satu tempat dan sekitarnya ke tempat 
lainnya.
9
 Revolusi Indonesia sudah dilancarkan dan mendapat reaksi hebat dari 
seluruh pelosok Nusantara.
10
 Pada saat proklamasi kemerdekaan, banyak kelompok 
pemuda di Jakarta bersatu, meskipun tak lama kemudian terjadi perpecahan akibat 
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perbedaan pendapat. Salah satu kelompok pemuda pimpinan Chaerul Saleh dan 
Sukarni, yang aktif sejak sebelum perang, menyerukan agar segera memulai 
penyerangan terhadap Jepang. Sedangkan Eri Sudewo, memimpin pemuda Jakarta 
dengan kebijakan yang lebih hati-hati, mempersiapkan mahasiswa dalam perjuangan 
yang lama.
11
 Perbedaan dua kelompok pemuda inilah yang membuat situasi revolusi 
Jakarta menjadi tegang. Kelompok radikal pimpinan Chaerul Saleh kemudian 
membentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API) yang ditujukan untuk 
mengkoordinasikan sejumlah kelompok pemuda kota Jakarta untuk merebut senjata, 
kantor, dan perusahaan milik Jepang. Diikuti dengan pembentukan Badan Keamanan 
Rakyat (BKR) di beberapa wilayah di Jakarta.  
Pada tanggal 7 September 1945, sebuah komite yang dibentuk oleh sejumlah 
pejabat Indonesia dalam pemerintahan kotapraja Jakarta, secara sepihak mengalihkan 
kekuasaan dari walikota berkebangsaan Jepang, Shigo Hasegawa, kepada wakilnya 
yang orang Indonesia, Suwiryo.
12
 Meski Hasegawa sempat menolak, akhirnya pada 
tanggal 23 September 1945, Suwiryo dilantik secara resmi sebagai kepala 
Pemerintahan Nasional Kota Djakarta (PNKD). Semua kegiatan tersebut, pada 
mulanya berlangsung tanpa kekerasan.  
Keadaan berbalik dengan cepat, ketika Tentara Inggris yang merupakan bagian 
dari tentara sekutu yang tergabung dalam South East Asia Command (SEAC) di 
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bawah pimpinan Laksamana Lord Louis Mountbatten, mendatangi Kepulauan 
Indonesia setelah Perang Dunia II selesai. Kedatangan tentara Inggris tersebut 
dimaksudkan untuk menawan, melucuti dan mengembalikan tentara Jepang ke 
negaranya beserta memulangkan para interniran. Tugas tersebut disebut sebagai 
Recovery of Allied Prisoners of War and Interness (RAPWI).
13
 Kedatangan Inggis ke 
Indonesia untuk melucuti senjata Jepang dipimpin oleh Laksamana Muda Patterson, 
Komandan Skuadron Tempur Kelima Inggris. Patterson, mengumumkan bahwa 
pasukan-pasukan Sekutu datang untuk melindungi rakyat dan memulihkan keamanan 
dan ketertiban hingga pemerintah Hindia Belanda yang berwenang berfungsi 
kembali.
14
 Akan tetapi, disamping tugas utamanya, Inggris juga membantu Belanda 
sebagai teman Sekutu dalam perang dunia II, untuk mengembalikan kekuasaannya di 
Indonesia. Oleh karena keadaan keuangan yang sangat parah, tidaklah mengherankan 
jika Belanda memusatkan operasi militernya di daerah-daerah dimana mereka 
mendapatkan keuntungan ekonomi paling banyak
15
, salah satunya adalah daerah 
Jakarta. 
Pendaratan Inggris di Jakarta, yang diboncengi tentara Belanda yang tergabung 
dalam Nederlandsche Indische Civiele Administratie (NICA) memang telah 
mendengar berita kemerdekaan Indonesia. Namun, mereka berasumsi bahwa ini 
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hanyalah kemerdekaan yang diatur oleh Jepang di Jakarta. Kedatangan mereka 
disambut oleh berbaga tulisan berbahasa Inggris yang ditulis oleh pemuda Jakarta, 
misalnya tulisan papa trem seperti “Hand off Indonesia” dan “We want to freedom”. 
Namun, ironisnya pasukan tentara Inggris yang datang ke Jakarta mayoritas 
merupakan orang India yang tidak memahami bahasa Inggris. Gejolak pertempuran 
antara Inggris dan pasukan pemuda Jakartapun tidak terhindarkan, meskipun 
bertentangan dengan keputusan antara Soekarno dan Sekutu.  
Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan kata-kata magis yang mampu 
menggerakkan seluruh bangsa Indonesia untuk mewujudkan dan 
mempertahankannya
16
, salah satunya adalah wilayah Jakarta Pada saat itu pemuda 
Jakarta memulai aksi angkat senjata. Perjuangan mereka mempertahankan Jakarta, 
merupakan suatu perjuangan yang lama dan sporadis. Markas perjuangan pemuda 
kebanyakan di perkampungan-perkampungan kumuh, yang dipastikan tidak akan 
didatangi oleh orang Eropa. Dikalangan pemuda Jakarta, bulan-bulan Oktober-
November 1945 tumbuh musim yang dikenal dengan musim “Bersiap!”.17 Karena 
pada umumnya mereka menggunakan pekikan “bersiap!” ketika  ada musuh 
mendekat. Sementara badan perjuangan lainnya bersembunyi di luar kota, dan secara 
berkala bergerilya. Sementara itu, pasukan Inggris dan Belanda juga menghadapi 
tekanan lain, yaitu adanya aksi pemogokan buruh pelabuhan Tanjung Priok, para 
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pemuda juga melarang para pedagang menjual barang dagangannya ke Inggris 
ataupun Belanda. Akhir tahun 1945, kondisi di Jakarta memang tidaklah aman bagi 
etnis apapun, karena penculikan, perampokan, penggedoran, dan pembunuhan 
mewarnai kota ini tanpa pandang bulu.  
Sementara itu, situasi politik yang sulit bagi pasukan Inggris. Berniat membantu 
Belanda dalam merebut kembali tanah jajahannya, namun mereka tidak bersedia 
melakukan perang kolonial demi kepentingan Belanda. Maka dari itu, Inggris hanya 
memusatkan perhatian pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Mereka berharap 
agar segera selesai dalam mengevakuasi Allied Prisoners of War and Interness 
(APWI) atau Tawanan Perang dan Interniran Sekutu. Mountbatten berkata jika 
ketertiban dan hukum dapat terpelihara, Inggris secara sah telah memulihkan jalan 
pemerintahan sipil tanpa mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Namun, 
Mountbatten membutuhkan suatu tempat sebagai pangkalan darat guna 
mengkoordinasi APWI dan mengembalikan tentara Jepang, dan pilihan tersebut jatuh 
pada kota Jakarta. Sehingga, menurut Mountbatten Jakarta harus diduduki terlebih 
dahulu.
18
 
Sementara itu ketegangan antara pasukan Belanda dengan rakyat Indonesia di 
Jakarta terus terjadi. Inggris berusaha menengahi dengan berupaya mengadakan 
perundingan. Namun, pihak Belanda menolak mengadakan perundingan dengan 
Soekarno maupun Hatta karena dianggap sebagai antek-antek Jepang. Melalui tangan 
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Syahrir dan beberapa tokoh yang lainlah perundingan antar Belanda dan Indonesia 
dapat dilakukan. Sepanjang periode revolusi Indonesia dan perjuangan meraih 
kemerdekaan, dari tahun 1945 hingga pengakuan kedaulatan 1949, perjuangan 
diperoleh melalui diplomasi atau negosiasi dan angkat senjata. Pada tahun 1946, 
Jakarta menjadi daerah yang diperebutkan, ditengah wilayah Republik yang lain. 
Wilayah persawahan disekeliling kota merupakan daerah kaum nasionalis Republik, 
sementara daerah kota berada dibawah tiga kekuasaan, yaitu Belanda, Inggris, dan 
pemerintah Republik Indonesia,
19
 dengan berbagai kebijakan yang lebih 
menguntungkan Inggris dan Belanda. Sementara, kepentingan pemerintahan Republik 
Indonesia di Jakarta adalah menjaga kota ini tetap terbuka sebagai forum negosisasi 
dengan dunia luar, sebagai kota Diplomasi. 
Pada tanggal 31 Oktober 1945, Tentara Sekutu mengeluarkan sebuah maklumat 
yang menyatakan, bahwa Kota Jakarta berada di bawah penilikan pemerintah militer 
Sekutu, dengan batas-batas: 
1. Di sebelah barat: Banjirkanal 
2. Di sebelah selatan: Banjirkanal-jalan kereta api dari barat ke timur, termasuk 
bagian Jatinegara sebelah selatan, 
3. Di sebelah timur: Kali Buaran dan Kali Cakung, terus ke arah utara 
4. Di sebelah utara: Daerah Tanjung Priok dan Kampung Koja20 
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Pemerintah Nasional Kota Jakarta masih tetap berdiri dan menjalankan tugas 
kekuasaannya, namun penyelenggaraan pemerintah itu tidak dapat berlangsung 
dengan lancar, karena adanya dualisme pemerintahan tersebut. Selama waktu itu, 
pemerintah Hindia Belanda telah dapat memperkokoh kedudukannya di beberapa 
wilayah Indonesia, sehingga pada saat tentara Sekutu ditarik pulang, maka pihak 
Belandalah yang menggantikan Pemerintah Militer Sekutu. Pada tanggal 21 Juli 1947 
Belanda mulai melancarkan serangan agresinya yang pertama untuk merebut 
wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia. Demikian pula 
dengan kekuasaan  Republik Indonesia di Jakarta juga turut ditumpas. Kemudian, 
Pemerintah Republik Indonesia menjadikan Jakarta sebagai kota pertemuan 
pengadaan perjanjian.    
Pemerintah Republik melalui Perintah Perdana Menteri Sjahrir pada tanggal 19 
November 1945, memerintahkan agar semua unsur bersenjata RI, yaitu TKR, 
Laskar/Badan Perjuangan lainnya, harus mengosongkan kota Jakarta.
21
 Alasannya, 
Jakarta sebagai kota tempat kegiatan internasional dan tempat diplomasi, memerlukan 
ketenangan suasana dan iklim damai. Perintah pengosongan ini, merupakan wujud 
sikap jujur Perdana Menteri Sjahrir terhadap permintaan Sekutu dalam perundingan 
antara Sekutu, Indonesia, dan Belanda tanggal 17 Agustus 1945. 
 Jakarta sebagai kontak dengan dunia luar, maka perundingan-perundingan 
bertaraf internasional mengenai masa depan Indonesia berlangsung di Jakarta. 
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Kemudian, Jakarta mulai terkenal sebagai “Kota Diplomasi”. Itu artinya Republik 
harus menahan diri untuk tidak melakukan perang terbuka di wilayah Jakarta, guna 
menjaga sikap baik dengan Belanda dan Inggris agar tetap mau berunding dengan RI. 
Kekerasan revolusioner hanya terjadi sedikit di Jakarta, dan pimpinan pusat terikat 
pada suatu revolusi yang tertib yang akan memperoleh pengakuan dan dukungan 
diplomatik.
22
 Hal ini menjadi alasan perjuangan revolusi di Jakarta hanya sebatas 
gejolak, konflik, dan kerusuhan, tidak sampai pada perang terbuka seperti di kota 
besar lainnya seperti Surabaya, Bandung, Medan ataupun Semarang. 
Menjadi kota diplomasi, telah memberikan keleluasaan Inggris untuk terus 
mengawasi kota atas dalih menjaga ketertiban dan hukum. Hingga, pada bulan 
Desember 1945, Inggris memutuskan mengambil alih kota Jakarta. Sebuah laskar 
bentukan rakyat Jakarta yang bernama Laskar Rakyat Djakarta Raya (LRDR) , dan 
beberapa laskar rakyat lainnya kian terpojok. Setelah memperingatkan para pejabat 
pemerintahan yang diam-diam memberikan persetujuan, Inggris melancarkan operasi 
pounce pada tanggal 27 Desember 1945.
23
 Operasi ini dilakukan dengan membentuk 
lingkaran penjagaan disekitar kota, menduduki gedung-gedung umum yang penting, 
menyita semua mobil milik orang-orang sipil, menangkapi polisi Indonesia, dan 
orang-orang Indonesia yang dianggap ekstrem, serta memulai serangkaian 
penggeledehan kampung-kampung untuk menumpas kekuatan badan perjuangan. 
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Menjelang akhir 1945, tujuh ratus empat puluh tiga orang berhasil ditahan, dan 
Jakarta sepenuhnya menjadi daerah pendudukan Sekutu.
24
 
Karena situasi yang tidak lagi aman di Jakarta, maka pada tanggal 3 Januari 1946, 
Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta hijrah ke Yogyakarta. 
Meskipun baru pada tanggal 4 Januari 1946,  pemerintahan Republik Indonesia 
secara formal mengeluarkan pengumuman tentang kepindahan Presiden dan Wakil 
Presiden dari Jakarta ke Yogyakarta.
25
 Sementara Syahrir, tetap di Jakarta bersama 
beberapa kantor yang erat kaitannya dengan diplomasi. Satu-satunya peninggalan 
Republik yang berarti adalah Pemerintah Nasional Kota Djakarta (PNKD), yang terus 
bekerja dalam suasana terkepungdi Balai Agung, di sisi selatan Lapangan Gambir.
26
 
Strategi mempertahankan negara, Republik seolah bersedia mengorbankan 
Jakarta kepada negara pendudukan.  Perkembangan strategi Republik yang begitu 
pesat, menyebabkan ketaatan dan kepercayan rakyat Jakarta terhadap pemerintah 
Republik mengalami degradasi. Rakyat Jakarta mulai bertanya-tanya dan kemudian 
tidak mengindahkan lagi para pemimpin formal meraka. Menjelang saat-saat 
pemerintah Republik meninggalkan kota Jakarta yang telah berstatus daerah 
pendudukan Sekutu, kaum nasionalis Jakarta mengalami keretakan. Sebagian dari 
mereka pindah ke daerah pedesaan di sekitar Jakarta. Disana mereka menyusun 
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rencana infiltrasi ke kota yang diduduki, dan terlibat kontak senjata. Mereka tidak 
lagi mengindahkan rencana Republik, bahkan banyak dari mereka juga beralih 
memusuhi pemerintah Republik. 
B. Masyarakat Jakarta yang Multikultural pada Masa Revolusi  
Kota Jakarta yang hari ini dikenal sebagai kota megapolitan sekaligus kota 
multietnis sering kali digambarkan banyak orang sebagai miniatur Indonesia. Sejarah 
sosial Jakarta erat kaitannya dengan keragaman etnis. Sejak abad ke-17, Jakarta atau 
yang dikenal Batavia pada masa itu telah menjadi kota multietnis. Hal ini terbukti 
dengan data sensus penduduk yang Batavia pada tahun 1673, sebagai berikut: 
Orang Belanda   2.024 
Orang Eurasia   726 
Orang Cina    2.747 
Orang Madjiker
27
   5.362 
Orang Moor
28
 dan Jawa  1.339 
Orang Melayu   611 
Orang Bali     981 
Budak    13.278 
Jumlah total populasi  27.068
29
 
Etnis di Jakarta menjadi semakin berkembang dengan adanya imigran-imigran 
dari berbagai kelompok. Jumlah anggota kelompok yang kecil dan kekurangan 
perempuan di dalam kelompoknya menyebabkan tingkat pencampuran antar etnis di 
Jakarta semakin tinggi. Keragaman etnis di Batavia, melahirkan keragaman budaya 
yang pencampuran antar budayanya. Pada masa ini prostitusi, germo, dan pencopet 
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juga menjadi bagian dari kehidupan jalanan kota Jakarta.
30
 Kehadiran para imigran 
yang tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, membuat sebagian 
besar pendatang baru harus bekerja di sektor nonformal, seperti tukang becak, tukang 
resparasi radio atau sepeda, tukang pijat, pedagang kecil,
31
 sampai pekerja sektor 
kriminal.  
Setelah berakhirnya masa pemerintahan Hindia Belanda, Jakarta menjadi daerah 
kekuasaan Jepang selama kurang lebih 3,5 tahun. Situasi yang tidak terlalu berbeda, 
hanya saja perubahan nama dari nama-nama Eropa menjadi nama Indonesia, 
misalnya nama tempat, fasilitas umum, dan lain sebagainya. Setelah Jepang kalah 
perang, Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan di kota Jakarta. Jakarta 
menjadi kota proklamasi, yang dengan segera berita bahagia tersebut disebarkan ke 
seluruh penjuru nusantara. Namun, situasi Jakarta segera berubah ketika Belanda 
berusaha mengembalikan kekuasaan di bekas tanah jajahannya. Kedatangan Belanda 
dengan membonceng Sekutu, yang kemudian berusaha menduduki Jakarta, 
mengakibatkan Jakarta mengalami suatu masa yang disebut masa revolusi. 
Jakarta sebagai kota diplomasi sekaligus daerah pendudukan pada masa revolusi 
merupakan tempat yang tidak aman bagi masyarakat dar etnis manapun. Meskipun, 
tidak terjadi perang terbuka seperti yang terjadi di Surabaya yang terkenal dengan 
pekikan “AllahuAkbar!”nya Bung Tomo, atau seperti Bandung yang menjadi lautan 
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api, dan beberapa kota besar lainnya, Jakarta juga mengalami gejolak revolusi yang 
menjadikan keadaan masyarakatnya tidak aman. 
Penculikan, pembunuhan, dan perampokan merupakan berita yang didengar 
setiap harinya. Pembunuhan dan penculikan orang-orang Eropa terus berlangsung, 
sementara tentara India-inggris dianggap tisak begitu bersahabat dengan tentara 
Belanda, sehingga tentara Belanda yang baru tiba di Jakarta diperingatkan agar tidak 
sekali-kali membonceng truk yang dikemudikan oleh serdadu Inggris-India, dan 
jangan pula sekali-kali berjalan sendirian, terlebih di malam hari. Orang-orang 
Cinapun banyak mengalami gangguuan pencurian, pemerasan, intimidasi, baik karena 
alasan politik maupun ekonomi. Terlebih lagi banyak tersiar berita bahwa kebutuhan 
badan perjuangan diluar kota akan anak-anak Cina sangat tinggi, mereka akan 
disembelih dan diambil hatinya kemudian di jual di pasar gelap Jakarta.
32
 
Masalah ketertiban di Jakarta menjadi masalah utama pada masa itu, bahkan 
untuk menangani hal tersebut dibentuklah panitia darurat perang gabungan antara 
Inggris-Indonesia. Tugas panitia ini adalah melakukan pengawasan dalam bidang-
bidang seperti perkereta apian, jalan-jalan, angkutan, pekerjaan umum, dan 
penyediaan bahan makanan.
33
 Karena, sejak terjadinya operasi pounce, sejumlah 
perusahaan pelayanan umum dan kepolisian secara formal ditempatkan dibawah 
pengawasan Inggris. Selain masalah keamanan dan ketertiban, subkomite 
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administratif antara Belanda dan Indonesia juga mengalami persaingan dalam 
pelayanan umum. 
Masalah fisik juga tak kalah mewarnai revolusi Jakarta, instalasi penyediaan air 
bersih misalnya yang berada dalam kondisi yang memprihatinkan akibat perang. 
Upaya perbaikanpun mengalami kesulitan, karena gambar peta jaringan saluran air 
tidak ditemukan lagi, kecuali gambar peta saluran induk. Selain itu, karena material 
jaringan tersebut diperoleh dari Jerman zaman sebelum pecahnya perang, maka tidak 
mungkin lagi untuk membeli suku cadangnya.
34
 Tidak mungkin pula jika terus 
menggunakan uang konsumsi air, karena hampir semua meteran air telah hancur pada 
masa perang. Orang-orang Belanda menyelenggarakan pengangkutan air bersih 
dengan menggunakan gerobak-gerobak, yang hanya untuk mereka sendiri. Air bersih 
telah berubah menjadi benda ekonomi, dan bagi kebanyakan berarti beban ekonomi 
yang semakin berat karena meningkatnya biaya hidup sehari-hari dengan kelangkaan 
barang-barang kebutuhannya.  
Jawatan telepon, yang menghadapi masalah serupa, memuat permohonan melalui 
pers setempat agar para pelanggan memberitahukan nama, alamat dan nomor telepon 
mereka. Orang-orang Indonesia yang melayani sentral telepon akan memberikan 
pelayanan terhadap pelanggan jika pelanggan mengucapkan kata “Merdeka!” 
sebelum permintaan mereka dilayani.  Rumah Sakit Umum Negeri
35
 tetap berada di 
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bawah kendali Republik Indonesia hingga menjelang akhir masa revolusi, karena 
Belanda tidak mampu mengganti para staf. 
Media massa nasional di Jakarta, berupaya mempertahankan kewaspadaan 
terhadap suratkabar pesaing. Sesuai tradisinya sebagai pusat media di nusantara, 
Jakarta memiliki cukup banyak suratkabar dan jurnal berkualitas tinggi yang 
mencerminkan beragamnya pandangan di wilayah ini. Selain surat kabar Nasional 
seperti Merdeka, adapula surat kabar harian beraliran tengah dan sayap kanan milik 
Belanda (Nieuwsgier dan Het Dagblad), suratkabar Cina dan surat kabar berbahasa 
Inggris, seperti Independent, yang bersimpati pada perjuangan RI. Walaupun terjadi 
kekurangan kertas koran, polemik pemikiran orang-orang Indonesia dan komunitas 
Internasional tetap berlangsung seru di halaman-halaman pers Jakarta.   
Kebijakan Belanda dalam memblokade Jakarta dari luar wilayah lain juga 
mengakibatkan pasokan makanan, terutama beras di Jakarta mengalami kelangkaan. 
Jakarta merupakan salah satu kota yang mendapatkan beras dari Karawang pada saat 
itu. Selain beras, kekurangan bahan pokok lainnya juga dirasakan masyarakat Jakarta. 
Selain itu, masalah kesehatan di Jakarta pada masa revolusi, terutama kesehatan anak-
anak. Anak-anak Jakarta selain memiliki pola makan, kebiasaan hidup yang buruk, 
sebagian dari mereka juga menderita gizi buruk karena mutu makanan yang 
dikonsumsi pada saat itu tidak mendukung perbaikan mutu gizi mereka. Jika sakit 
mereka hanya mengandalkan kerokan, dukun, atau minyak angin.   
81 
 
C. Ekonomi sebuah Kota Pendudukan Masa Revolusi 
Jauh sebelum abad ke-16 dan ke-17, banyak perjalanan perdagangan yang 
dilakukan oleh pelbagai orang dengan tujuan untuk mendapatkan untung dari apa 
yang mereka perdagangkan. Di zaman perekonomian Asia yang telah maju, 
berkembang dengan baik dan berkuasa luas. Bahkan ketika Eropa belum mencapai 
taraf kemajuan, kafilah rombongan aneka macam produk Asia telah mendunia. 
Perdagangan pada saat itu tidaklah lepas dari pelayaran, maka pada masa itu dikenal 
dengan masa kurun niaga. Kerajaan Sriwijaya, Pasai dan Malaka merupakan emporia 
niaga terpenting pada sekitar abad ke-15.
36
 
Capaian perkembangan industri dalam negeri semenjak krisis dunia tahun 
1929/1930 mencapai puncaknya. Tercatat sejak tahun 1930 sampai 1941, jumlah alat 
tenun bukan mesin meningkat dari 500 menjadi 49.000 buah, sedangkan mesin 
meningkat dari 40 menjadi 9.000, disamping 500.000 buah alat tenun kuno di desa-
desa.
37
 Pada masa pendudukan Jepang, Pemerintah Militer Jepang menerapkan suatu 
kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang 
dalam Perang Pasifik.
38
 Jepang juga menerapkan sistem pengawasan ekonomi yang 
sangat ketat, diantaranya dengan melakukan pengawasan dan pembatasan pada 
aktivitas perkebunan seperti teh, kopi, dan tembakau, karena tidak langsung berkaitan 
dengan kebutuhan perang. Selain itu, Jepang juga menerapkan sistem ekonomi 
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perang dan autarki (memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang angkatan 
perang). Semakin mendesaknya kebutuhan perang Jepang, rakyat Indonesia 
dibebankan untuk menyerahkan bahan makanan 30% untuk pemerintah, 30% untuk 
lumbung desa, dan 40 % untuk pemiliknya. Rakyat juga dipaksa makan makanan 
seperti kaladi gatal, bekikot, dan umbi-umbian. Pakaian dengan karung goni yang 
compang-camping merupakan pemandangan yang biasa terlihat, akibatnya kutu dan 
penyakitpun menjangkit rakyat Indonesia. Kurang lebih 70.000 orang dalam kondisi 
menyedihkan dan berakhir dengan kematian pada masa pendudukan Jepang.
39
 
Penjajahan Jepang di Indonesia yang berlangsung dari 8 Maret 1942 sampai dengan 
15 Agustus 1945, merupakan masa dimana kebijkana militer Jepang berpegang pada 
tiga prinsip utama, yaitu: 
(1) Mengusahakan agar mendapatkan dukungan rakyat (untuk memenangkan 
perang) dan mempertahankan ketertiban umum 
(2) Memanfaatkan sebanyak mungkin struktur pemerintahan yang sudah ada 
(3) Meletakkan dasar, agar supaya wilayah yang bersangkutan dapat memenuhi 
kebutuhannya sendiri dan untuk menjadikannya pusat persediaan makanan 
bagi wilayah selatan.
40
 
 Sebagai akibatnya terjadi perombakan dalam struktur ekonomi masyarakat. 
Perkembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat merosot tajam. Sektor industri 
perkebunan yang sebelumnya menjadi andalan utama ekspor pada masa Hindia 
Belanda mengalami kemunduran drastis. Bahkan, swasembada beras pada tahun 1940 
menurun tajam. Setelah proklamasi kemerdekaan, selain politik, ekonomi juga 
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menjadi alasan Belanda untuk kembali membangun daerah jajahannya di Indonesia. 
Pada masa revolusi, keadaan ekonomi di Indonesia semakin memburuk. Kekurangan 
bahan pangan, inflasi, blokade ekonomi, hingga perang mata uang terjadi di hampir 
seluruh wilayah Indonesia, salah satunya Jakarta.  
Jakarta sebagai kota diplomasi sekaligus daerah pendudukan, sejarah 
perekonomian Jakarta diwarnai diskriminasi kelas sosial yang membedakan 
penduduknya pula di bidang ekonomi. Perdagangan menjadi sektor utama 
perekonomian Jakarta sejak abad ke-18. Meskipun dominasi etnis Cina dalam 
perdagangan ini terkadang melahirkan kecemburuan di kalangan golongan lain. 
Namun, Jakarta atau yang dulu dikenal sebagai Batavia tetap menjadi kota impian 
bagi banyak kaum urban. Setelah proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan dengan 
kedatangan tentara Belanda membonceng Sekutu, dan Jakarta mengalami masa yang 
disebut sebagai masa Revolusi yang dimulai pada tahun 1946. Ekonomi perkotaan di 
Jakarta, merupakan arena persaingan antara Belanda dan Republik Indonesia, 
sehingga mengakibatkan keadaan ekonomi di Indonesia secara umum dan di Jakarta 
secara khusus, sebagai berikut: 
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1. Hiperinflasi (Inflasi sangat tinggi)41 
Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga umum yang disebabkan karena 
peningkatan permintaan dan jasa, sedangkan untuk penawaran jumlah barang dan jasa 
yang termaksud tidak meningkat secara seimbang.
42
 Begitu pula ketika Jepang 
menduduki wilayah Hindia Belanda (Indonesia), tidak hanya melakukan invasi secara 
militer tetapi juga melakukan invasi secara ekonomi dengan menyebarkan uang 
Jepang atau yang sering dikenal dengan uang invasi (money invasion) ke wilayah 
Indonesia. Uang Jepang yang beredar di wilayah Indonesia pada awalnya berupa 
tujuh pecahan, yaitu: 1 sen, 5 sen, 10 sen, 
1
/2  gulden, 1 gulden, 5 gulden, dan 10 
gulden. Meskipun pendudukan Jepang mengedarkan uang sendiri, uang pemerintah 
Belanda masih tetap berlaku sebagai alat pembayaran. Uang tersebut masih terus 
beredar di masyarkat bahkan hingga kekuasaan Jepang digantikan oleh dua kekuatan 
yaitu Belanda dan pemerintah Republik Indonesia. Bahkan, perkiraan uang Jepang 
yang beredar di masyarakat sekitar 4 milyar dan peredaran uang di Jawa diperkirakan 
sekitar 1,6 milyar.
43
 
Data mengenai uang yang beredar pada tahun 1945 tidak dapat dijumpai. Namun, 
menurut laporan De Javasche Bank tahun 1949-1950 halaman 33 dikemukakan 
bahwa uang sebesar pada tahun 1938 sebesar f 420 juta, diantaranya sebesar f 240 juta 
adalah uang kartal. Dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa posisi uang yang 
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beredar pada tahun 1938 tersebut seimbang dengan kebutuhan dan persediaan barang 
sehingga tidak memberikan tekanan inflasi yang berlebihan. Dalam masa Perang 
Dunia II uang beredar meningkat dengan cepat sehingga menjadi f  1.007 juta pada 
akhir 1946.
44
 Karena terbatasnya pasokan barang di dalam negeri pada masa Perang 
Dunia, sehingga harga-harga pada tahun 1945-1946 meningkat, bahkan melampaui 
harga sebelum perang.  
Hal tersebut menyebabkan pemerintah menjalankan kebijakan deficit financing 
atau defisit anggaran. Defisit anggaran merupakan selisih antara penerimaan negara 
dan pengeluaran negara cenderung negatif, artinya bahwa pengeluaran negara lebih 
besar daripada penerimaannya.
45
 Pemerintah mengatasi dengan metode penambahan 
uang, yang dalam ekonomi akan semakin menimbulkan permasalahan meningkatnya 
harga barang dan jasa, sehingga menimbulkan peningkatan inflasi. Pembiayaan 
defisit anggaran dengan cara penambahan jumlah uang juga memiliki dampak pada 
peningkatan permintaan uang oleh masyarakat. Hal ini disebabkan adanya penurunan 
nilai uang dalam ekonomi. Dengan kata lain, masyarakat perlu menambah uang untuk 
pengeluarannya membeli bahan kebutuhan. Sehingga,  kebijakan defisit financing 
yang dilakukan pemerintah pada saat itu, sangat mendorong laju inflasi
46
 selama 
periode tersebut.  
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Di wilayah pendudukan, seperti Jakarta, alat pembayaran yang diakui secara sah 
menurut pemerintah Belanda adalah uang-uang yang diterbitkan oleh DJB, uang 
invasi Jepang, dan uang NICA. Sementara uang yang sah digunakan merupakan uang 
DJB, uang Hindia Belanda, dan uang Jepang, yang kemudian setelah ORI beredar alat 
pembayaran yang sah hanya ORI. Perkembangan uang beredar di daerah pendudukan 
Belanda tercantum dalah tabel berikut: 
Tabel 3.2 
Posisi Uang Beredar Tahun 1938-1950 
Juta Rp 
Akhir Periode Uang Kartal Uang Giral Uang Beredar (M1) 
1938 Maret (Taksiran) 
1947 Desember 
1948 Desember 
1949 Maret 
Juni 
September 
Desember 
240,0 
1.383,2 
1.8751,0 
1.736,1 
1.851,3 
1.882,3 
1.911,0 
180,0 
1.225,2 
1.365,2 
1.450,2 
1.465,9 
1.482,8 
1.685,5 
420,0 
1.608,4 
3.116,2 
3.186,3 
3.317,2 
3.365,1 
3.596,5 
Sumber: De Javasche Bank, Laporan Tahun Pembukuan
47
  
Karena masa perang, data yang dimulai pada tahun 1938 hingga tahun 1946 
terputus, sehingga seri data secara teratur baru dapat dimulai pada tahun 1947. 
Namun, diluar tabel tersebut telah disebutkan diatas bahwa uang yang beredar pada 
tahun 1946 sebesar f 1.007 juta. Peredaran uang yang meningkat antara lain 
disebabkan oleh: 
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Tabel 3.3 
Faktor yang Mempengaruhi Meningkatnya Peredaran Uang 
Juta Rp 
Faktor-faktor yang mempengaruhi Posisi Akhir Perubahan 
1947 1948 1949 1948 1949 
1. Peredaran uang pemerintah 
2. Pemberian kredit kepada pemerintah 
oleh Bank-bank 
3. Pemberian kredit kepada perusahaan 
olah Bank-bank 
4. Persediaan emas dan devisen 
5. Pelbagai rekening dan kepunyaan 
sendiri urusan bank 
6. Rekening harga lawan E.C.A 
979,2 
651,9 
 
290,9 
 
722,3 
-35,9 
 
- 
1034,5 
1140,9 
 
271,1 
 
803,2 
-90,7 
 
-42,8 
1135,7 
1502,9 
 
316,3 
 
1054,9 
-112,7 
 
-192,3 
+55,3 
+489,0 
 
-19,8 
 
+80,9 
-54,8 
 
-42,8 
+100,2 
+362,0 
 
+45,0 
 
+251,7 
-22,0 
 
-149,0 
Jumlah uang beredar 2608,4 3116,2 3704,8 +507,8 +588,6 
Sumber: De Javasche Bank, Laporan Tahun Pembukuan 1949-1950
48
 
 Faktor-faktor yang mempengaruhi ekspansi uang pada masa revolusi, karena 
ekspansi uang yang beredar tersebut digunakan untuk membiayai defisit keuangan 
negara dan bukan penciptaan untuk pembiayaan sektor-sektor yang langsung 
produktif, maka ekspansi uang yang beredar memberi dampak inflasi yang tinggi. 
Inflasi semakin tinggi sejak diedarkannya uang NICA oleh tentara Belanda di daerah 
pendudukan, yang kemudian pemerintah RI mengedarkan mata uang Oeang 
Repoeblik Indonesia (ORI) pada tanggal 30 Oktober 1946. Kemudian, untuk daerah 
yang belum memungkinkan diedarkan ORI, atas dasar persetujuan presiden, beberapa 
daerah di Indonesia mencetak mata uang yang dikenal dengan Oeang Repoeblik 
Indonesia Daerah (ORIDA). Jadi, pada masa tersebut wilayah Indonesia beredar mata 
uang Jepang, mata uang DJB, mata uang Hindia Belanda, mata uang NICA, ORI dan 
ORIDA. 
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2. Menipisnya Cadangan Devisa49  
Lalu lintas perdagangan dan pembayaran luar negeri, dalam periode perjuangan 
berlaku rezim devisa yang oleh pemerintah Hindia Belanda diatur berdasarkan 
Deviezen Ordonanntie 1940 dan Deviezen Verordening 1940.
50
 Ciri pokok rezim 
devisa tersebut adalah devisa dan emas hanya boleh dimiliki oleh negara. Individu 
dan perusahaan tidak dibenarkan menguasai devisa. Oleh karena itu, eksportir harus 
menyerahkan valuta asing yang dihasilkan dari hasil ekspor kepada Dana Devisa 
yang beroperasi di bawa Direksi DJB. Sebaliknya, importir hanya memerlukan devisa 
dapat memperolehnya dari Dana Devisa dengan seizin badan pemerintah yang 
berwenang, yaitu Nederlandsch Indisch Deviezen Instituut (NIDI) atau pada waktu 
pendudukan Belanda diganti menjadi Deviezen Instituut Voor Indonesie (DIVI).
51
 
Setelah kemerdekaan, kondisi ekonomi adalah buruk baik secara mikro dan 
makro. Selain karena sebagian peninggalan penjajahan, perekonomian Indonesia 
yang bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan seperti, karet, kopi, tembakau, 
teh, dan gula. Merosotnya produksi pertanian terjadi hampir semua komoditi yang 
mengakibatkan ekspor turun dan cadangan devisa berkurang. Inflasi yang tinggi juga 
mengakibatkan daya saing ekspor menurun dan berpengaruh langsung terhadap 
penurunan ekspor. Perang dan perjuangan kemerdekaan yang berlangsung cukup 
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lama mengakibatkan kerusakan dan menurunnya produksi komoditi ekspor utama 
Indonesia. Selain itu, komoditi ekspor tersebut di pasaran dunia kurang dapat 
bersaing karena tingginya biaya produksi di dalam negeri. Perkembangan tersebut 
menyebabkan menurunnya penerimaan ekspor dengan tajam pada tahun 1946 dan 
1947 bila dibandingkan dengan 1941.
52
 Menipisnya cadangan devisa dapat dilihat 
pada grafik dibawah ini. 
Grafik 3.1. 
Devisa Indonesia Berdasarkan Neraca Perdagangan Tahun 1936-1949 
Grafik dibuat oleh penulis dengan sumber data: De Javasche Bank, Laporan 
Tahunan Pembukuan 1949-1950
53
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Defisit neraca perdagangan yang baru terjadi sesudah masa perjuangan fisik 
tercemin terutama pada terjadinya posisi negatif cadangan devisa. Devisa negara 
mencapai angka terendah, yaitu minus 471 juta rupiah pada tahun 1947. Sebenarnya, 
pada masa awal kemerdekaan, wilayah RI memiliki banyak sumber daya alam 
pertanian yang sangat dibutuhkan berbagai negara di dunia, terutama setelah Perang 
Dunia II berakhir. Cadangan devisa akan sangat membantu perekonomian sebuah 
negara sebagai cadangan yang digunakan ketika kas negara kosong. 
Blokade laut tersebut adalah suatu ofensif ekonomi Belanda yang melarang dan 
menghalangi Republik mengadakan hubungan dagang dengan luar negeri atau usaha 
Belanda menutup pintu keluar masuk perdagangan RI oleh angkatan laut Belanda. 
Adapun jumlah barang-barang yang dapat diekspor ke luar negeri sangat terbatas. 
Alasan Belanda ialah bahwa mereka menganggap berdasarkan Pasal 15 Perjanjian 
Linggajati masih mempunyai kekuasaan de jure atas wilayah Republik
54
, sehingga 
hasil kebun dari penduduk wilayah Republik jika ingin dipasarkan keluar negeri 
harus melalui pihak Belanda. Caranya dengan memblokade jalan laut dari wilayah 
Indonesia. Apabila sistem pembatasan perdagangan luar negeri Belanda ini dilangar, 
dengan mengadakan perdagangan langsung ke luar negeri, maka oleh Belanda 
dinamakan “penyelundupan”, yang nantinya akanditindak oleh pihak Belanda. 
Blokade ekonomi ini diumumkan melalui keputusan Letnan Gubernur Jenderal van 
Mook tertanggal 28 Januari 1947 No. 21 (Lembaran Negara Hindia Belanda No. 17) 
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yang melarang angkutan barang dari dan masuk ke daerah pabean “Hindia-Belanda”, 
dan surat keputusan tersebut dinyatakan berlaku sejak 29 Januari 1947.
55
 Wilayah 
laut yang dimasukkan dalam blokade ekonomi dalam surat keputusan tersebut dibagi 
dalam dua wilayah, yaitu: 
1. Di daerah sebelah timur Meridian 116 , dilarang mengangkut bahan makanan 
yang penting dan alat-alat untuk membangun beserta barang-barang militer. 
2. Di sebelah barat garis  Meridian 116  dan dari sebelah barat ke sebelah timur 
garis itu dan sebaliknya, dilarang mengangkut bahan-bahan makanan, mesin-
mesin, dan suku cadang barang-barang yang dapat digunakan untuk keperluan 
militer, beserta emas, dan perak.
56
 
Bahwa blokade ekonomi ditujukan kepada daerah kekuasaan dan perdagangan 
Republik dapa dibaca dari larangan lalu-lintas perdagangan sebelah barat maupun 
sebelah timur Meridian 116 . Sebagai pelaksana dari ofensif ekonomi ini Angkatan 
Laut Belanda memblokade secara ketat pelabuhan-pelabuhan Republik Indonesia. 
Terdapat tiga alasan yang digunakan pemerintah Belanda untuk mengeluarkan 
peraturan-peraturan blokade, antara lain: 
a. Mencegah dimasukkannya senjata-senjata dan alat militer lainnya ke wilayah 
Indonesia 
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b. Mencegah dikeluarkannya barang-barang yang dikatakan kepunyaan 
perkebunan-perkebunan asing 
c. Melindungi bangsa Indonesia daripada diperintah kembali oleh bukan bangsa 
Indonesia.
57
 
Akibatnya, barang-barang yang tidak dapat di ekspor, terpaksa di bumihanguskan. 
Disisi lain, Indonesia kekurangan barang-barang impor seperti tekstil dan obat-
obatan. Sehingga devisa negara semakin defisit. Kehidupan pokok hanya bersandar 
pada produksi petani. Pada masa ini, banyak kehidupan para pejuang terutama di 
kota-kota besar, mendapat bahan makanan secara suka rela dari para petani pedesaan. 
Maka, pada masa perjuangan ini, jasa para petani di pedesaan tidak boleh dilupakan. 
Penyelamatan kelaparan kota oleh petani pedesaan, juga terjadi di Jakarta. 
  Kurangnya makanan pokok di Jakarta, membuat bencana kelaparan dan wabah 
penyakit menjalar di Jakarta. Pada satu sisi, pemerintah RI mampu 
mengorganisasikan distribusi makanan pokok penduduk melalui penguasaan area 
lumbung beras Karawang di sebelah timur Jakarta. Meskipun, usaha ini sering 
mendapat kesulitan akibat pencegatan oleh tentara NICA, distribusi kebutuhan 
kebutuhan beras di Jakarta cukup terpenuhi oleh perjuangan suka rela petani 
Karawang. 
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3. Kekosongan Kas Negara58 
Neraca perdagangan dan rendahnya devisa negara pada masa setelah 
kemerdekaan yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya merupakan salah satu 
penyebab kekosongan kas negara. Sejak kemerdekaan diproklamasikan Republik 
Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah RI mempunyai tugas untuk 
mengkonsolidasi dan menyempurnakan alat-alat penghubung dalam pemerintahan 
yang hampir tidak terpikul karena sangat berat dan besarnya. Hal ini disebabkan 
turunnya produksi masyarakat secara tajam, hancurnya alat-alat produksi akibat 
perang, pembiayaan perang, serta hiperinflasi. 
Sumber pembiayaan defisit keuangan negara bagi pemerintah Republik Indonesia 
dalam periode tahun 1945-1949, dapat dikemukakan bahwa sebelum dikeluarkan dan 
diedarkannya Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) pemerintah membiayai pengeluaran-
pengeluaran pemerintah dengan memanfaatkan dana yang tersedia pada Fonds 
Kemerdekaan Indonesia (FKI) yang dibentuk Jawa Hokokai pada tahun 1944 untuk 
membantu Jepang dalam perang.
59
 FKI memobilisasi sumbangan dari masyarakat 
Indonesia berupa uang dan barang-barang perhiasan. Sejak saat Republik Indonesia 
merdeka, pemerintah menggunakan dana tersebut untuk membiayai kegiatan 
perjuangan, seperti perampasan senjata jepang, pengiriman kurir, atau pencetakan 
bendera merah putih.  
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Kekosongan kas negara semakin nyata ketika dana FKI mulai habis, pada saat itu 
Republik Indonesia sangat membutuhkan dana guna pemindahan pemerintahan ke 
Yogyakarta. Sehingga, pemerintah mengirim aset FKI lainnya berupa emas dan 
candu ke Singapura dan Manila untuk dijadikan devisa guna membiayai 
pembangunan kantor-kantor dan kegiatan perjuangan pemerintah di luar negeri.
60
 
Ditambah lagi dengan banyaknya utang pemerintah Belanda yang harus dibayarkan 
Republik pasca pengakuan kedaulatan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB).  
Defisit anggaran dari tahun ke tahun pada masa revolusi, membuat pendudukan 
Belanda di beberapa wilayah di Indonesia mengharuskan Belanda mencari pinjaman 
dana ke beberapa negara di dunia. Hutang-hutang tersebut yang harus ditanggung 
Indonesia, yang pada masa itu telah mengalami kekosongan kas negara. 
Tabel 3.4 
Hutang Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia 1 Januari 1950 
Juta Rp 
Jangka waktu Posisi 
Jangka Panjang 
3
 1
/2   Pinjaman 1935 
3   pinjaman koperasi 1937 
3   pinjaman 1937A 
3   Nationale Werkelijke Schuld 1896 
3   Nederland 1962-1964 
3   Pinjaman di Nederland Bank dan di De Javasche Bank 
Jumlah 
Pinjaman-pinjaman dari negara lain 
Bidang ekspor-import U.S.$ 15.000.000,- 
Kredit barang kelebihan U.S.$ 62.550.412,- 
Kredit Kanada Can $ 15.452.188,21 
Kredit Australia A. . 8.500.000,- 
Jumlah 
 
f 36,7 
f  90,0 
f  616,2 
f  3,3 
f 79,9 
f  44,6 
f  870,7 
 
f  57,0 
f  237,7 
f  53,4 
f  72,4 
f  420,5 
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Pinjaman jangja pendek dari Nederland 
Swing British Monetarir Accoord 5.000.000,- 
Swing rekening C 
Saldo Debet Rekening HG/HI 
Saldo Debet Rekening Bretton Woods 
(berhadapan dengan aktiva istimewa) 
Jumlah 
f  53,5 
f  40,0 
f  80,0 
 
f  95,0 
f  268,5 
Jumlah seluruhnya dalam uang Indonesia f  1.559,7 
Sumber: De Javasche Bank, Laporan Tahun Pembukuan 1949-1950
61
 
Pada akhir tahun 1949, hutang luar negeri penguasa pendudukan Belanda 
mencapai f 3.559,7 juta, dengan jumlah f 1.559,7 juta yang dibebankan pada Republik 
Indonesia. Selain itu, pemerintah Republik Indonesia masih dibebani hutang jangka 
pendek sebesar f 2.859 juta yang merupakan hutang lancar penguasa pendudukan 
Belanda untuk membiayai defisit keuangan sebelum tahun 1949. Dengan demikian, 
keseluruhan utang yang menjadi beban Pemerintah Republik Indonesia mencapai f 
4.418,7 juta atau USD 1.159,1 juta. 
4. Melambungnya Harga Kebutuhan62  
Berdasarkan pasal 7 Undang-undang No. 19 Tahun 1946 tanggal 25 Oktober 
1946 tentang pengeluaran ORI, pemerintah memberi wewenang kepada Menteri 
Kemakmuran untuk menetapkan harga barang-barang penting dengan ancaman 
penjara dan/atau denda. Wewenang penetapan harga tersebut dilaksanakan denan 
Peraturan Pemerintah No. 54 tanggal 28 Oktober 1948 tentang penetapan Harga di 
Beberapa Daerah di Pulau Jawa. Pemerintah juga melakukan pemantauan secara 
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berkala perkembangan harga-harga tersebut di pasar. Berdasarkan pemantauan harga 
pada bulan Januari 1947, harga bahan makanan dalam tiga bulan meningkat 
dibanding dengan penetapan harga oleh Pemerintah pada saat pengeluaran ORI pada 
Oktober 1946 yang berkisar pada 65% untuk harga garam sampai tingkat tertinggi 
1.033% untuk harga beras. Dalam jangka waktu 21 bulan antara periode pemantauan 
Januari 1947 hingga Oktober 1948, terjadi kenaikan harga yang sangat tinggi, yaitu 
harga gula pasir naik 445% dan harga daging sapi naik dengan 2.700%.
63
  
Di daerah pendudukan, seperti Jakarta kenaikan harga sedikit rendah karena 
terbantu oleh tersedianya barang-barang dalam jumlah yang memadai. Barang-barang 
impor yang penting baik sandang maupun pangan dapat dibeli dari instansi dan 
perusahaan yang ditunjuk dengan harga yang diawasi tersebut sudah lebih mahal dari 
650% daripada harga sebelum perang. Di pasar bebas Jakarta, harga bahan makanan 
pada bulan Oktober 1947 diperkirakan lebih mahal 200% dari harga-harga barang 
yang diawasi dan untuk barang-barang lain, harganya sekitar 300-500% dari harga 
yang diawasi.
64
  
Sebab utama kenaikan harga tersebut adalah banyaknya mata uang yang beredar, 
inflasi, menipisnya devisa, blokade laut oleh Belanda, dan kekosongan kas negara. 
Selain meningkatnya harga, kelangkaan bahan makanan juga terjadi di beberapa 
wilayah di Indonesia. Misalnya saja laporan kepolisian Malang pada Januari 1947, 
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akibat semakin tingginya harga-harga barang kebutuhan, karena musim paceklik 
antara bulan Januari sampai Maret, bangkrutnya beberapa perusahaan karena masalah 
keuangan, dan infiltrasi musuh yang hendak mengacaukan keamanan dan 
perekonomian dalam negeri, sehingga menimbulkan berbagai tindak kriminal, antara 
lain, perusakan tanaman ketela, perampokan rumah warga, pencurian hasil sawah 
atau tegalan (padi, jagung), dan penyerobotan hutan yang menimbulkan kerusuhan.
65
  
 Adanya pembatasan harga barang-barang pokok ini berlaku hampir di seluruh 
wilayah Republik Indonesia, namun dengan adanya pembatasan harga, barang 
kebutuhan pokok semakin sukar ditemukan atau mengalami kelangkaan. Kelangkaan 
bahan-bahan pokok disertai lonjakan harga yang semakin mencekik leher masyarakat 
membuat situasi ekonomi Republik Indonesia semakin kacau. Bencana kelaparan dan 
gizi buruk terjadi di beberapa wilayah di Jakarta. Kekacauan inilah yang diharapkan 
Belanda, agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Repulik menyusut dan 
kemudian hilang. Belanda berharap rakyat Indonesia menganggap pemerintah 
Republik Indonesia tidak dapat mengatur sebuah ekonomi negara yang baru merdeka. 
Namun, pemerintah Republik Indonesia terus berusaha memperbaiki perekonomian 
dengan meminta bantuan bank dan segenap dukungan rakyat Indonesia.  
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BAB IV 
DAMPAK SOSIAL EKONOMI PENGGUNAAN ORI DAN NICA TERHADAP 
KEHIDUPAN MASYARAKAT JAKARTA 
A. Bidang Ekonomi 
1. Mata Uang sebagai Lambang Kemerdekaan Secara Ekonomi 
Menurut Hukum Internasional yang berlaku hingga sekarang, agar suatu wilayah 
dapat disebut negara harus mempunyai ciri-ciri umum, sebagaimana dimuat dalam 
Pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933 mengenai Hak dan Kewajiban Negara, 
sebagai berikut: 
“Negara sebagai subjek hukum internasional harus mempunyai persyaratan: 
(a) wilayah yang tetap, (b) penduduk yang permanent, (c) pemerintahan, dan 
(d) kemampuan untuk melakukan hubungan internasional.”1 
 
Berdasarkan persyaratan tersebut melalui proklamasi kemerdekaan tanggal 17 
Agustus 1945, Indonesia telah berusaha menjadi negara dengan subjek internasional 
sesuai dengan persyaratan dalam Konvensi Montevideo 1933. Ketentuan-ketentuan 
yang menyangkut masalah-masalah hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai 
legitimasi dari Proklamasi ketentuan wilayah, maupun penentuan penduduk sebagai 
warganegara Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). 
Melalui proklamasi juga Indonesia menjadi suatu negara yang menentukan nasibnya 
                                                          
1
 Konvensi Montevideo 1933, lihat dalam Sidik Suraputra, Revolusi Indonesia dan Hukum 
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sendiri. Gagasan hak untuk menentukan nasib sendiri yang digunakan oleh negara-
negara yang dijajah di Benua Afrika dan Asia setelah Perang Dunia II menjadi 
pemantik sekaligus senjata negara terjajah lainnya untuk memerdekakan diri. Hak 
untuk menentukan nasib sedemikian dimuat dalam alinea pertama Pembukaan UUD 
1945, sebagai berikut: 
“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh 
sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai 
dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” 2 
 
 Jika kita kaji secara keseluruhan, alinea dalam pembukaan Undang-Undang 
Dasar 1945 merupakan ketentuan-ketentuan mengenai Negara Republik Indonesia 
yang dimulai dengan konsep hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai landasan 
moral untuk melepaskan diri dari negara penjajah, dan dilaksanakan melalui 
perjuangan kemerdekaan beserta proklamasi sebagai pengumuman kepada dunia 
internasional mengenai niat bangsa Indonesia untuk mendirikan Negara Republik 
Indonesia yang merdeka. 
Syarat mengenai wilayah Indonesia yang diungkapkan dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat sebagai “seluruh tumpah darah 
Indonesia”, dalam pandangan Soepomo yang mendapat dukungan Sumitro 
Kolopaking merupakan semua bekas daerah Hindia Belanda.
3
 Sedangkan untuk 
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wilayah laut, dikonsepkan oleh Muhammad Yamin yang kemudian dikenal dengan 
konsep Negara Kepualauan/Wawasan Nusantara, sebagai berikut: 
“Tanah air Indonesia ialah terutama daerah lautan dan mempunyai pantai yang 
panjang. Bagi tanah yang terbagi atas beribu-ribu pulau, maka semboyan mare 
liberum (laut merdeka) menurut ajaran Hugo Grotius itu yang diakui oleh 
segala bangsa dalam segala seketika tidak dapat dilaksanakan dengan begitu 
saja, karena Kepulauan Indonesia tidak saja berbatasan dengan beberapa 
lautan dan beribu-ribu selat yang luas atau ruang yang sempit.”4 
 
Sehingga, pada tanggal 19 Agustus 1945 panitia kemudian menetapkan daerah 
Republik Indonesia untuk sementara waktu dibagi menjadi 8 (delapan) propinsi, yang 
masing masing dikepalai oleh seorang gubernur. Propinsi tersebut antara lain: Jawa 
Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, dan 
Maluku. Sedangkan setiap Propinsi dibagi dalam karesidenan-karesidenan yang 
dikepalai oleh seorang residen, dibantu oleh Komite Nasional Daerah.
5
 
Syarat yang ketiga hukum internasional adalah harus ada penduduk yang tetap 
sebagai penduduk yang tetap sebagai anggota-anggota suatu negara. Negara yang 
baru lahir tentu mempunyai kepentingan yang besar menentukan individu-individu 
mana yang dapat dimasukkan dalam lingkungannya, agar negara tersebut dapat 
diterima oleh dunia internasional. Kewarganegaraan Indonesia kemudian diatur 
dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 26, yang berbunyi: 
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(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan 
orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai 
warga negara 
(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat 
tinggal di Indonesia 
(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan Undang-
Undang
6
 
Setelah memenuhi ketiga syarat menjadi negara yang merdeka, Indonesia 
harus memenuhi syarat keempat yaitu mendapatkan pengakuan dar negara lain. 
Strategi untuk mendapatkan pengakuan internasional pada masa itu, yang menjadi 
alasan Indonesia menyambut kedatangan Inggris, dengan harapan jika Sekutu melihat 
adanya pemerntah sipil di Indonesia yang sudah lengkap unsur kenegaraaannya, 
kecuali pengakuan secara de facto dan de jure, maka Inggris akan 
mempertimbangkan untuk tidak menyerahkan Indonesia kepada Belanda. Akan tetapi 
kemudian melalui perjanjian Civil Affairs Agreement antara Inggris dan Belanda, 
Inggris menganggap perikaian antara Indonesia dan Belanda merupakan urusan 
negeri Belanda dengan negara jajahannya. Perlawanan yang dilakukan rakyat 
Indonesia, sehingga Sekutu mulai memperhitungkan pemerintah Republik Indonesia 
dan mencoba tidak terlalu mencampuri urusan antara kedua belah pihak, bahkan 
Sekutu menawarkan diri menjadi mediasi antara RI dan Belanda. Kesediaan Republik 
Indonesia untuk berunding merupakan strategi pemerintah RI untuk mendapatkan 
pengakuan internasional dan dapat menyebarkan citra bahwa pemerintahan Indonesia 
bukan pemerintahan fasis buatan Jepang. 
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Strategi diplomatik lainnya adalah dengan menawarkan bantuan kepada Sekutu 
untuk memulangkan seluruh tawanan perang Jepang dan Belanda atau APWI. 
Tawaran tersebut diterima oleh AFNEI, karena selama ini mereka selalu 
mendapatkan gangguan dalam melaksanakan tugas. Keberhasilan tugas ini 
menunjukkan bahwa Republik Indonesia mempunyai tentara yang disiplin, dan 
berdedikasi.
7
 Disisi lain, pemulangan tawanan ini telah mempertemukan dua 
organisasi, yaitu Palang Merah Dunia dan Palang Merah Indonesia yang berada di 
bawah Departemen Sosial. Pada saat itu, Maria Ulfah Santoso (Ketua Departemen 
Sosial) bertemu dengan Lady Edwina untuk membicarkan masalah bantuan untuk 
APWI yang disalurkan melalui Palang Merah Indonesia.
8
 Suatu kepercayaan dunia 
internasional kepada Republik Indonesia pada saat itu.  
Perjanjian-perjanjian juga dilakukan Indonesia untuk memperkuat eksistensi 
Republik Indonesia di mata dunia internasional. Seperti perjanjian Hoge Veluwe, 
perjanjian Linggarjati, Renville, dan lain sebagainya. Selain itu, didirikan pula suatu 
jaringan perwakilan Republik Indonesia di bidang politik dan ekonomi. Perwakilan di 
Singapura yang dipimpin oleh Mr. Utoyo Ramelan, adalah pos pertama di luar negeri 
yang juga menjadi perantara pemerintah pusat di Yogyakarta dengan perwakilan 
Republik Indonesia lainnya seperti di Penang (Syahruddin), Bangkok (Izak Mahdi), 
Karachi (Idham), New Dehli (Dr. Sudarsono), Rangoon (Maryunani), Kabul (Mayjen 
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Abdulkadir), Kairo (H. Rasyidi), London (Dr. Subandrio), New York (L.N. Palar), 
dan Canberra (Mr. Oesman Sastroamidjoyo).
9
   
Strategi Perdana Menteri Sjahrir berikutnya adalah “Diplomasi Beras”, yaitu 
dengan pengiriman beras ke India pada November 1945 yang sedang mengalami 
bencana kelaparan pada saat itu. Pemberian beras ini tidak mungkin ditolak oleh 
Inggris, sehingga beras seberat 500.000 ton diangkut ke pelabuhan-pelabuhan yang 
dikuasai Sekutu dengan menggunakan mobil-mobil truk yang disediakan oleh 
Inggris. Kemudian, nama Indonesia mulai dikenal di dunia Internasional dan di 
kemudian hari Indialah yang banyak mengajukan masalah Republik Indonesia ke 
PBB. Indonesia juga memperoleh kemudahan berdagang dengan India, untuk 
mendapatkan bahan tekstil, benang tenun, ban mobil, dan alat-alat pertanian yang 
sangat diperlukan oleh rakyat Indonesia, bahkan sisa pembayarannya dapat 
menghidupi kegiatan kantor informasi Indonesia di India, Pakistan, dan Burma.
10
  
Dalam bidang ekonomi, ideologi ekonomi untuk sebuah negara Indonesia yang 
baru merdeka, terdapat 4 macam soal praktis, yang harus dihadapi setiap waktu, 
diantaranya pembagian urusan ekonomi, memperbesar produksi dalam segala 
lapangan, menyampurnakan cara pengumpulan dan pembagian barang-barang 
keperluan sehari-hari rakyat, dan sebuah sistem ekonomi yang mesti dijalankan oleh 
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pemerintah.
11
 Meskipun pada masa revolusi kegiatan perekonomian RI lebih 
cenderung bersifat praktis, semua hal dicurahkan untuk memenuhi kebutuhan untuk 
mencapai Indonesia merdeka, baik kepentingan politik dan militer, namun sebenarnya 
sejak awal kemerdekaan pemerintah telah membuat Perencanaan Perekonomian 
Indonesia, yang telah dipersiapkan sebelum proklamasi kemerdekaan. Perencanaan 
tersebut termaktub dalam pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945 pasal 
33 ayat 1, 2, 3 yang mewakili dari prinsip ekonomi demokratis.
12
 Wakil Presiden 
Mohammad Hatta memandang prinsip ekonomi demokratis adalah kerakyatan yang 
mengutamakan keadilan sosial yang demokratis bagi kesejahteraan bersama.  
Penerbitan uang sendiri merupakan salah satu strategi ekonomi Indonesia dalam 
memperoleh pengakuan internasional. Pemberlakuan ORI mempunyai manfaat yang 
sangat besar bagi bangsa Indonesia dalam menegakkan kemerdekaan dan pengakuan 
kedaulatan atas RI. Meskipun awalnya pengusulan pengeluaran ORI masih diragukan 
oleh Mohammad Hatta, akan tetapi setelah berdiskusi lebih lanjut dengan pemerintah 
RI menyetujui dikeluarkannya ORI yang tidak hanya sebagai alat tukar atau alat 
pembayaran yang sah melainkan juga sebagai lambang negara yang merdeka.
13
 
Beredarnya mata uang ORI mempunyai pengaruh besar dalam bidang politik. 
Perlunya pemerintah mengeluarkan mata uang sendiri dengan alasan bahwa negara 
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Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir Jilid 1 (1945-1959), (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005), h. 
32-33 
12
 John O Sutter, Indonesianisasi: Politics in a Changing Ecnomy 1940-1955, Vol II, (New York, 1959), 
h. 275 
13 “Bung Hatta Mengabdi pada Tjita-tjita Perjoangan Bangsa”, Lihat Oey Beng To, Sejarah Kebijakan 
Moneter Indonesia Jilid I (1945-1958), (Jakarta: LPPI, 1991), h. 71-72. 
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Indonesia merupakan negara baru dan karena itu perlu mencetak uang baru sebagai 
lambang negara merdeka dan berdaulat penuh terhadap kemerdekaannya. Selain itu, 
pemberlakuan ORI membuktikan ekonomi Republik Indonesia sepenuhnya dikuasai 
oleh pemerintah bukan negara asing. 
Pembelakuan ORI merupakan tanda kemerdekaan negara RI secara ekonomi. Hal 
itu dikarenakan dengan mencetak uang sendiri dapat membuktikan bahwa bangsa 
Indonesia telah berdiri sendiri dan dipimpin oleh bangsa sendiri. Selain itu, dengan 
mengeluarkan ORI memperlihatkan suatu etikad pemerintah untuk meletakkan dasar 
kemakmuran rakyat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Tujuannya untuk 
menjadikan kemakmuran rakyat sebagai pedoman dalam menjalankan roda 
pemerintah RI.
14
 Sejalan dengan pemberlakuan ORI pula, pemerintah menjalankan 
politik perbaikan upah dan perbaikan harga barang-barang penghasilan tani. 
Pemerintah RI telah berusaha mengambil segala tindakan yang bukan saja untuk 
menjaga harga uang, tetapi juga mengurangi secara berangsur-angsur jumlah uang 
yang beredar di masyarakat. Etikad baik pemerintah ini terlihat masyarakat sehingga 
dikeluarkannya ORI disambut baik oleh rakyat, meskipun ORI dikeluarkan dengan 
hampir tak ada jaminan apapun. 
Pemberlakuan ORI membuat kemerdekaan Indonesia menjadi lebih lengkap. Pada 
saat diberlakukannya ORI dan tidak lagi berlakunya uang Jepang sedikit merugikan 
                                                          
14 Mohammad Hatta, “Keloearnja Oeang Repoeblik Hari Bersedjarah: Pidato Wakil Presiden Pd Tgl 29 
Okt”, dalam Merdeka, 31 Oktober 1948 
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masyarakat dalam proses pemberlakuannya, namun pemberlakuan ORI tetap berjalan. 
Adanya ORI juga dimaksudkan agar lebih cepat ORI dikeluarkan dan uang Jepang 
ditarik dari peredaran di masyarakat, maka keadaan akan menjadi lebih baik. 
Apabila pemerintah RI tidak segera mencetak uang ORI dan segera 
memberlakukannya pada saat itu, kemungkinan banyak orang yang masih meragukan 
bahwa negara RI benar-benar sudah bebas dari penjajahan Belanda dan merdeka 
dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini seperti yang dilakukan oleh pihak 
Belanda pada saat ingin membuktikan bahwa kekuasaan Belanda masih ada setelah 
17 Agustus 1945 adalah dengan mencetak dan mengedarkan mata uang NICA atau 
mata uang merah dalam peredaran di masyarakat setelah Jepang kalah terhadap 
Sekutu. Walaupun dalam peredarannya tidak jarang menimbulkan suatu bentrokan 
antara pedagang dengan pembayar atau pengguna uang NICA.
15
   
Adanya pemberlakuan ORI membuat jiwa rakyat Indonesia lebih erat dengan 
adanya ORI tersebut, semakin bertambah kepercayaanya akan kedudukan negara 
Indonesia sebagai negara yang merdeka. Bagi sebagian besar rakyat tidak mudah 
menanamkan arti mempunyai bendera sendiri, bahasa sendiri maupun lagu sendiri 
yang merupakan tanda dan arti bahwa Indonesia sudah menjadi negara yang merdeka. 
Namun dengan memegang, melihat dan menggunakan ORI dalam kehidupan sehari-
                                                          
15 Soemanang, “Oeang Repoeblik”, dalam Kedaulatan Rakjat, edisi 28 Oktober 1946. 
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hari secara sederhana rakyat dapat melihat dan merasakan bahwa Indonesia sudah 
menjadi negara yang merdeka penuh.
16
 
Berlakunya ORI juga memperlihatkan identitas bangsa Indonesia yang terlihat 
dari penggambaran dinamika perjuangan dan ciri bangsa Indonesia dalam perwujudan 
fisik sebuah mata uang baik kertas maupun logam. Selain itu, kepercayaan rakyat 
terhadap uang sangat berkaitan dengan kekuatan negara dalam menginginkan dan 
mempertahankan kemerdekaan. Banyak rakyat bangga menggunakan ORI dalam 
kehidupan mereka dan menolak menggunakan uang NICA. Hal ini merupakan bentuk 
keinginan rakyat yang benar-benar menginginkan suatu kemerdekaan penuh dalam 
segala aspek kehidupan.
17
 Antusias rakyat terhadap pemberlakuan ORI tidak terduga 
terlihat dari banyak pedagang-pedagang yang menawarkan dagangannya asal dibayar 
dengan ORI, melihat ORI dengan ketetapan hati bahwa tanah tumpah darahnya 
benar-benar sudah merdeka.
18
 
Negara baru dengan segala cita-cita dan semangatnya seakan-akan menjelma 
dalam tiap-tiap lembaran uang kertas tersebut. Gelombang rasa bangga disertai 
kesadaran akan negaranya meliputi seluruh masyarakat. Lebih nyata sekarang bagi 
rakyat melihat wujud negaranya yang selama itu hanya terbayang-bayang agak jauh. 
Membuat rakyat semakin bertambah tebal rasa kenegaraan dan rasa solidaritas 
                                                          
16 “Kesan² Sekitar Beredarnja Oeang Repoeblik: Oeang Kita Mempoenjai Kekoeatan Gaib Oentoek 
Rakjat Djelata”, dalam Merdeka, 1 November 1946, h. 1. 
17 “Hormati Oeang Repoeblik Kita”, dalam Merdeka, 31 Oktober 1946, h. 2 
18 “Kesan² Sekitar Beredarnja Oeang Repoeblik: Oeang Kita Mempoenjai Kekoeatan Gaib Oentoek 
Rakjat Djelata”, Loc. Cit., 
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masyarakat terhadap pemerintah dengan adanya ORI tersebut. Dengan demikian 
dapat dikatakan bahwa pemberlakuan ORI menjadi suatu lambang negara merdeka 
serta sebagai alat untuk memperkenalkan negaranya kepada khalayak umum. 
2. ORI Merupakan Alat Pembiayaan Revolusi 
Revolusi adalah urusan yang memerlukan biaya, tidak hanya untuk menyediakan 
alat perlengkapan militer, tetapi juga untuk menjalankan roda pemerintahan, termasuk 
kegiatan diplomatik. Selama empat tahun perjalanan revolusi (1945-1949) perjuangan 
fisik dan perjuangan diplomasi tidak dapat dipisahkan. Kesulitan ekonomi setelah 
pendudukan Jepang yang menguras sumber daya alam dipersulit dengan suasana 
perubahan zaman yang cepat. Selain itu juga adanya ancaman kembalinya kekuatan 
kolonialisme Belanda. Keadaan seperti ini menyebabkan hampir semua kegiatan 
ekonomi Indonesia menjadi macet.
19
 Sementara itu, untuk melaksanakan sebuah 
revolusi kemerdekaan diperlukanlah suatu pembiayaan yang bersifat finansial. 
Sumber-sumber dana untuk membiayai negara Indonesia ketika zaman revolusi 
terbagi menjadi dua, yaitu berupa sumbangan dari rakyat dan sumbangan dari dunia 
internasional, selain karena sumber alam (perkebunan, dan pertambangan yang 
merupakan sisa-sisa peninggalan Belanda dan Jepang).
20
 Revolusi didanai dengan 
penerbitan mata uang sendiri yaitu dengan penerbitan ORI, selain dengan fonds 
                                                          
19
 Mestika Zed, Ekonomi Indonesia pada Masa Revolusi: Mencari Dana Perjuangan (1945-1950) dalam 
Denyut Nadi Revolusi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 243 
20
 Op. Cit., Farida Ariyani, h. 46 
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kemerdekaan, pajak kemerdekaan, sumbangan sukarela masyarakat, perkebunan dan 
pertambangan, serta candu. 
a. Fonds Kemerdekaan  
Transformasi menjadi sebuah negara baru, membuat Indonesia haruslah 
mampu membiayai sendiri semua keperluan negaranya. Maka pada tanggal 21 
Agustus 1945 dibentuklah Fonds Kemerdekaan Indonesia, yang diketuai oleh 
Mohammad Hatta.
21
 Fonds Kemerdekaan Indonesia, merupakan sebuah badan 
pengumpul dan pengurus harta benda yang disumbangkan rakyat. Awalnya 
dirikan oleh Jepang yang bernama Fonds Perang dan Kemerdekaan, yang 
diketuai oleh Ir. Soekarno dan bertujuan untuk membantu Perang Asia Timur 
Raya. Pemerintah Pendudukan Jepang yang semakin terdesak oleh serangan 
Sekutu semakin memperburuk kondisi Jepang pada masa itu. Pemenuhan 
kebutuhan Jepang akan tenaga manusia dan benda dipusatkan di Pulau Jawa, 
dan Madura. Karena untuk mengerahkan massa dan mengumpulkan benda-
benda berharga untuk kepentingan perang Asia Timur Raya, Jepang 
menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia asalkan rakyat Indonesia 
membantu Jepang segenap jiwa dan raga baik harta maupun nyawa.
22
   
Rakyat memberikan sumbangan secara suka rela kepada Fonds Perang dan 
Kemerdekaan bukan karena rasa simpatik terhadap Jepang, melainkan karena 
                                                          
21
 Op. Cit., Oey Beng To, h. 28 
22
 Ruaidah, “Fonds Perang dan Kemerdekaan di Jakarta pada Masa Pendudukan Jepang”, dalam 
Skripsi Universitas Indonesia, (Depok: UI, 2002), h. 30 
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adanya rasa keinginan merdeka yang sangat tinggi. Setelah kekalahan Jepang 
dalam Perang Dunia II pada 15 Agustus 1945, dana tersebut digunakan untuk 
pembiayaan badan-badan perjuangan untuk kepentingan mempertahankan 
kemerdekaan Indonesia. 
b. Pajak 
Pajak pada zaman revolusi lebih ditentukan oleh penguasa otoritas daerah 
tertentu, agar lebih efektif. Dalam keadaan ekonomi perang, ada Undang-
Undang yang memperbolehkan pemerintah memungut “pajak perang” guna 
mendukung penyediaan dana bagi keperluan perang. Undang-Undang itu 
semula dikenal dengan Ordonansi Oorlogwinsteblasting (UU pajak untuk 
perang) pada tahun 1939, selanjutnya menjadi UU pajak perang pada tahun 
1941. Kemudian diperbarui lagi pada tahun 1944 dan 1949.
23
 
Biasanya penduduk akan dipungut 10% dari hasil panen, guna membantu 
perjuangan.
24
 Pungutan ini dikenal dengan “pajak perang” atau iuran perang. 
Pengumpulannya dikoordinasikan oleh perkumpulan wanita yang bertugas 
memasak, menjaga para prajurit dan keluarga mereka. Mereka menjadi 
perantara dalam mengumpulkan dan menyalurkan makanan bagi tentara, 
memberikan perawatan di rumah sakit militer dan sipil, serta di dapur umum. 
                                                          
23
 Arsip Nasional Republik Indonesia, Arsip Kementrian Penerangan, tentang Perubahan Peraturan 
Pajak Perang 
24
 Pungutan hasil panen ini hanya berlaku di wilayah Jawa, dan Madura serta beberapa daerah di 
Sumatera. Hal inipun masih relatif, tergantung dengan kebijakan penguasa setempat. 
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c. Perkebunan dan pertambangan 
Perkebunan gula merupakan komoditi ekspor utama sehingga hasil ekspor 
inilah yang menjadi salah satu sumber pembiayaan revolusi. Selain hasil 
perkebunan, hasil tambang juga merupakan sumber pembiayaan yang perlu 
diperhitungkan. Sumber daya mineral yang telah ditambang adalah minyak, 
batu bara, dan emas. Pertambangan yang ada tidaklah lepas dari usaha swasta 
milik Belanda yang diteruskan oleh Jepang yang diambil alih pihak Republik. 
d. Candu  
Pada tahun-tahun terakhir dari perjuangan itu, komoditi perdagangan yang 
paling penting adalah candu. Pada permulaan tahun 1948, pemerintah 
Republik di Yogyakarta mengirimkan beberapa ton candu kepada pemerintah 
di Sumatera yang menyimpannya di Kampung Cina. Keuntungan penjualan 
terutama digunakan untuk membeli senjata, pakaian, dan juga untuk membeli 
suku cadang bagi angkatan udara Republik. 
Selain, dari sumber pendanaan tersebut, percetakan ORI menjadi salah satu 
sumber pendanaan revolusi yang sangat berpengaruh. Sebagian besar pengeluaran 
uang guna memenuhi kebutuhan keuangan negara. Dalam fungsinya sebagai alat 
pembiayaan Revolusi terhadap Belanda. ORI dapat disamakan dengan “continental 
money” (disebut juga “greenback”), yang dikeluarkan oleh negara-negara koloni di 
Amerika Serikat selama “War of Independent” terhadap kerajaan Inggris (1776-
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1783). Mengenai uang tersebut, Professor J.K. Galbraith mengatakan dalam 
bukunya,
25
 bahwa uang kertas yang dikeluarkan oleh negara-negara bekas koloni 
itulah yang sesungguhnya membiayai revolusi Amerika. Pinjaman-pinjaman yang 
dilakukan di luar negeri tidak banyak artinya. Pinjaman-pinjaman tersebut lebih 
banyak simbol saja. 
Persamaan ORI dengan uang kertas Amerika Serikat dalam membiayai revolusi 
pada batas-batas tertentu, berlaku pula terhadap stabilitas nilai dari kedua uang 
tersebut. Dalam 1781 “continental money” (yang mulai diedarkan 1776) mempunyai 
nilai hanya 1/1000 (satu per seribu) dari nilai awalnya. Begitu juga stabilitas ORI pun 
tidak dapat bertahan lama. Berbagai faktor telah menyebabkan nilainya turun dengan 
sangat drastis dalam waktu yang singkat, meskipun tidak sehebat kemerosotan nilai 
“continental money” dari Amerika Serikat.     
3. Dualisme Alat Pembayaran di Daerah Pendudukan 
Pemberlakuan mata uang sebagai alat pembayaran sekaligus sebagai 
representasi keberpihakan masyarakat terhadap sistem yang berkuasa saat itu. Selain 
permasalahan politik, sosial, dan budaya, permasalahan ekonomi yang telah 
dijelaskan pada bab sebelumnya, merupakan hal-hal yang menjadi perhatian 
pemerintah. Selain hiperinflasi, rendahnya cadangan devisa, kekosongan kas negara 
dan melambungnya harga kebutuhan sehari-hari, permasalahan terkait pengeluaran 
                                                          
25Op. Cit., Oey Beng To, h. 70 
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juga mewarnai kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia khusunya di daerah 
pendudukan, seperti Jakarta.   
Jakarta sebagai daerah yang secara administratif menjadi kekuasaan Republik, 
sedangkan secara militer diduduki oleh NICA membuat dualisme kepemimpinan 
yang kerap membuat masyarakat Jakarta bingung. Hal tersebut dibuktikan dengan 
penggunaan mata uang di Jakarta. Pertarungan antara mata uang Republik dengan 
mata uang NICA di Jakarta merupakan dualisme alat pembayaran yang 
merepresentasikan keberpihakkan masyarakat Jakarta terhadap kepemimpinan yang 
berkuasa pada saat itu. Berbagai upaya tentara Belanda dilakukan agar rakyat Jakarta 
tidak lagi menggunakan uang republik. Mulai dari cara paling halus hingga 
menggunakan kekerasan yang berujung pada kekerasan. 
Sebenarnya kesulitan ini telah dapat dikurangi dengan terselenggaranya 
Perjanjian Linggarjati antara Republik Indonesia dengan Belanda tanggal 19 
November 1946, perjanjian ini antara lain menyepakati bahwa penduduk di daerah 
konflik (salah satunya adalah Jakarta), boleh menggunakan kedua jenis uang sebagai 
alat tukar,
26
 dengan poin perjanjian antara lain sebagai berikut: 
 
 
                                                          
26
 Mestika Zed, dkk, Aspek Sosial Ekonomi Zaman Revolusi, dalam Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 
VI: Perang dan Revolusi, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2012), h. 352  
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I. Didalam daerah2 jang didoedoeki Sekoetoe di Djawa dan Soematera dan 
didalam daerah2, jang dikatakan daerah peminggir, jang dibawah 
pengawasan Pemerintah Repoeblik Indonesia, terhadap mempoenjai 
oeang Repoeblik Indonesia dan atau oeang Hindia Belanda, tidak akan 
diadakan peratoeran hoekoeman dan atau tidak akan dtoentoet. 
II. Didalam daerah2 terseboet dalam pasal I, tidak boleh diadakan paksaan 
oentoek menerima oeang masing-masing. Berarti: perdagangan, pasar 
didalam daerah2 itoe bebas.
27
 
 
Hasil perundingan tersebut membuat suatu kebebasan memilih rakyat Jakarta 
untuk menggunakan mata uang yang mereka sukai, tanpa adanya hukuman atau 
tuntutan. Meskipun realisasi perjanjian tersebut tidaklah seperti hasil yang disetujui 
kedua belah pihak. 
4. Hilangnya Uang Kecil28 dari Peredaran  
Pengeluaran ORI secara resmi pada tanggal 30 Oktober 1946, merupakan 
salah satu usaha pemerintah dalam memperbaiki keterpurukan ekonomi Indonesia 
pada masa itu. Hiperinflasi yang dirasakan masyarakat Indonesia saat itu, disebabkan 
oleh uang Jepang sebagai salah satu mata uang yang berlaku sebelum penerbitan ORI 
jumlahnya tidak terkendali. Pengeluaran ORI sebagaimana yang telah dijelaskan 
diatas, bukanlah akhir dari suatu penyelesaian masalah ekonomi yang ada. Namun, 
setidaknya dengan pengeluaran ORI, pemerintah akan dapat mengetahui seberapa 
                                                          
27
 “Pemakaian Oeang Hindia Belanda didaerah Serikat dan Peminggir ditentoekan, tidak akan 
diadakan toentoetan maoepoen hoekoeman”, dalam Surat Kabar Merdeka, Edisi No. 352, 20 
November 1946. Lihat lampiran 20 
28
 Uang kecil yang dimaksud disini adalah mata uang ORI yang bernilai kecil, yaitu yang bernilai 1 Sen, 
5 Sen, 10 Sen, ½ Rupiah, dan 1 Rupiah 
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banyak uang yang beredar, dilihat berdasarkan keadaan produksi, dan penetapan 
harga barang. 
Penetapan harga barang, khususnya harga barang kebutuhan pokok secara 
serentak merupakan suatu keharusan untuk pasar-pasar di Indonesia. Misalnya, 
penetapan harga beras @ 15 sen/kg yang berdasarkan atas nilai uang dari satu rupiah 
ORI. Namun, keberhasilan ini hanya sementara, keadaan barang kebutuhan pokok 
menjadi tidak terkendali dan sangat fluktuatif dalam rentang relatif waktu yang 
singkat. Peperangan dan agresi militer Belanda, membuat penetapan harga tidaklah 
lagi digunakan oleh masyarakat. Pengendalian uang yang beredar menjadi sulit 
kembali.  
Permasalahan yang kemudian meresahkan masyarakat adalah hilangnya mata 
uang kecil ORI dari peredaran. Mata uang ORI yang bernilai kecil, semakin sulit 
didapatkan, mengakibatkan harga barang-barang kebutuhan meningkat hingga 
100%.
29
 Peningkatan harga ini dikarenakan tidak ada uang kecil sebagai uang 
kembali.
30
 Uang kecil yang dimaksud adalah uang yang bernilai 1 sen, 5 sen, 10 sen, 
50 sen, dan 1 rupiah.
31
 Masyarakatpun cenderung membeli barang yang tidak sesuai 
kebutuhan agar mendapatkan uang kecil. Kesulitan mendapatkan uang kecil ini 
dirasakan hampir oleh seluruh masyarakat, baik di wilayah Republik Indonesia 
                                                          
29
 Arsip Nasional Republik Indonesia, Kementrian Penerangan No. 429 dalam “Oeang Repoeblik 
Indonesia (ORI)”, (Jakarta: Penerbitan Naskah Sumber, 2003), h. 15-16 
30
 Kelangkaan uang kecil ini menjadi berita yang sering muncul dalam surat kabar, karena menjadi isu 
yang meresahkan masyarakat, lihat lampiran 19 
31
 “Sekitar Peredaran Oeang Republik”, dalam Surat Kabar Merdeka, edisi 342, 8 November 1946 
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maupun di wilayah Pendudukan. Misalnya saja, di setiap stasiun yang terdapat tulisan 
penumpang harus membayar dengan uang kecil dengan uang pas. Menurut 
keterangan Kantor Besar Kereta Api, uang kecil ini akan digunakan sebagai uang 
kembalian, namun prakterknya setiap penumpang tetap diharuskan menggunakan 
uang kecil yang pas. Atau misalnya di daerah dekat pertempuan, kantor pos dengan 
tukang wessel dengan imbangan (kurs) sesuai dengan keadaan, misalnya uang besar 
R. 100,- ditukar dengan uang kecil sejumlah R. 90,- atau lebih kecil lagi. Atau 
beberapa pedagang di kota Jombang, yang rela menjual barang dagangannya dengan 
harga yang lebih rendah asalkan dibayar dengan menggunkan uang kecil.
32
  
Hilangnya uang kecil dari peredaran, dapat disebabkan oleh faktor-faktor 
berikut, antara lain: 
a. Pemerintah yang hanya satu kali mencetak/mengedarkan uang kecil. 
Berdasarkan data banyaknya uang yang dicetak oleh pemerintah dar bulan 
Oktober hingga bulan Desember 1947, adalah sebagai berikut: 
R. 100,-  715 djuta  
R.   25,-   259 djuta 
R.   10,-   352 djuta 
R.    5,-   203 djuta 
R.    1,-     39 djuta 
R.    0,50    16 djuta 
R.    0,10    15 djuta 
R.    0,05      4 djuta 
R.    0,01      1 djuta  
                                                          
32
 Arsip Nasional Republik Indonesia, Kepolisian Negara No. 769 dalam “Oeang Repoeblik Indonesia 
(ORI)”, (Jakarta: Penerbitan Naskah Sumber, 2003), h. 18-21 
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Djoemlah  1604 djuta 
 
Sedangkan dalam boelan Desember 1947, telah ditjetak: 
 
R. 100,-   70    djuta 
R.   25,-   12    djuta 
R.   10,-     1,5 djuta 
R.     1,-   179.000 
R.     0,10  155.000  
Djoemlah  84   djuta
33
 
 
Jika dilihat berdasarkan data tersebut, uang kecil yang dicetak telah 
diseimbangkan dengan kebutuhan yang ada. Namun, berbagai laporan dan desakan 
datang dari berbagai pihak mengenai hilangnya uang kecil dari peredaran. Pemerintah 
keuangan telah berusaha meringankan kesulitan ini, namun karena keterbatasan alat, 
dan bahan, maka percetakanpun tak dapat dilaksanakan.  
 
b. Munculnya para pedagang penimbun uang kecil 
Hilangnya uang kecil dari peredaran, membuat rakyat tenggelam dalam 
kebingungan. Misalnya saja seseorang yang berbelanja dengan menggunakan uang 
kertas seratus dan hanya habis 30 rupiah, maka ia tak akan mendapat kembalian 
(uang kecil). Sehingga ia terpaksa mengurungkan niat belanjanya atau menggunakan 
sisa belanja untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak diperlukan.
34
 Selain 
itu banyak orang yang menimbun uang kecil tersebut, baik untuk kepentingan pribadi 
maupun sebagai perantara pihak-pihak yang membutuhkan. 
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 Ibid 
34
 “Lagi Kesukaran Uang Ketjil”, dalam Harian Suara Rakjat, edisi 22 Juni 1948, ke IV No. 141 
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Bahkan tak jarang terjadi adu mulut bahkan perkelahian kecil antara pedagang 
toko atau waarung dengan pembelinya. Si pembeli yang berkeyakinan bahwa di 
toko/warung tersebut masih menyimpan uang kembalian. Jika si pembeli tidak 
menghendaki pertengkaran, maka pembeli akan mendapatkan kerugian. Harga 
belanja yang dibayarkan dengan uang R. 100,- sedangkan jumlah belanjanya jika 
dibayar dengan uang kecil hanya sejumlah R. 60,-.
35
 
c. Munculnya pedagang yang memihak Belanda 
Menghilangnya uang kecil dari peredaran, maka tidak akan lepas dari 
permasalahan politik yang terjadi saat itu. Keinginan NICA untuk menguasai kembali 
wilayah RI terus dilakukan, NICA merambah berbagai sektor kehidupan. Di bidang 
ekonomi, selain mengacaukan perekonomian Indonesia dengan berbagai cara seperti 
blokade ekonomi, menghambur-hamburkan uang Jepang, menerbitkan uang NICA, 
dan lain sebagainya. Di tingkatan lokal, NICA juga mengacaukan perekonomian 
Indonesia dengan mengacaukan percetakan dan persebaran ORI.  
NICA menggunakan para pedagang untuk mengalirkan uang ORI, khususnya 
uang kecil ke daerah pendudukan musuh. Dengan demikian, barang-barang 
kebutuhan di daerah pendudukan musuh, harganya lebih rendah daripada di daerah 
kekuasaan Republik, apalagi jika barang-barang tersebut dibayar dengan ORI. 
Kebanyakan uang kecil ini di dapat dari orang-orang desa yang memang menyimpan 
uang kecil, karena  kebutuhan mereka yang sedikit. Usaha yang dilakukan NICA 
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tersebut tidaklain adalah untuk mengacaukan ekonomi Republik dengan 
mempersempit peredaran dan menurunkan kepercayaan warga Indonesia terhadap 
pemerintah Republik. 
Baik dari pihak pemerintah, maupun masyarakat bersama berusaha 
menyelesaikan masalah hilangnya uang kecil tersebut. Pemerintah dengan usahanya 
yang membuat surat
36
, keputusan, anjuran, bahkan penangkapan terhadap para pelaku 
yang turut serta dalam menghilangkan uang kecil dari peredaran. Selain itu, 
Pemerintah Nasional Kota Djakarta mengumumkan bahwa semua jawatan dan bagian 
pemerintah yang menerima uang kecil untuk segera menyetor pada kantor kas kota 
(Bandahari) di jalan Kebon Sirih No. 22, Jakarta,
37
 agar uang kecil tidak ditimbun 
dan tidak disalah gunakan. 
Karena pada masa revolusi, khususnya di Jakarta sangat sulit membedakan mana 
kawan dan mana lawan. Kerusuhan yang tiada pandang bulu, ras, suku maupun 
agama seolah mewakili keadaan pada masa itu. Begitu pula dengan menghilangnya 
uang kecil dengan sangat cepat, tidak terlepas dari bantuan rakyat Jakarta yang 
memihak pada Belanda atau yang sekadar mencari keuntungan sesaat. Mereka 
membentu Belanda dengan menimbun, menyelundupkan, bahkan turut melenyapkan 
mata uang kecil republik sebagai upaya mempertinggi angka inflasi dan 
mengacaukan perekonomian Republik Indonesia. 
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B. Bidang Sosial 
1. Perspektif Masyarakat Jakarta terhadap Penggunaan Mata Uang 
Memilih antara Belanda atau Republik, begitulah sekiranya ungkapan yang 
sesuai dengan kondisi penggunaan mata uang pada masa revolusi di Jakarta. Seperti 
yang telah diungkapkan dalam bab sebelumnya, bahwa Jakarta merupakan wilayah 
diplomasi sekaligus wilayah pendudukan. Kota Jakarta yang hari ini dikenal sebagai 
kota megapolitan sekaligus kota multietnis sering kali digambarkan banyak orang 
sebagai miniatur Indonesia. Sejarah sosial Jakarta erat kaitannya dengan keragaman 
etnis. Sejak abad ke-17, Jakarta atau yang dikenal Batavia pada masa itu telah 
menjadi kota multietnis. 
Pada masa revolusi Jakarta sebagai kota multetnis dengan berbagai 
kepentingan yang berbeda pula, menyebabkan kepentingan mereka yang berbeda 
terhadap pemerintah yang berkuasa. Meskipun identitas etnis di beberapa wilayah di 
Jakarta, tidak pernah terartikulasi dengan jelas yang menyebabkan lunturnya identitas 
etnis di Jakarta.
38
 Pemberlakuan mata uang sebagai alat pembayaran sekaligus 
sebagai representasi keberpihakan masyarakat terhadap sistem yang berkuasa saat itu. 
Memilih menggunakan ORI merupakan perjuangan mempertahankan kemerdekaan 
yang juga dilakukan oleh rakyat kalangan bawah, seperti para pedagang dan petani 
yang mendukung pemerintahan Republik. 
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Meskipun Belanda melakukan berbagai cara agar rakyat Jakarta menggunakan 
uang NICA, mulai dari anjuran, himbauan, hingga pemaksaan yang berujung pada 
konflik. Sebagian besar rakyat Jakarta tetap menggunakan ORI, karena memang 
kebencian rakyat terhadap tentara NICA sudah tidak bisa ditutup-tutupi. 
a. Menggunakan Uang NICA Dianggap Suatu Pengkhianatan 
Kebencian rakyat Jakarta terhadap tentara NICA seperti yang sudah dijelaskan 
diatas, merupakan salah satu alasan rakyat Jakarta untuk secara sembunyi-sembunyi 
tetap menggunakan uang republik. Kebencian rakyat Jakarta terhadap tentara NICA 
selain karena merasakan atmosfer revolusi untuk segera mempertahankan 
kemerdekaan sekaligus memperoleh kedaulatan. Rakyat Indonesia tenggelam dalam 
memorian sebelum Jepang datang, ketika rakyat banyak menderita karena masa 
pemerintahan Hindia Belanda. Oleh sebab itu, rakyat belajar dari sejarah. Bak tak 
ingin jatuh dalam lubang yang sama, rakyat Indonesia secara umum menolak dengan 
keras kedatangan tentara NICA. Hampir di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya 
di Jakarta. Berbagai spanduk penolakan tentara NICA dikibarkan, term-term yang ada 
di Jakarta juga dipenuhi dengan slogan dan ungkapan revolusi penolakan tentara 
NICA.  
Kebencian terhadap tentara NICA sejak awal kedatangan juga berpengaruh 
terhadap penggunaan mata uang yang Belanda edarkan, yaitu mata uang NICA. Mata 
uang NICA atau disebut sebagai uang merah, merupakan alat pembayaran di daerah 
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pendudukan Belanda. Berbagai upaya dilakukan Belanda agar masyarakat daerah 
pendudukan, seperti Jakarta menggunakan mata uang NICA sebagai alat pembayaran. 
Mulai dari peraturan hingga pemaksaan penggunaanpun dilakukan Belanda. Namun, 
pemaksaan dan berbagai ancaman tersebut bukannya membuat rakyat Jakarta menjadi 
takut atau berhenti menggunakan ORI dan menggantinnya dengan mata uang NICA. 
Perlakuan tentara NICA justru membuat rakyat Jakarta yang pro republik menjadi 
semakin benci dan geram terhadap tentara NICA beserta antek-anteknya, termasuk 
para pribumi yang mengabdikan diri pada mereka. Rakyat Jakarta menganggap 
mereka yang memihak NICA termasuk menggunakan uang yang diedarkannya 
merupakan pengkhianatan sebuah perjuangan revolusi. Menggunakan uang NICA 
dianggap telah membantu Belanda dalam mengembalikan koloni daerah jajahannya. 
b. Kharismatik Presiden Soekarno 
Sejak masa pergerakan nasional, sosok Soekarno memang telah berhasil 
mencuri simpati rakyat Indonesia, dengan gaya pidatonya yang berapi-api dan penuh 
dengan semangat persatuan. Pidatonya yang berjudul “Indonesia Mengguggat” 
merupakan pidatonya yang sangat terkenal, pidato yang diucapkan dalam 
pembelaannya di depan Pengadilan Negeri Bandung pada tahun 1930.
39
 Pidato 
tersebut dianggap mengganggu ketertiban umum dan bermaksud menggulingkan 
kekuasaan Belanda. Sehingga membuat Soekarno mendapat hukuman 4 tahun 
dipenjara. 
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Soekarno dengan pemikiran Marhaenismenya begitu memikat hati rakyat 
Indonesia, ditengah derasnya ideologi rakyat Indonesia yang berkembang pada saat 
itu. Marhaenis adalah tiap orang Indonesia yang bersedia bekerjasama untuk 
membangun sebuah tatanan sosial yang adil. Dengan demikian, tidak saja gagasan 
tentang perjuangan kelas dihindari, tetapi juga individu-individu diberi kebebasan 
untuk bekerja sama dalam perjuangan kaum miskin dan tertindas bagi masa depan 
yang lebih baik, tanpa memandang kedudukan sosial dan ekonomi mereka; ini 
berlaku bahkan bagi golongan karya.
40
 Meskipun perjuangan Soekarno berbeda 
dengan Sjahrir, yaitu dengan mau bekerja sama dengan Jepang. Namun, hal ini tidak 
mengurangi kepercayaan rakyat terhadap kharisma Soekarno.   
Soekarno sepertinya telah menjelma menjadi ratu adil dalam pandangan 
rakyat Indonesia. Penggunaan gambar Presiden Soekarno dalam muka mata uang 
republik, memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap dukungan rakyat terhadap 
penggunaan mata uang republik. Hal ini terlihat dari berbagai sambutan gembira 
masyarakat atas dikeluarkannya ORI.
41
 Karena pada masa itu, keadaan masyarakat 
Republik Indonesia, khususnya rakyat menengah ke bawah masihlah belum 
memahami makna sebuah kemerdekaan dan memiliki negara sendiri yang berdaulat, 
tapi mereka tahu jika Soekarno adalah Presiden Republik, presiden sebuah negara 
yang merdeka.   
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Bagi rakjat djelata ta’ moedah dapat memahamkan arti mempoenjai bendera 
sendiri, bahasa sendiri, lagoe kebangsaan sendiri, bahwa ini semoea adalah 
tanda dan arti bahwa kita soedah menjadi rakjat dan bangsa merdeka. Tetapi 
dengan memegang, melihat, menggoenakan oeang Repoeblik, oeang sendiri 
itoe, mendjelmalah didepan matanja, terasa dalam kalboenja, berwoejoed 
dalam fikirannja rakjat djelata jang sederhana itoe, bahwa soenggoeh2 mjata 
sekarang bahwa Indonesia soedah merdeka.
42
 
 
Kebahagiaan rakyat dalam menyambut uang republik, merupakan suatu hal yang 
sangat positif dalam mendukung kekuatan ORI dibandingkan mata uang NICA. 
Menggunakan uang ORI berarti mendukung perjuangan Soekarno dalam menegakkan 
kemerdekaan Republik Indonesia. 
c. ORI Alat Perjuangan Revolusi 
Perjuangan mempertahankan kemerdekaan memang tak selamanya hanya 
berbicara mengenai senjata dan taktik perang yang digunakan oleh tentara atau para 
laskar. Perjuangan revolusi juga tak selamanya berbicara mengenai strategi 
berdiplomatik, memperjuangkan kedaulatan Indonesia dengan perjanjian-perjanjian.  
Perjuangan mempertahankan kemerdekaan juga dilakukan oleh rakyat kalangan 
bawah, seperti para pedagang dan petani, khususnya di daerah pendudukan. Di daerah 
pendudukan seperti Jakarta, rakyat boleh memilih menggunakan ORI atau uang 
NICA sebagai alat pembayaran.  
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Seperti yang telah pada bab sebelumnya, baik ORI maupun ORIDA 
merupakan uang yang dikeluarkan pemerintah tanpa jaminan emas atau apapun. 
Disinilah peran para pedagang, petani, dan rakyat jelata lainnya dalam 
memperjuangkan pertahanan kemerdekaan Indonesia ditengah perang mata uang di 
Jakarta. Penggunaan ORI yang tanpa jaminan emas dan benda berharga lainnya, dan 
justru membuat mereka harus berhadapan dengan konflik dan kerusuhan
43
 dengan 
tentara NICA, tetap dilakukan. ORI selain untuk membiayai biaya revolusi, mata 
uang republik in juga dianggap sebagai simbol perjuangan. 
Perang mata uang yang terjadi di Jakarta, telah mampu menyatukan kaum 
pedagang dan petani yang pro terhadap republik untuk melakukan “collevtive action” 
melawan tentara NICA dan Belanda, khususnya di bidang perdagangan dan 
moneter.
44
 Mereka rela menggunakan ORI meski dengan berbagai kecaman dan 
ancaman serta tidak jelas jaminannya, namun merupakan mata uang sendiri, daripada 
menggunakan mata uang NICA yang jelas jaminannya namun milik penjajah.    
 
2. Munculnya Mafia Uang 
Permasalahan ekonomi, khususnya masalah peredaran uang menjadi masalah 
yang dirasakan seluruh elemen masyarakat, mulai dari kalangan atas, menengah, 
hingga kalangan bawah. Sulitnya mendapat uang kecil serta permasalahan lainnya 
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membuat beberapa sekelompok orang secara rahasia bergerak di bidang kejahatan 
memanfaatkan situasi. Sekelompok orang ini disebut sebagai mafia uang, 
sekelompok orang inilah yang turut berperan menghilangkan uang kecil dari 
peredaran dan memunculkan ORI palsu. Selain peran mafia uang, beredarnya ORI 
palsu tidak lepas dari peran Belanda, sebab mengedarkan uang palsu merupakan salah 
satu usaha Belanda utuk mengacaukan perekonomian repubik. ORI palsu diedarkan 
pemerintah Belanda baik di daerah pendudukan maupun di daerah kekuasaan 
republik. Pengedaran uang republik palsu juga disertai dengan usaha-usaha yang lain 
seperti: 
1. Mengadjur-andjurkan bahkan memaksakan penggunan uang NICA 
2. Mengeluarkan uang baru jang kedua-duanja dengan maksud untuk 
membimbangkan rakyat karena banyaknja uang jang beredar dan dengan 
demikian mengurangi kepercayaan mereka terhadap negara kita dengan 
keuanganja.
45
   
Pemalsuan uang republik ini telah terdengar hampir di seluruh rakyat Indonesia, 
baik di daerah pendudukan maupun di daerah kekuasaan Republik. Departemen 
Keuangan telah memperingatkan masyarakat agar waspada tentang pemalsuan uang-
uang kertas bernilai kecil seperti 5 dan 10 sen. Pemalsuan uang ini dapat dikenali 
dengan mudah yaitu dengan memperhatikan kata-kata yang tertera dalam uang, 
misalnya dalam uang asli akan tertera kata “undang-undang”, maka di uang palsu 
akan tertera “woro-woro”.46 Berdarnya uang palsu merupakan hal yang lagi-lagi 
                                                          
45
 Arsip Nasional Republik Indonesia, Kepolisian Negara No. 780 dalam “Oeang Repoeblik Indonesia 
(ORI)”, (Jakarta: Penerbitan Naskah Sumber, 2003), h. 52 
46
 “Oeang Repoeblik dipalsoe”, dalam Madjalah Pelita Rakjat, 8 November 1946, lihat lampiran 22 
127 
 
meresahkan masyarakat, karena melihat kondisi saat itu tidak semua pengguna ORI 
merupakan kalangan yang bisa membaca, meskipun mereka mampu menghitung dan 
mengerti nominal uang. Uang yang dipalsukan tersebut juga merupakan uang-uang 
nominal kecil, yang pada waktu itu memang sukar didapat. 
Pemerintah Kementrian Keuangan mengeluarkan pengumuman tentang uang 
kertas palsu tanggal 11 Februari 1947: 
 
Pada waktu ini di Jakarta diketemukan uang paslu R. 10,- R. 1,- 
1. UANG KERTAS PALSU DARI SEPULUH RUPIAH 
a. Macam kertas yang digunakan sama dengan macamnya kertas yang 
dipergunakan untuk untuk [sick!] kertas yang sah. Yaitu vezelpapier 
dimana serta terdapat bulu (Vezel) biru dan merah. 
b. Ukuran gambar setelah muka dan belakang kalau diukur dengan uang 
yang sah lebih kecil lebarnya berbeda 1 mm dan panjangnya 2 cm. 
c. Hurup-hurup dan perkataan tanda pembayaran yang sah pada uang 
palsu lebih kurus dari uang yang asli. 
d. Potret P. J. M. Presiden dna dasarnya (acther grond) pada uang palsu 
lebih kasar dari potret dan dasar uang yang sah. Dasar (achter grond) 
dan potret uang yang sah. Terdiri dari: 
I. Setelah[sick] atas baris-baris horizontal  
II. Sebelah bawah garis-garis horizontal dan garis-garis miring 
kekiri sedangkan pada uang palsu sebelah kanan potret sama, 
akan tetapi sebelah kiri miring ke kanan. Overgang dari satu 
kesatu pada uang yang sah hampir tidak kelihatan (gelaidelik) 
sedangkan pada uang palsu tegas (scherp). Hal ini dapat dilihat 
dengan segera. 
2. UANG KERTAS PALSU DARI SATU RUPIAH 
a. Kertas yang dipakai bukan Vezelpapier sebagaimana yang dipakai 
untuk uang yang sah, yaitu vezelpapier dimana terdapat serat/bulu biru 
dan merah. 
b. Gambar sebelah muka hanya satu kali dicetak yaitu hanya biru saja; 
uang yang dicetak dua lagi, dasar hijau dan atasnya biru, gambar 
belakang sama dengan uang yang sah dicetak sekali. 
c. Tinta yang dipakai lebih buruk, sehingga gambar sebelah muka dan 
belakang kelihat kabur, hurup-hurupnya disebelah belakang susah 
dibaca. 
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d. Pada uang palsu terdapat juga nomor seri dan hurup-hurupnya. 
Sampai sekarang uang palsu dari R. 10,- dan R. 1,- ini baru terdapat di 
Jakarta. Pada umumnya dapat dikemukakan disini, bahwa pada gambar 
uang-uang yang palsu semua garis-garis putih tidak dapat sehalus garis-
garis putih dari uang yang sah.
47
   
 
Uang palsu yang diedarkan tidak hanya berupa uang kertas bernilai sepuluh 
rupiah dan satu rupiah. Uang kecil lainnya seperti R. 25,- baik biru maupun merah, 
telah ditemukan berbagai uang palsu yang menyerupainya. Selain uang bernilai kecil, 
uang dengan nilai R. 100,- palsu, juga di temukan beredar. Namun, tidak semua 
masyarakat Indonesia dapat membedakan mana uang palsu dan mana uang asli yang 
sah. Sehingga, kasus peredaran uang palsu semakin banyak ditemukan. Hingga 
Agustus 1947, berdasarkan laporan Kepolisian Negara terdapat 427 lembar uang 
palsu dari 282 orang uang mengedarkan.
48
 Secara keseluruhan dengan maraknya 
peredaran uang palsu membuat masyarakat Indonesia resah, apalagi dengan tidak 
semua masyarakat Indonesia yang mengerti bagaimana cara membedakan uang palsu 
dan uang asli.  
Upaya mengatasi hal tersebut dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat, 
Kepala Percetakan uang RI mengeluarkan pengumuman tentang tanda-tanda 
kepalsuan uang. Pengenalan uang palsu, dapat dibedakan menjadi 4 jenis: 
Jenis ke-I: 
Gambar sebelah muka: 
a. Ondergrond tidak terang 
                                                          
47
 Arsip Nasional Republik Indonesia, Kabinet Perdana Menteri 1949-1950, No. 212 dalam “Oeang 
Repoeblik Indonesia (ORI)”, (Jakarta: Penerbitan Naskah Sumber, 2003), h. 53 
48
 Arsip Nasional Republik Indonesia, Kepolisian Negara No. 795 dalam “Oeang Repoeblik Indonesia 
(ORI)”, (Jakarta: Penerbitan Naskah Sumber, 2003), h. 52 
129 
 
b. Cetakannya kasar, potret P. J. M. Presiden jauh bedanya dari potret uang 
yang sah. 
Gambar sebelah belakang: 
a. Cetakannya kotor 
b. Garis-garis ornament disekitar rangka 100 kasar sekali 
Jenis ke-II: 
Gambar sebelah muka: 
a. Cetakan lebih baik dari jenis kesatu 
b. Perbedaan yang dengan segera dapat dilihat adalah warnanya uang yang 
sah sebelah mukanya coklat, sedangkan uang yang palsu berwarna ungu 
(violet) 
c. Cetakan muka dasar terang. Dengan mudah terlihat, bahwa garis-garis 
putih disekitar potret berlainan dengan yang sah, pada uang yang palsu 
dibawahnya huruf-huruf Jogya hanya ada 3 lingkaran sedang seharusnya 
musti ada 4. 
d. Gambar P. J. M. Presiden kotor 
e. Hurup-hurup serie sebelah kanan lebih lurus dari pada sebelah kiri bawah.    
Gambar sebelah belakang: 
Warnanya ungu sedengkan yang sah warnanya cokelat. 
Jenis ke-III: 
Gambar sebelah belakang: 
a. Cetakan kotor begitu juga dengan gambar P. J. M. Presiden  
b. Gambar ondergrond disekitar potret berbedang dengan sah 
c. Kaki kiri sebelah atas hurup H dari RUPIAH pada uang yang palsu 
terbuka semestinya tertutup 
Gambar sebelah belakang: 
Cetakannya kotor 
Jenis ke-IV: 
Gambar sebelah muka: 
a. Warnanya sesuai dengan yang asli 
b. Cetakan bersih, akan tetapi potret P.J. M. Presiden berlainan dengan uang 
yang sah dan sama potret P. J. M. Presiden di uang kertas palsu R. 10,- 
yaitu overgang archeering archtergrond gambar potret terlampau keras 
sedangkan pada uang uang yang sah geledik 
c. Cetakan muka dasar terang, dengan mudah dapat dilihat perbedaannya 
dengan uang yang sah, dibawahnya hurup S pertama dari perkataan 
SERATUS mustinya ada 4 lingkaran sedangkan uang yang palsu hanya 
ada 2. Begitu juga ada dibawahnya hurup-hurup Jogya mustinya ada 4 
lingkaran, pada uang palsu ini hanya ada 3. Garis-garis putih disekitar 
angka 100 terlalu besar dan jarang.
49
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Berdasarkan keterangan diatas, dapat dipahami bahwa uang palsu yang beredar 
dibagi menjadi 4 jenis kepalsuan. Dari yang dapat dilihat secara kasat mata, hingga 
yang harus diperhatikan secara mendetail. Namun, secara keseluruhan meskipun uang 
Republik dicetak dengan sederhana, uang palsu republik dicetak lebih sederhana dan 
berkualitas lebih rendah dari uang republik. Pemerintah mengharapkan rakyat 
Indonesia lebih cermat dan waspada dengan beredarnya uang palsu, karena dapat 
mengancam perekonomian negara. Pemerintah Republik juga meggunakan perantara 
bank sebagai perantara penyelesaian masalah uang palsu ini, dengan mengeluarkan 
peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1948 tentang Perantara Bank-Bank Pemerintah 
dalam Peredaran Uang Berhubung dengan Adanya Uang Palsu. Dalam peraturan 
tersebut, dijelaskan bahwa pembayaran lebih dari R. 10.000,- haruslah menggunakan 
perantara bank pemerintah, serta larangan membawa uang dari satu daerah ke daerah 
lain dengan nilai besar
50
, untuk menghindari adanya uang palsu. Pelanggaran 
terhadap peraturan perundang-undangan ini akan dikenakan denda sebesar R. 
1.000.000,- atau penjara selama-lamanya satu tahun.
51
    
Uang republik palsu diperkirakan banyak datang dari daerah pendudukan, selain 
para mafia yang sengaja menyebarkan uang republik palsu tersebut, banyak juga 
pedagang Tionghoa yang membayar sesuatu dengan uang republik yang kebanyakan 
berwarna biru. Namun ketika uang tersebut dikembalikan untuk membeli sesuatu 
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 Arsip Nasional Republik Indonesia, Arsip Sekretariat Negara Republik Indonesia, No. 383, lihat 
lampiran 14 
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pula, para pedagang Tionghoa tersebut tidak mau menerima lagi uang tersebut. 
Bahkan, akibat tragedi tersebut, banyak pedagang-pedagang yang dipukuli dan 
terpaksa menyelundup ke daerah pendudukan. 
3. Kerusuhan Penggunaan Mata Uang 
Setelah pecahnya revolusi kemerdekaan, memang berbagai cara dilakukan 
Belanda dalam upayanya merebut kembali daerah jajahannya. Upaya diplomasi, 
peperangan, hingga pengacauan perekonomian bangsapun dilakukan. Salah satu 
caranya adalah dengan mengedarkan uang NICA sebagai representasi kekuasaan 
pendudukan Belanda di Insonesia. Pengedaran uang NICA dilakukan di daerah 
pendudukan, salah satunya adalah di Jakarta. Seperti telah di jelaskan pada bab 
sebelumnya jika penggunaan uang antara NICA dan ORI inilah yang menyebabkan 
konflik penggunaan mata uang di Jakarta yang tak jarang menimbulkan kerusuhan, 
seperti pemaksaan, penganiayaan, penjarahan hingga pertengkaran fisik antara pihak 
NICA dengan rakyat Republik Indonesia di Jakarta.  
Kondisi ekonomi semakin di perparah dengan menghilangnya uang kecil 
republik dari peredaran dan  banyaknya uang republik yang palsu. Upaya seperti ini 
diharapkan mampu mengurangi kepercayaan masyarakat Jakarta untuk tidak lagi 
menggunakan uang republik. Namun, faktanya masyarakat Jakarta sebagian besar 
tetap menggunakan uang republik sebagai alat pembayaran.  
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Namun, tentara NICA menyalahi kesepakatan tersebut, pemaksaan dan ancaman 
bahkan kekerasan yang berujung kerusuhan sering terjadi di wilayah Jakarta
52
, 
dikarenakan tentara NICA yang menginginkan para pedagang menggunakan mata 
uang NICA sebagai alat pembayaran yang sah. Berbagai ancaman-ancaman juga 
dilakukan serdadu NICA kepada para pedagang yang tidak mau menerima uang mata 
uang NICA di Jakarta.
53
 
Misalnya saja kasus serdadu NICA yang mengacaukan kereta api di Kebayoran. 
Sebuah kereta api datang dari Djakarta, dilakukan pemeriksaan terhadap semua 
penumpangnya dan dirampasnya semua ORI kemudian di sobek-sobek di depan 
orang yang mempunyai uang tersebut. Tidak cukup sampai disitu, penumpang yang 
melawan di keluarkan dari kereta dan satu persatu dipukuli dengan sangat hebatnya.
54
 
Atau peristiwa seorang Tenata Republik Indonesia (TRI) yang harus terluka hingga 
berdarah-darah, karena dipukuli beberapa tentara NICA di Pasar Baru. Berawal dari 
TRI yang membeli rokok dengan menggunakan uang republik, kemudian salah 
seorang tentara NICA yang mengetahui hal tersebut langsung memanggil beberapa 
temannya untuk menghakimi TRI tersebut.
55
 Kasus penembakan juga terjadi di 
daerah Kampoeng Soemoer (Tjakung), mengakibatkan 4 orang mati tertembak 
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sedang 4 orang lainnya luka-luka.
56
 Diduga penembakan ini sering dilakukan sebagai 
bentuk ancaman agar mereka tidak lagi menggunakan uang republik. Belum lagi 
berbagai kasus pencurian, penganiayaan, pembunuhan, penjarahan, dan berbagai 
korban kerusuhan lainnya di Jakarta yang diharapkan Belanda mampu membuat 
rakyat tidak lagi menggunakan uang republik. Namun, nampaknya uang republik 
masih terus digunakan di Jakarta, meskipun dengan berbagai ancaman dari pihak 
tentara NICA.  
 
d. Penarikan ORI dan NICA dari Peredaran  
Pencapaian kesepakatan pengakuan kedaulan akhirnya dapat tercapai antara 
pemerintah RI dan Belanda dalam Konferensi Meja Bundar (KMB). Konferensi Meja 
Bundar di Den Haag, yang disetujui oleh kedua pihak dalam pernyataan Van Roijen-
Roem, dimulai pada 23 Agustus 1949 dan selesai pada 2 November 1949. Pada saat 
itu, Republik Indonesia sudah merasa sangat terkejar waktu, sebab tetap ingin 
melaksanakan cita-cita lama yaitu mencapai Indonesia berdaulat dan merdeka 
selambat-lambatnya pada 1 Januari 1950, seperti pernah tercantum dalam persetujuan 
Linggarjati. Konferensi akan dilakukan jika persiapan dinilai telah matang. Persiapan-
persiapan tersebut, antara lain kembali dan pulihnya kekuasaan Pemerintah Republik 
Indonesia di Yogyakarta, perintah penghentian tembak-menembak untuk mengakhiri 
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permusuhan serta persiapan-persiapan untuk menentukan waktu dan syarat-syarat 
KMB.
57
 Cita-cita tersebut akhirnya dapat dikejar, karena tanggal 27 Desember 1949, 
pada saat yang bersamaan, di Amsterdam dan di Jakarta berlagsung upacara 
penyerahan dan pengakuan kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat, di 
Amsterdam pada jam 10.00 dan di Jakarta pada jam 17.00.
58
  
Pasal-pasal yang berkaitan khusus dengan masalah moneter (keuangan) dan 
berbankan adalah pasal 14 (keuangan) dan 19 (perbankan). Pasal 19 disebutkan 
bahwa yang menjadi bank sirkulasi Republik Indonesia Serikat (RIS) adalah De 
Javasche Bank (DJB). Selama RIS masih berutang kepada Belanda, maka RIS akan 
bermusyawarah dengan pihak Belanda antara lain dalam hal (1) jika hendak 
mengubah undang-undang mata uang maupun undang-undang DJB yang berlaku 
pada waktu pengakuan kedaulatan, (2) jika hendak membuat undang-undang mata 
uang dan undang-undang bank sirkulasi yang baru. Isi perjanjian KMB mulai berlaku 
tanggal 27 Desember 1949. 
Konsekuensi setelah kedaulatan 1949 berdasarkan Maklumat Menteri Keuangan 
tanggal 1 Januari 1950 adalah penarikan uang ORI dan ORIDA dari peredaran yang 
sifatnya sebagai alat pembayaran yang sah terhitung dari 1 Mei 1950 dan 
menggantinya dengan mata uang RIS atau uang De Javasche Bank (uang federal). 
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Penukaran ORI mulai dilakukan 27 Maret 1950 dan ORI dinyatakan tidak berlaku 
lagi sebagai alat pembayaran yang sah mulai 1 Mei 1950.
59
  
Meskipun pada waktu pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) terbentuk 
masih terdapat banyak macam uang beredar dan berlaku sebagai ala pembayaran 
dengan nilai tukar yang berbeda-beda, bahkan banyak pula yang ternyata palsu.
60
 
Selain ORI dan berbagai macam ORIDA, dalam peredarannya masih terdapat pula 
uang DJB dan uang pemerintah Hindia Belanda karena belum ditukarkan atau belum 
disimpan di bank berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 18 tahun 1946. Sebagai 
upaya untuk menyeragamkan uang wilayah RIS, pada tanggal 1 Januari 1950 Menteri 
Keuangan mengumumkan bahwa alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah RIS 
adalah uang federal.  
Penerbitan uang baru di RIS diatur dalam Undang-undang Darurat No. 21 
tanggal 2 Juni 1950 yang diberlakukan mulai 31 Mei 1950 mengatur berbagai hal 
tentang pengeluaran kertas atas tanggungan Pemeritahan RIS. Uang kertas RIS 
dikeluarkan dalam pecahan 5 rupiah dan 10 rupiah dengan tanggal emisi “Djakarta 1 
Djanuari 1950”61 dan keduanya menampilkan desain yang sama, yaitu gambar 
presiden Soekarno di bagian depan dan gambar pemandangan alam di bagian 
belakang. Yang membedakan adalah warnanya yaitu merah untuk pecahan 5 rupiah 
dan ungu untuk pecahan 10 rupiah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, uang 
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kertas pemerintah RIS merupakan alat pembayaran yang sah dan jumlah uang yang 
dikeluarkan adalah setinggi-tingginya Rp 230 juta. Sejalan dengan pemerintahan RIS 
yang singkat, masa edar uang kertas RIS juga tidak lama. 17 Agustus 1950 pada 
waktu bentuk negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
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BAB V 
KESIMPULAN 
 
Pengakuan kedaulatan menjadi fokus utama kegiatan politik di Indonesia pada 
masa awal kemerdekaan, disamping membenahi keadaan negara. Menjadi sebuah 
negara baru, membuat Indonesia harus segera membenahi urusannya sendiri, baik itu 
persoalan dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, Indonesia juga dihadapkan 
dengan berbagai masalah sosial dan ekonomi. Masalah ekonomi yang dihadapi 
Indonesia pada masa itu antara lain, inflasi yang sangat tinggi, stagnasi ekonomi, 
kekosongan kas negara, dan melambungnya harga kebutuhan pokok. Keadaan 
ekonomi Indonesia semakin diperkeruh dengan kedatangan Belanda yang 
membonceng Sekutu, dan berupaya mengembalikan tanah jajahannya.  
Tujuan penguasaan Belanda di Indonesia diwujudkan dengan pembentukan 
Nederlandsche Indische Civiele Administratie (NICA) untuk menghidupkan dan 
menjalankan pemerintahan Belanda di Indonesia kembali, yang kemudian 
membentuk negara-negara bagian yang tergabung dalam Bijeenkomst voor Federaal 
Overleg (BFO). Usaha mengembalikan tanah jajahan tidak hanya ditempuh melalui 
jalur militer, namun juga melalui jalur diplomasi, yaitu mengenai perjanjian-
perjanjian antara Belanda dan Indonesia. Upaya diplomasi tersebuat antara lain 
meliputi: Perjanjian Hoge Valluwe, Perjanjian Linggajati, BFO (Bijeenkomst voor 
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Federaal Overleg = Pertemuan untuk Musyawarah Federal), Komisi Tiga Negara 
(KTN), Perjanjian Renville, Perjanjian Roem-Royen, hingga menuju Konferensi 
Meja Bundar (KMB). Usaha-usaha yang dilakukan Belanda dalam merebut kembali 
tanah jajahannya, membuat Indonesia mengalami krisis hampir di semua bidang, 
salah satunya bidang ekonomi. Situasi keuangan Republik Indonesia semakin 
dipersulit dengan adanya blokade laut oleh Belanda.  
Keterpurukan ekonomi bangsa Indonesia berlanjut ketika pada tanggal 6 
Maret 1946, Letnan Jenderal Sir Montagu Stompfort (panglima AFNEI yang baru) 
mengumumkan berlakunya uang NICA pada tempat-tempat yang diduduki Sekutu. 
Uang tersebut dikenal dengan uang NICA atau uang merah. Uang NICA dicetak pada 
bulan Desember 1942 di Amerika Serikat oleh American Banknote Company, yang 
terdiri dari 9 pecahan, mulai dari 50 sen sampai 500 gulden. Uang NICA atau dikenal 
dengan uang merah beredar bersamaan dengan uang Jepang atau yang dikenal dengan 
uang invasi. Uang NICA diedarkan di daerah-daerah yang diduduki oleh Sekutu, 
salah satunya adalah Jakarta. 
Upaya mengatasi situasi ekonomi tersebut, Presiden Republik Indonesia 
mengeluarkan Maklumat Presiden Repoeblik Indonesia No1/10 mengenai macam-
macam uang sebagai alat pembayaran sah, yang didalamnya tidak tertera keterangan 
uang NICA sebagai alat pembayaran yang sah. Maklumat ini dipertegas dengan 
adanya maklumat pada 2 Oktober 1945 yang menyatakan uang NICA tidak berlaku. 
Maklumat pemerintah Republik mengenai tidak berlakunya uang NICA disambut 
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baik oleh masyarakat Republik Indonesia. Berita media cetak pada saat itu pun, 
beramai-ramai mengabarkan bahwa rakyat Republik Indonesia menyambut 
beredarnya Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). Penerbitan dan pengedaran uang ORI 
dilakukan untuk mengganti rupiah Jepang, uang Hindia Belanda, dan uang De 
Javasche Bank, khususnya di wilayah Sumatera, Jawa dan Madura (wilayah yang 
masih dikuasai RI), yang dinyatakan mulai berlaku sejak 30 Oktober 1946. 
Awalnya, Belanda memperhitungkan ORI tidak akan mendapat sambutan 
yang baik dari rakyat, khususnya rakyat Jakarta. Karena keterbatasan ORI dan 
nilainya yang semakin merosot, juga tidak adanya jaminan sepeprti emas dan barang 
berharga lainnya karena ORI dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah, bukan oleh 
lembaga bank. Namun, realitanya ORI mendapat sambutan yang luar biasa, rakyat 
sangat gembira dengan diterbitkannya ORI. Hal ini dapat terlihat di beberapa surat 
kabar yang beredar pada saat itu, ketika rakyat begitu menyambut ORI. Hal ini 
menyebabkan perselisihan antara Belanda dan Indonesia mengenai penggunaan mata 
uang di daerah pendudukan, khususnya Jakarta. Hingga akhirnya, disepakati rakyat 
Jakarta bebas memilih penggunaan mata uang yang mereka sukai. Tidak akan ada 
pemaksaan, penghakiman, maupun penghukuman jika mereka menggunakan salah 
satu mata uang, baik itu ORI maupun uang NICA. 
Namun, pada kenyataannya Jakarta sebagai kota yang multietnis dengan 
berbagai kepentingannya dan keberpihakkannya, memperlihatkan keberpihakkan 
rakyat yang lebih dominan kepada pemerintah Republik. Hal ini terlihat dari transaksi 
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menggunakan uang ORI lebih sering terlihat di beberapa pasar tradisional di Jakarta, 
seperti Pasar Tanah Abang, Pasar Jatinegara, dan Pasar Manggarai. Kekhawatiran 
pihak Belanda membuatnya melanggar kesepakatan, Belanda melakukan pemaksaan 
penggunaan uang NICA, pemaksaan tersebut tak jarang menimbulkan kerusuhan dan 
kerugian masyarakat Jakarta. Antara tahun 1946-1947, berita-berita surat kabar di 
Jakarta dipenuhi oleh berita NICA yang dengan leluasanya menggedor, merampok, 
dan mencuri hak penduduk Jakarta. 
Sementara itu mengapa Jakarta menjadi menarik untuk diteliti, karena seperti 
yang telah kita ketahui Jakarta pada masa revolusi merupakan kota damai yang 
disebut “Kota Diplomasi”, dimana tidak dikehendaki terjadinya perang terbuka. 
Republik harus menahan diri untuk tidak melakukan perang terbuka di wilayah 
Jakarta, guna menjaga sikap baik dengan Belanda dan Inggris agar tetap mau 
berunding dengan RI, sekaligus menjaga nama baik Indonesia di mata internasional. 
Selain itu, Jakarta sebagai kota yang dikenal multietnis dan multikultural sejak abad 
ke-17, membuat keberpihakkan rakyat beragam pula, yaitu antara pemerintah 
Republik atau pemerintah pendudukan Belanda.  
Meski tidak terjadi perang terbuka, seperti yang terjadi di Surabaya, 
Semarang, Medan ataupun Bandung. Namun, Jakarta tetap mengalami gejolak 
revolusi yang membuat keadaan masyarakat tidak aman. Penculikan, pembunuhan, 
dan perampokan merupakan berita yang didengar setiap harinya. Berita kelaparan, 
kemisinan dan gizi buruk juga terdengar setiap saat pada masa itu. Keterpurukan 
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tersebut terjadi karena hiperinflasi, yaitu inflasi yang sangat tinggi; menipisnya 
cadangan devisa; kekosongan kas negara; dan melambungnya harga kebutuhan. 
Sejak kedatangan NICA di Jakarta, nama NICA mulai dikenal di kalangan 
penduduk. Maka, oleh masyarakat Jakarta sejak saat itu, semua orang Belanda di 
sebut NICA.  Penduduk pribumi yang membantu Belanda, seperti banyak dilakukan 
oleh orang-orang Ambon, disebut „anjing NICA‟ oleh para pejuang. NICA mulai 
dianggap musuh dan dibenci oleh para pejuang, dan siapapun yang dituduh atau 
disebut sebagai NICA, telah divonis mati. Sebutan NICA untuk orang Belanda dan 
kaki tangannya oleh para pejuang masih terus berlangsung dan tetap berkonotasi 
buruk bagi para pejuang Indonesia hingga akhir perang kemerdekaan tahun 1949. 
Namun, sebagian rakyat yang memihak Belanda merasa sangat senang dengan 
kedatangan Belada kembali, sehingga mereka memiliki tuan-nya kembali.  
Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa di Jakarta merupakan Kota Diplomasi 
yang tidak dikehendaki terjadinya perang terbuka. Maka, penggunaan mata uang 
merupakan perang batin yang terlihat jelas di Jakarta. Penggunaan uang merupakan 
representasi keberpihakan rakyat terhadap dua penguasa yang berkuasa di Jakarta 
pada masa tersebut. Perang mata uang ini terlihat jelas dengan semakin hilangnya 
mata uang kecil
1
 dari peredaran, munculnya ORI palsu, dan berbagai kerusuhan-
kerusuhan terkait penggunaan mata uang di Jakarta. Pada akhirnya terlihat ORI 
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0,01 sampai R 10,- 
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merupakan mata uang yang lebih sering digunakan, hal ini dikarenakan kebencian 
rakyat Jakarta terhadap segala sesuatu yang berbau NICA termasuk mata uang NICA, 
kharismatik Presiden Soekarno yang digambarkan dalam muka mata uang ORI yang 
memberi simpati tersendiri bagi rakyat Indonesia, serta anggapan masyarakat yang 
menganggap penggunaan ORI merupakan perjuangan pedagang, petani dan rakyat 
bawah lainnya dalam memperjuangkan revolusi. 
Meskipun ORI tidak berumur panjang, hingga akhirnya ORI ditarik dari 
peredaran pada tanggal 1 Januari 1950, pasca pengakuan kedaulatan pada Konferensi 
Meja Bundar (KMB) yang kemudian digantikan dengan uang federal terbitan De 
Javasche Bank. Namun, ORI telah memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat 
Republik Indonesia, khususnya masyarakat Jakarta. Penerbitan uang sendiri 
merupakan salah satu strategi ekonomi Indonesia dalam memperoleh pengakuan 
internasional. Pemberlakuan ORI mempunyai manfaat yang sangat besar bagi bangsa 
Indonesia dalam menegakkan kemerdekaan dan pengakuan kedaulatan atas RI. 
Selain sebagai lambang negara yang merdeka, ORI juga digunakan sebagai 
alat penukar barang. Mula-mula orang menjual barang dan karena menjual tadi ia 
menerima uang. Kedua, ORI digunakan sebagai alat pengukur harga karena nilainya 
yang tidak mudah berubah-ubah. Sehingga uang ORI mempunyai arti juga sebagai 
alat pembayaran bagi masyarakat Indonesia. ORI juga menjadi alat pembiayaan 
revolusi. Salah satu solusi pembenahan keadaan ekonomi yang semakin memburuk. 
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Penggunaan mata uang ORI juga dianggap sebagai makna simbolis nasionalisme 
masyarakat Jakarta untuk memillih antara Belanda dan Republik.    
Pemberlakuan mata uang sebagai alat pembayaran sekaligus sebagai 
representasi keberpihakan masyarakat terhadap sistem yang berkuasa saat itu. 
Terlebih di daerah pendudukan, seperti di Jakarta, rakyat boleh memilih 
menggunakan ORI atau uang NICA sebagai alat pembayaran. Memilih menggunakan 
ORI merupakan perjuangan mempertahankan kemerdekaan juga dilakukan oleh 
rakyat kalangan bawah, seperti para pedagang dan petani yang mendukung 
pemerintahan Republik. Karena sejatinya perjuangan revolusi tidak hanya soal 
perjuangan senjata dan diplomasi, namun juga bagaimana dukungan rakyat sipil 
khususnya kalangan menengah ke bawah dalam mendukung berdirinya Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 
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LAMPIRAN 1 
Peta Batavia November 1945 (Sumber Arsip Nasional Republik Indonesia) 
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LAMPIRAN 2  
Contoh Mata uang ORI Emisi I, “Djakarta, 17 oktober 1945” 
No Mata Uang Contoh Gambar 
1 1 Sen 
 
2 5 Sen 
 
3 10 Sen 
 
160 
 
 
4 ½ Rupiah 
 
5 1 Rupiah 
 
161 
 
6 5 Rupiah 
 
7 10 Rupiah 
 
8 100 Rupiah 
 
Sumber: Foto koleksi https://thpardede.wordpress.com/galery/ dan koleksi pribadi 
penulis 
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LAMPIRAN 3 
Mata Uang ORI Emisi II, “Djokjakarta 1 Januari 1947” 
No Mata Uang Contoh Gambar 
1 5 Rupiah 
 
2 10 Rupiah 
 
3 25 Rupiah 
 
163 
 
4 100 Rupiah 
 
Sumber: Foto koleksi https://thpardede.wordpress.com/galery/ dan koleksi pribadi 
penulis 
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LAMPIRAN 4 
Mata Uang ORI Emisi III, “Jogjakarta 26 Djuli 1947” 
No Mata Uang Contoh Gambar 
1 ½ Rupiah 
 
 
2 2 ½ Rupiah 
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3 25 Rupiah  
 
 
4 50 Rupiah 
 
166 
 
 
5 100 Rupiah 
 
 
6 250 Rupiah 
 
Sumber: Foto koleksi https://thpardede.wordpress.com/galery/  
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LAMPIRAN 5 
Mata Uang ORI Emisi IV “Jogjakarta 23 Agustus 1948” 
No Mata Uang Contoh Gambar 
1 40 Rupiah 
 
 
2 75 Rupiah 
 
168 
 
 
3 100 Rupiah 
 
 
169 
 
4 400 Rupiah 
 
Sumber: Foto koleksi https://thpardede.wordpress.com/galery/  
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LAMPIRAN VI 
Mata Uang ORI Emisi V, “Djokjakarta 17 Agustus 1949” 
No Mata Uang Contoh Gambar 
1 10 Sen Baru 
 
 
2 ½ Rupiah Baru 
 
171 
 
 
3 1 Rupiah Baru 
 
 
172 
 
4 10 Rupiah Baru 
 
 
5 100 Rupiah Baru 
 
173 
 
 
Sumber: Foto koleksi https://thpardede.wordpress.com/galery/  
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LAMPIRAN 7 
Contoh Uang ORIDA 
 
 
Sumber: Foto koleksi https://bukalapak.com /  
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LAMPIRAN 8 
Contoh Uang NICA 
 
 
Sumber: Foto koleksi https://bukalapak.com /  
 
 
 
176 
 
LAMPIRAN 9 
Contoh Uang Jepang 
 
Sumber: Foto koleksi https://bukalapak.com /  
 
Sumber: Foto koleksi pribadi penulis 
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LAMPIRAN 10 
Contoh Uang De Javasche Bank 
 
Sumber: Foto koleksi pribadi penulis 
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LAMPIRAN 11 
Makloemat Presiden Repoeblik Indonesia No. 1/10 tentang Penetapan Matjam 
Oeang sebagai Alat Pembajaran 
 
 
179 
 
Lanjutan Lampiran 11 
 
 
180 
 
Lanjutan Lampiran 11 
 
Sumber: Arsip Sekretariat Negara RI No. 409 
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LAMPIRAN 12 
Makloemat Pemerintah Repoeblik Indonesia tentang Tidak Berlakoenya Oeang 
NICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Arsip Sekretariat Negara RI No. 408 
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LAMPIRAN 13 
Peratoeran Pemerintah-Pengganti Oendang-Oendang No.10 Tahoen 1946 
tentang Larangan Mengeloearkan oeang dari Djawa dan Madura 
 
 
Sumber: Arsip Sekretariat Negara RI No. 378 
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LAMPIRAN 14 
Peratoeran Pemerintah No. 14 Tahoen 1948 tentang Peredaran Oeang Palsu 
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Lanjutan Lampiran 14 
 
 
 
 
185 
 
Lanjutan Lampiran 14 
 
Sumber: Arsip Sekretariat Negara RI No. 383 
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LAMPIRAN 15 
Peratoeran Kementrian Keoeangan No. PON 4-1-32 tentang Pengendalian 
Oeang 
 
 
187 
 
Lanjutan Lampiran 15 
 
 
 
188 
 
Lanjutan Lampiran 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Arsip BNI 1945-1952, No. 661 
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LAMPIRAN 16 
Kesan
2
 Sekitar Beredarnja Oeang Repoeblik 
 
Sumber: Surat Kabar Merdeka, No 337, Edisi Djoem’at 1 November 1946 
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LAMPIRAN 17 
Samboetan Atas Oeang Repoeblik 
 
Sumber: Surat Kabar Merdeka No. 337, Edisi Djoem’at 1 Nopember 1946 
 
191 
 
LAMPIRAN 18 
Rakjat Menjamboet Peredaran Oeang Repoeblik 
 
Sumber: Surat Kabar Merdeka No. 337, Edisi Djoem’at 1 Nopember 1946 
192 
 
LAMPIRAN 19 
Penahanan Oeang Ketjil 
 
Sumber: Surat Kabar Merdeka No. 359, Edisi Djoem’at 29 Nopember 1946 
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LAMPIRAN 20 
Pemakaian Oeang Hindia Belanda di daerah Serikat dan Peminggir ditentoekan 
 
Sumber: Surat Kabar Merdeka No 352, Edisi Rebo 20 Nopember 1946 
 
 
 
 
194 
 
LAMPIRAN 21 
Djagalah Harga Oeang Repoeblik! 
 
SumberL Surat Kabar Merdeka, No. 338 Edisi Sabtor 2 Nopember 1946 
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LAMPIRAN 22 
Oeang Repoeblik dipalsoe 
 
Sumber: Surat Kabar Pelita Rakjat. Edisi Djoem’at. 8 Nopember 1946 
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LAMPIRAN 23 
Keadaan Oeang Repoeblik di Djakarta 
 
Sumber: Surat Kabar Merdeka, No. 374, Edisi Rebo 18 Desember 1946 
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LAMPIRAN 24 
Keroegian Pendoedoek Kota Djakarta 
 
Sumber: Surat Kabar Merdeka, Edisi 369, Kemis, 12 Desember 1946 
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LAMPIRAN 25 
Sikap Belanda terhadap Oeang Repoeblik dan NICA Mengatjau di Pasar Baroe 
 
Sumber: Surat Kabar Merdeka, Edisi 340, Rebo, 6 Nopember 1946 
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LAMPIRAN 26 
 
Tabel 
Neraca Perdagangan Indonesia Tahun 1936-1949 
 
Juta Rp 
Tahun Impor Ekspor Defisit (-) / Surplus (+) 
1937 
1940 
1941 
1946 
1947 
1948 
1949 
491 
433 
472 
281 
802 
1134 
1574 
990 
939 
1086 
155 
347 
1040 
1478 
+ 499 
+ 506 
+ 614 
- 126 
- 471 
- 94 
- 96 
 
Sumber: De Javasche Bank, Laporan Tahunan Pembukuan 1949-1950 
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